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WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 16A TAHUN 2016
TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

KOTA PEKALONGAN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas

pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan
pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2002 Tentang Sisterm Nasional Penelitian
Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan
Teknologi, Pasal 29 Undang — Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanangan Pembangunan
Nasional serta Pasal 386 sampai dengan 390 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu mengatur RoadMap Penguatan Sistem Inovasi
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020;

b. bahwa RoadMap Penguatan Sistem I[novasi Daerah

sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri
Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan
Mentert1 Dalam Negeri Republik Indonesia tentang
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Nomor 03
Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 adalah Kebijakan
penguatan SIDa yang harus diintegrasikan dalam
RPJMD;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan RoadMap Penguatan Sistemn Inovasi
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 dengan
Peraturan Walikota;

. Pasal 18 awyat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 19545 tentang Perubahan Undang -
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota — Kota Besar dan Kota — Kota Ketjil
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);
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Memperhatikan

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4219);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
Il Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat Il
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3381);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
2011-2025;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);

. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan

Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012
Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG  ROADMAP
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA
PEKALONGAN 2016-2020.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

3.

10.

11;

Daerah adalah Kota Pekalongan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah
Kota Pekalongan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unit Kerja
Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang
daerah.

Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SlDa adalah suatu
kesatuan dari sehimpunan pemangku kepentingan, kelembagaan,
hubungan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah
perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi
dan praktik baik/terbaik).

Visi adalah cita-cita mengenai keadaan yang diinginkan.

Misi adalah peran yang diamanatkan secara mendasar dalam mewujudkan
visi.

Sasaran strategis adalah bentuk refleks strategis vang lebih terukur,
Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekalongan
untuk mencapai tujuan.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
vang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat vang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB 1l
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai :

a.

b.

pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan
pengembangan/penguatan sistem inovasi dan peningkatan daya saing
daerah;

pedoman dalam penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
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Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mensinergikan
langkah-langkah tindakan yang berkaitan dengan sistem inovasi dan dava
saing daerah dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

BAB III
ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 4

a. roadmap Penguatan SIDa Tahun 2016-2020 adalah Dokumen Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2016 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2020;

b. rincian Roadmap Penguatan SIDa Tahun 2016-2020 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Roadmap Penguatan SIDa Tahun 2016-2020 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 yang memuat arah, prioritas serta kerangka
kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem inovasi dan daya
saing Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Februari 2016
WALIKOTA PEKALONGAN
Cap.
ttd.

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Pebruar 2016

Pj. SE ARIS DAERAH,

SLAMET PRIHANTONO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 16A
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 16A TAHUN 2016

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM
INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN
2016-2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah, daya
saing daerah dan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3El) 2011-2025, diperlukan
penguatan  sistem = inovasi daerah  secara terarah dan
berkesinambungan. Karena itulah ditetapkan Peraturan Bersama
Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012
dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012
tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Peraturan Bersama tersebut mengamanatkan bahwa setiap daerah
menetapkan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Kebijakan
Penguatan Sistem Inovasi Daerah tersebut tercantum dalam Roadmap
Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah diintegrasikan ke
dalam dokumen RPJMD provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal
peraturan daerah tentang RPJMD sudah ditetapkan, pemerintah
daerah melakukan perubahan peraturan daerah yang mengatur
RPJMD dengan keharusan mengintegrasikan Roadmap Penguatan
Sistem Inovasi Daerah. Dengan demikian, dokumen Roadmap

Penguatan Sistem Inovasi Daerah menjadi sangat penting bagi daerah.

Pentingnya penguatan sistem inovasi daerah secara implisit juga
diamanatkan oleh berbagai peraturan lainnya. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan I[lmu Pengetahuan dan
Teknologimenjelaskan bahwa keberhasilan negara maju menumbuh
kembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)

karena negara itu mampu mensinergikan perkembangan kelembagaan




dan sumber daya iptek yang dimilikinya dengan berbagai faktor lain

secara bersistem.!Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2002 ini juga sudah diturunkan ke dalam beberapa peraturan

pemerintah, yakni :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005
tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga
Penelitian dan Pengembangan.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006
tentang  Perizinan  Melakukan  Kegiatan  Penelitian dan
Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian
dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk
Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi
Teknologi.

Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025, dalam rangka memperkuat perekonomian
domestik dengan orientasi dan berdaya saing global, diperlukan
dukungan penguatan sistem inovasi, melalui pengembangan iptek yang
diarahkan pada peningkatan kualitas serta memanfaatkan iptek
nasional untuk mendukung daya saing secara global. Hal itu dilakukan
melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan IPTEK secara luas
dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat
unggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang handal,
perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil temuan dan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI), pengembangan dan penerapan standar
mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
(SDM) iptek, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk

mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan serta

“erdapat pada bagian Penjelasan Butir | Umum Paragraf ketiga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002
tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan limu Pengetahuan dan Teknologi.




pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem

inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.?

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan daya inovasi dan daya
saing bangsa, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)
menetapkan penguatan sistem inovasi sebagai program utama yang
tercantum dalam dokumen Kebijakan Strategis Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2010-2014. Kebijakan ini kemudian
diteruskan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti) sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-
2019.Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2010-2014 dan kemudian berlanjut dalam RPJMN
Tahun 2015-2019, iptek, inovasi dan sistem inovasi menjadi kata kunci
yang sangat penting bagi tercapainya pembangunan dan daya saing

nasional.

Sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan
ekonomi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berupaya memberikan nilai tambah (added value). Sistem inovasi tidak
hanya berfokus pada aspek penciptaan teknologi (fechnology pull) atau
kebutuhan teknologi (fechnology push) semata. Sistem inovasi
merupakan pendekatan sistemik yang menekankan pada keterkaitan
(integrasi) antara pelaku inovasi. Taufik (2005) mendekripsikan sistem
inovasi sebagai kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan,
hubungan, jaringan, interaksi, dan proses produktif, yang
mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan difusi inovasi.

Arah penguatan sistem inovasi adalah mendukung pembangunan

Indonesia yang progresif dan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, maka tujuan pokok penguatan sistem inovasi

adalah :

a. Meningkatkan kemampuan Bangsa dan Negara dalam memenuhi
kebutuhan dasar rakyat (basic needs) dan melindungi kepentingan
masyarakat (public interest).

b. Mendukung percepatan peningkatan daya saing (competitiveness)
dan penguatan kohesi sosial {social cohesion).

*Terdapat dalam Subbab IV.1.2 Butir B Poin 6 Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.




¢. Mendukung kemandirian Bangsa dan menjaga kedaulatan NKRI
(sovereignity).
Dalam kaitan ini, penguatan sistem inovasi akan menjadi kunci
keberhasilan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun
daerah. Penguatan sistem inovasi daerah diwujudkan untuk

menunjang penguatan sistem inovasi nasional.

Penguatan sistem inovasi daerah merupakan wahana dalam
memperkuat pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi
di daerah yang menjadi bagian integral penguatan sistem inovasi
nasional. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa
pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat
yang pada gilirannyadiharapkan mampu meningkatkan daya
saing.’Dengan demikian, penguatan sistem inovasi daerah menjadi

bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah.

Meyakini betapa pentingnya peran sistem inovasi dalam
mempercepat proses pembangunan, maka Kota Pekalongan telah
memasukkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah ke dalam perencanaan
pembangunannya.Dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, penguatan sistem inovasi daerah
tercermin dalam salah satu pernyataan misi fase ketiga pembangunan
lima tahunan yang berbunyi Mewwjudkan Perekonomian Daerah yang
Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya
Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas.

Dengan pernyataan misi seperti di atas, maka penguatan sistem
inovasi daerah di Kota Pekalongaan akan mendorong :

a. Pengembangan struktur perekonomian yang berbasis pada
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk
unggulan daerah, terutama produk-produk berbasis ekonomi
kreatif, yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan
kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan yang makin
berkualitas.

*Terdapat pada Butir | Umum Poin 1 Paragraf Ketiga Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.




Pengembangan pelayanan publik yang berbasis pada pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi, standarisasi dan sertifikasi.
Pengembangan promosi dan pameran produk-produk daerah, baik
dalam skala nasional maupun internasional.

Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis yang
mendukung peningkatan akses pasar produk unggulan di pasar
domestik dan internasional.

Pengembangan pembangunan sektor pertanian, Kkhususnya
subsektor perikanan,untuk menghasilkan produk-produk yang
bertumpu pada sistem rantai nilai guna menjamin ketersediaan
pangan.

Pengembangan kualitas produk, kelembagaan dan sarana
prasarana pendukung sektor pertanian, khususnya subsektor
perikanan, yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan kuantitas desain produk industri yang mengikuti
perkembangan selera pasar, sehingga tidak tertinggal oleh selera
pasar.

Pengembangan ekonomi kreatif dan peran UMKM yang berorientasi
ekspor, melalui pengembangan akses pasar dalam rangka
mendorong daya saing UMKM.

Pengembangan sistem koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas
tindakan antarpelaku pembangunan (pemerintah,
swasta,cendekiawan, komunitas dan masyarakat secara umum)
dalam pengembangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat,
Pengembangan promosi daerah pro investasi, pro tenaga kerja, pro
kelestarian lingkungan dan pro pertumbuhan, sehingga dapat
menarik investor, baik PMA maupun PMDN.

Pengembangan sistem pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka
menggerakkan sektor riil, sehingga mampu berdaya saing dalam
mendorong peningkatan pembiayaan dan kemandirian daerah.
Pembangunan kapasitas lembaga masyarakat dengan memberikan

pelatihan, pemagangan dan studi banding.

Ada beberapa fokus pembangunan yang dapat dijadikan sebagai

motor penggerak penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan.

Di antaranya adalah fokus-fokus di bawah ini :




Fokus pengembangan ekosistem inovasi daerah (di Kota Pekalongan
sudah dikembangkan berbagai prasarana dan sarana penguatan
sistem inovasi, seperti kebijakan, kelembagaan, insentif, lembaga
IPTEKIN/Litbangyasa, sumber daya manusia, anggaran, kemitraan
strategis, budaya kreativitas-inovatif, pengelolaan teknologi
masyarakat, apresiasi inovasi, penumbuhan usaha baru inovatif,
kerja sama daerah, dan penyelarasan terhadap dinamika global).
Fokus pengembangan industri perbatikan (di Kota Pekalongan
sudah berkembang beberapa sentra industri kecil menengah
perbatikan, yakni Kampoeng Batik Kauman, Kampoeng Batik
Pesindon, Kampung Canting Lindungsari, Kampung Tenun
Medono).

Fokus pengembangan industri perikanan (di Kota Pekalongan
sudah berkembang Kawasan Minapoltan dan sentra terasi
Bandengan).

Fokus pengembangan ekonomi kreatif (di Kota Pekalongan terdapat
18 potensi ekonomi kreatif, yaitu animasi, arsitektur, desain,
fotografi, musik, kerajinan, kuliner, mode, penelitian dan
pengembangan, penerbitan, perfilman, periklanan, permainan
interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, teknologi informasi, televisi
dan radio, video).

Fokus pengembangan teknopolitan batik (di Kota Pekalongan
sedang dikembangkan pusat inovasi dan budaya batik).

Fokus pengembangan techno park perikanan (di Kota Pekalongan
tengah dibangun kawasan pengembangan usaha pembudidayaan
ikan melalui pendekatan techno park).

Fokus pengembangan teknologi tepat guna melalui posyantek dan
wartek (di Kota Pekalongan terus berkembangan teknologi tepat
guna oleh masyarakat dalam upaya peningkatan usaha produktif).
Fokus pengembangan inkubator bisnis dan teknologi (di Kota
Pekalongan sedang dikembangkan beberapa perusahaan pemula
berbasis teknologi).

Fokus pengembangan business development services-provider (di
Kota Pekalongan terdapat beberapa UMKM yang potensial untuk
dikembangkan melalui pendekatan business development services-

provider).




10. Fokus pengembangan SMK Incorporate (di Kota Pekalongan

11.

terdapat belasan SMK swasta dan negeri yang mampu
menghasilkan puluhan jenis produk inovatif berbasis kompetensi
masing-masing SMK).

Fokus pengembangan pelayanan publikberbasis teknologi informasi
dan komunikasi (di Kota Pekalongan terus berkembang pelayanan
publik di berbagai bidang pembangunan, seperti pemerintahan,
kesehatan, penanaman modal, pendidikan, kependudukan, dan
lain-lain dengan memanfaatkan kemajuan pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi.

Selengkapnya, fokus penguatan sistem inovasi daerah di atas akan

dituangkan dalam sebuah dokumen yang dinamakan Roadmap
Penguatan Sistem inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.

1.2. LANDASAN HUKUM

Kewajiban Kota Pekalongan untuk menyusun Roadmap Penguatan
Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020dilandasi
oleh Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi

Daerah serta beberapa peraturan perundangan di bawah ini :

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-
2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia




10.

11

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 58, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005
tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian
dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian
dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006
tentang  Perizinan  Melakukan  Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian
dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4666);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk
Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817};

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
NasionalTahun2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia
dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun
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18.

2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
070/7004/SJ tentang Pedoman Penyusunan Program Kelitbangan
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah Tahun 2015-2019;

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Pekalongan Tahun 2010-2015.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Pekalongan.




19. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 050.05/257 Tahun 2012
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi
Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 555.05/346 Tahun 2014
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi
Daerah Kota Pekalongan.

1.3. FUNGSI ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

Fungsi dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota

Pekalongan Tahun 2016-2020 ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dalam peningkatan kapasitas pemerintah daerah,
daya saing daerah dan pelaksanaan MP3EI 2011-2015.

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.

3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan/atau perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang disusun setiap
tahun.

4, Menjadi instrumen atas kebijakan mandatory dari Kementerian
Dalam Negeri dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

5. Menjadi instrumen untuk melihat sejauhmana komitmen
pemerintah daerah Kota Pekalongan menerapkan sistem inovasi

daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerahnya.

1.4. KEDUDUKANDOKUMEN ROADMAP PENGUATAN SISTEM
INOVASI DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

Kedudukan Roadmap Penguatan Sistemn Inovasi Daerah dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat dilihat pada
Gambar 1.1.
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Gambar 1.1. Kedudukan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN ROADMAP PENGUATAN SISTEM
INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun

2016-2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BABI1. PENDAHULUAN
Bab pertama ini memuat uraian mengenai latar belakang
pentingnya penguatan sistem inovasi daerah bagi percepatan
pembangunan di sebuah daerah.Kemudian dikemukakan
pula landasan hukum, fungsi dan kedudukan dokumen
roadmap penguatan sistem inovasi daerah. Bab ini diakhiri
dengansistematika penulisan Roadmap penguatan sistem
inovasi daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2020.

BAB II. KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH DI KOTA PEKALONGAN
SAAT INI
Bab Kedua ini menguraikan kondisi saat ini sistem inovasi
daerah di Kota Pekalongan yang disusun berdasarkan hasil
survei pemetaan kapasitas penguatan sistem inovasi daerah
Kota Pekalongan.
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BAB III.

BAB IV.

BAB V.

BAB VL

BAB VII.

BAB VIII.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SISTEM INOVASI
DAERAH DI KOTA PEKALONGAN

Bab Ketiga ini menguraikan tantangan dan peluang
pembangunan berbasis pengetahuan, kebijakan otonomi dan
daya saing daerah, serta isu-isu utama global dan nasional.
KONDISI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA
PEKALONGAN YANG DIINGINKAN PADA TAHUN 2016-2020
Bab Keempat ini memuat uraian hasil identifikasi penguatan
sistem inovasi daerah Kota Pekalongan yang diinginkan pada
tahun 2016-2020 untuk setiap pilar.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM
INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020
Bab Kelima ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi
dan arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah Kota
Pekalongan tahun 2016-2020.

FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SISTEM [INOVASI
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

Bab Keenam ini memuat fokus dan program prioritas untuk
setiap pilar penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan
selama jangka waktu2016-2020.

RENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

Bab Ketujuh ini memuat rencana aksi penguatan sistem
inovasi daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020, yang
memuat sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja,
capaian kinerja, program dan kegiatan, target dan waktu
pelaksanaan, urusan dan institusi penanggung jawab.
PENUTUP

Bab terakhir ini menutup bab-bab sebelumnya dengan
menguraikan mekanisme pengintegrasian Roadmap
Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun
2016-2020 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.
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BAB II
KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PEKALONGAN SAAT INI

Untuk menggambarkan kondisi sistem inovasi daerah di Kota
Pekalongan saat ini, maka telah dilakukan survei pemetaan kapasitas
inovasi daerah di berbagai institusi di Kota Pekalongan pada akhir
2014 dan awal 2015. Survei pemetaan kapasitas inovasi tersebut
menggunakan instrumen wawancara,instrumen Kkebijakan dan
penelusuran dokumen. Ruang lingkup survei pemetaan kapasitas
inovasi didasarkan pada lima pilar penguatan sistem inovasi dan enam
agenda kerangka kebijakan inovasi.

Kelima pilar penguatan sistem inovasi (P)terdiri dari :
Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah (P1).
Pilar Pengembangan Klaster Industri (P2).

Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi (P3).

Pilar Pengembangan Teknoprener (P4).

Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi (P5).

o o o

Sedangkan enam agenda kerangka kebijakan inovasi (KiPmeliputi :

1. Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan
inovasi dan bisnis (K1).

2. Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna
IPTEKIN/Litbangyasa (K2).

3. Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi
dan bisnis (K3).

4. Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis (K4).

5. Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan
antardaerah dan pusat-daerah (K5).

6. Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi
dan bisnis daerah (K6).

Setiap agenda kerangka kebijakan inovasi di atas terdiri dari beberapa

elemen(Ef, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan
inovasi dan bisnis terdiri dari tiga elemen, yaitu (1) elemen regulasi

pengembangan inovasi dan  bisnis, (2) elemen insentif

*p.= Pilar penguatan sistem inovasi dimanai=1, 2, ....,5.
*K, = kerangka kebijakan inovasi dimana (=1, 2, ...., 6.
®€, = elemen kerangka kebijakan inovasi dimanai=1,2, ..., n.




pengembangan inovasi dan bisnis,(3) elemen infrastruktur dasar
pengembangan inovasi dan bisnis.

2. Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna
IPTEKIN/Litbangyasa meliputi tiga elemen, yakni (1) elemen
kelembagaan [PTEKIN/Litbangyasa, (2) elemen daya dukung
IPTEKIN/Litbangyasa,(3) elemen daya serap IPTEKIN/Litbangyasa.

3. Menumbuh kembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi
dan bisnis, terbagi atas tiga elemen, ialah (1) elemen kemitraan
strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis, (2)
elemen peningkatan difusi inovasi,(3) elemen wahana interaksi
pelaku inovasi dan bisnis.

4. Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis, mencakup empat
elemen, yaitu (1) elemen penguatan budaya kreatif-inovatif dan
kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan, (2) elemen
pengelolaan teknologi masyarakat dan reverse brain drain, (3)
elemen apresiasi dan kampanye inovasi, (4) elemen penumbuhan
usaha baru inovatif.

5. Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar
daerah dan pusat-daerah, melingkupi tiga elemen, yakni (1) elemen
fokus pengembangan inovasi dan bisnis, (2) elemen keterpaduan
kebijakan inovasi dan bisnis, (3) elemen kelembagaan khusus.

6. Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi
dan bisnis daerah terdiri atas empat elemen, ialah (1) elemen
lingkungan, (2) elemen standarisasi, (3) elemen hak kekayaan
intelektual (HKI), (4) elemen ketenagakerjaan.

Setiap elemen memiliki satu atau lebih indikator(l)’ seperti di bawah

ini:

1. Elemen regulasi pengembangan inovasi dan bisnis memiliki satu
indikator, ialah (1) jumlah regulasi pengembangan inovasi dan
bisnis.

2. Elemen insentif pengembangan inovasi dan bisnis mempunyai satu
indikator, yaitu (1) jenis insentif pengembangan inovasi dan bisnis.

3. Elemen infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnisterdiri
atas duaindikator, yakni (1) jenis dokumen pengembangan inovasi

dan bisnis, (2) ketersediaan database inovasi dan bisnis.

7i, = indikator elemen kerangka kebijakan inovasi dimanai=1, ... n.
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1.

13,

13.

14.

15.

16.

1F

Elemen kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa meliputi satu indikator,
yaitu (1) sebaran lembaga IPTEKIN/Litbangyasa.

Elemen daya dukung IPTEKIN/Litbangyasa terdiri dari dua
indikator, ialah (1) sebaran sumber daya manusia
IPTEKIN/Litbangyasa, (2) sebaran alokasi anggaran
IPTEKIN/Litbangyasa.

Elemen daya serap IPTEKIN/Litbangyasa mencakup satu indikator,
yakni (1) sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangyasa.

Elemen kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan
inovasi dan bisnis terbagi atas satu indikator, ialah (1) sebaran
kemitraan strategis dalam pemajuan inovasi dan bisnis.

Elemen peningkatan difusi inovasi memiliki satu indikator, ialah (1)
sebaran difusi inovasi.

Elemen wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis mempunyai
satu indikator, vaitu (1) jenis wahana interaksi pelaku inovasi dan
bisnis.

Elemen penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan
melalui jalur pendidikan dan pelatihan terdiri atas dua indikator,
yvakni (1) model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan di
dalam pendidikan, (2) model penguatan budaya inovasi dan bisnis
melalui pelatihan.

Elemen pengelolaan teknologi masyarakat dan reverse brain
drainmeliputi dua indikator, yaitu (1) model pengelolaan teknologi
masyarakat, (2) jenis program reverse brain drain.

Elemen apresiasi dan kampanye inovasi terdiri dari dua indikator,
ialah (1) jenis apresiasi inovasi, (2) jenis media kampanye inovasi.
Elemen penumbuhan usaha baru inovatif mencakup satu indikator,
yakni (1) model penumbuhan usaha baru inovatif.

Elemen fokus pengembangan inovasi dan bisnis terbagi atas satu
indikator, ialah (1) bidang fokus pengembangan inovasi dan bisnis.
Elemen keterpaduan kebijakan inovasi dan bisnis memiliki satu
indikator, ialah (1) sebaran kerja sama daerah.

Elemen kelembagaan khusus mempunyai satu indikator, yaitu (1)
jenis kelembagaan khusus.

Elemen lingkungan terdiri atas satu indikator, yakni (1) sebaran
program pembangunan daerah ramah lingkungan.




18. Elemen standarisasi meliputi satu indikator, vaitu (1) sebaran
aplikasi standarisasi internasional.

19. Elemen hak kekayaan intelektual terdiri dari satu indikator, ialah
(1) jenis hak kekayaan intelektual.

20. Elemen ketenagakerjaan mencakup satu indikator, yakni (1)
sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil.

Uraian mengenai dekomposisi pilar penguatan sistem inovasi,
agenda kerangka kebijakan inovasi, elemen kerangka kebijakan inovasi
dan indikator elemen kerangka kebijakan inovasi di atas dapat
disajikan dalam bentuk matriks penguatan sistem inovasi daerah
sebagaimana tampak dalam Tabel 2.1.

Adapun hasil survei pemetaan kapasitas inovasi di Kota
Pekalongan yang berfungsi sebagai gambaran mengenai kondisi saat ini
penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan akan diuraikan
secara singkat di bawah ini.
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Tabel 2.1. Matriks Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Kerangka Kebijakan | Elemen Keranghka Kebijakan Indikator Elemen Kerungka Kebijakan

Inovasi Inovasi Inovasi
; 3 7 Ed BT g B R 3 P4 P5
PR T S Regulasi pengembangan inovasi Jumlah regulasi pengembangan inovasi dan PiKlElll P2K1E111 P3K1ELI1 P4K1E111 P'SKIEIII

RPN LES T dan bisnis bisnis
bagi pengembangan v =r ' Jenis insentif p

inovasi dan bisnis {K1)

gan inovasi dan  PIKIE2I1 P2K

Jenis dokumeénperencanaan pmgembangan
inovasi dan bisnis

Sebaran lembaga IPTEKIN/ Litbangyasa
keterkaitan antara
penyedia dan pengguns JReSS

IPTEKIN/ Litbangyasa

IPTEKIN /Litbangyasa

Dayaserap Sebaran absorpsi hasil IPTEKIN/Litbangy

Menambuhkembingkanh ol Lo o Sebaran kemitraan strategis dalam pemajuan  PIK3E1I1 P2K3E1LL PAK3E111 PAK3ELLl PSKIELLL
interaksi, jaringan dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis

Wahana interaksi pelaku Jenis wahana interaksi pelaku inovasidan  PIK3E3I1 P2K3E3I1 P3K3E311 PAK3E3I1 PSK3E311
inovasi dan bisnis bisnis
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Kerangka Kebijukan | Elemen Kemng‘kn Kebijakan Indikator Elemen Kerangha Kebijalan
Inovasi

Inovasi

Mendorong budaya
kreatif-inovatif damn
bisnis (Kd)

A I S

Model penguamn budaya inovasi dan | Puémm P2KA4E112 P3KAE112 P4K4E1I2 PSK4E112
kewirausahaan melalui pelatihan

PIK4E3I ‘ .; _,;;wmu P4K4E3I1 amm-
PIKAESI2 P2K4E3!2 P3K4ESI2 PAKAE3I2 PSK4E3I2
| PIKAEAIL P2KSE4IL POKAEALL PAK4BAIL PSK4BATL
PIKSEL szsﬁm PIKSELNL HKSEIII PSKSE111

p&mbunmﬂu ‘ 2% PR ;’_ e Somier ,“_m b SRS TR : Yrehs " e A DI ) S ¥ | " ‘); ST -v‘. ul X
antardaernh dan pusat- §:| U NANINOVE n , 2 5 2 | N fizss
daerah (K5)
\

) Sebaran aplikasi standardisasi internasional pménzu mx&zzil P3K6E211 PAKGE2I1 PSKOE2I1
:;:;j:;’ [‘:{‘; i lak Kekayaan Intelektua Jenis hak kekayaan intelektual '1K6E3 ?mmnmt PSK6E3I1
: Sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil PIK6EAIl P2K6E4I1 P3K6EAIL PAK6EAI] PSK6EAIT

dinnmika global ke
dalam pengembangan




2.1. PILAR PENGUATAN EKOSISTEM INOVASI DAERAH

Ekosistem inovasi daerah adalahstruktur dasardalam sistem
inovasi yang te rbentuk oleh hubungan sistemik dan sistematis di
antara berbagai elemen kerangka kebijakan inovasi. Ekosistem
inovasi daerah dikatakan sebagai sebuah struktur dasardalam
sistem inovasi karena merupakan pilar yang memiliki elemen
kerangka kebijakan inovasi secara lengkap, sehingga dalam pilar ini
penguatan sistem inovasi berjalan sesuai dengan kondisi
ekosistemnya.

Fokus penguatan ekosistem inovasi daerah di Kota Pekalongan
adalah pengembangan berbagai prasarana dan sarana penguatan
sistem inovasi, seperti kebijakan, kelembagaan, insentif, lembaga
IPTEKIN/Litbangyasa, sumber daya manusia, anggaran, kemitraan
strategis, budaya kreativitas-inovatif, pengelolaan teknologi
masyarakat, apresiasi inovasi, penumbuhan usaha baru inovatif,
kerja sama daerah, serta penyelarasan isu lingkungan, standarisasi,
hak kekayaan intelektual dan ketenagakerjaan terhadap dinamika
global.

Elemen kerangka kebijakan inovasi dalam pilar penguatan
ekosistem inovasi daerah terdiri dari 20 elemen yang tersebar di
dalam enam kerangka kebijakan inovasi. Beberapa di antaranya
adalah kebijakan, kelembagaan, insentif, lembaga
IPTEKIN/Litbangyasa, sumber daya manusia, anggaran, kemitraan
strategis, budaya kreativitas-inovatif, pengelolaan teknologi
masyarakat, apresiasi inovasi, penumbuhan usaha baru inovatif,
kerja sama daerah, dan penyelarasan terhadap dinamika global.
Adapun kondisi saat inisetiap elemen kerangka kebijakan inovasi
tersebut secara ringkas ditampilkan dalam Tabel 2.2.
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2.1.1. Kondisi Saat Ini Kerangka Umum yang Kondusif bagi
Pengembangan Inovasi dan Bisnis

Kondisi saat ini kerangka umum pengembangan inovasi dan
bisnis di Kota Pekalongan dapat dikatakan sudah kondusif. Hal ini
ditunjukkan oleh ketiga elemen yang ada di dalam kerangka
kebijakan inovasi ini (lihat Tabel 2.2). Pertama, regulasi yang
mendukung berkembangnya inovasi dan bisnis terus bertambah dari
tahun ke tahun, baik yang terkait dengan pengembangan inovasi
maupun berhubungan dengan pengembangan bisnis. Sementara itu,
jumlah perizinan dan non perizinan usaha yang dikeluarkan oleh
BPMP2T cenderung meningkat selama 2010-2014, dimana sampai
dengan tahun 2014 telah diterbitkan perizinan sebanyak 14.185 izin.
Adapun regulasi yang dimaksud antara lain :

1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan
Tanda Daftar Gudang.

2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Penanaman Modal.

3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2010 tentang
SOP Pelayanan Perizinan dan Pengaduan.

4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang
SOP Perizinan Penanaman Modal.

5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2011 tentang
Dokumen Strategis Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2011-2015.

6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2013 mengenai
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan
Lurah melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN).

7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57A Tahun 2013 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal.




10.

G N

12.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503.05/219 Tahun 2011
tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan NonPerizinan
pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Pekalongan.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503/219 Tahun 2011
tentang Penunjukan BPMP2T sebagai Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Kota Pekalongan.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503/140 Tahun 2011
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan.

Keputusan Walikota Nomor 050.05/257 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Walikota Nomor 555.05/346Tahun 2014 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota
Pekalongan,

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Pekalongan Nomor 065/009 Tahun 2013
tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan.

Kedua, jenis insentif yang diberikan Pemerintah Kota

Pekalongan untuk pengembangan inovasi dan bisnis adalah berupa
pemberian bantuan modal dan dana stimulan. Sedangkan insentif
dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak

daerah maupun retribusi daerah belum ada. Selain itu, beberapa
jenis kemudahan juga diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan
untuk pengembangan inovasi dan bisnis, di antaranya berupa :

7

Bantuan teknis dan pendampingan pengurusan hak kekayaan
intelektual (paten dan merek).

Bantuan pembiayaan pengembangan pos pelayanan teknologi
tepat guna (posyantek) dan warung teknologi tepat guna (wartek).
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3. Percepatan pemberian izin usaha dengan cara mengurangi
berkas permohonan, mempercepat waktu pelayanan dan
mengurangi biaya perizinan.

4. Penyediaan data dan informasi peluang usaha/investasi.

5. Fasilitasi/bantuan peralatan/mesin/prasarana dan sarana
produksi/usaha.

6. Pelatihan pengembangan kreativitas-inovatif dan pengembangan
usaha.

Ketiga, pengembangan inovasi dan bisnis sudah dimuat di
dalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan Kota
Pekalongan, yakni RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025,
RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015, Dokumen Strategis
Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011-2015dan
Rencana Strategis Tahun 2010-2015 beberapa SKPD (Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, BPMP2T, Dinas Komunikasi
dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga). Sedangkan
dokumen tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah
sebagai pengganti bagi Dokumen Strategis Sistem Inovasi Daerah

saat ini masih dalam proses penyusunan.




Tabel 2.2. Kondisi Saat Ini Pilar Peng stem Inovasi Daerah Kota Pekalongsa
Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka | Indikator Elemen Kerangka
Inovasi Kebijakan Inovasi ' Kebijakan [novasi

K - ‘ Pl

Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daecrah

Membangun kerangka
umum yang kondusif
bagi pengembangan
linovasi dan bisnis (K1)




Herangka Kebijakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka Pilar Peaguatan Ekosistem Inovast Daerah
Inovasi Kebijakan Inovasi Kebijakan lnovasn

Jenis insentif pcngcmbangan Scsual PP No. 45 Tahun 2008, Jcma insentxf ya.ng diberikan oleh Pemerintah
inovasi dan bisnis Kota Pekalongan dalam pengembangan inovasi dan bisnis di antaranya
berbentulk :
a. Pemberian bantuan modal.
b. Pemberian dana stimulan.
Sedangkan insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau
pembebasan pajak daerah maupun retribusi daerah belum dilegalkan dalam
bentuk Peraturan Walikota, meskipun dalam praktiknya sudah ada.
Sementara itu,beberapa jenis kemudahan yang diberikan pemerintah kota
dalam pengembangan inovasi dan bisnis di antaranya berupa :
a. Bantuan teknis dan pendampingan pengurusan HKI (paten dan merk).
b. Bantuan pembiayaan pengembangan posyantek dan wartek.
c. Percepatan pemberian izin usaha.
d. Penyediaan data dan informasi peluang investasi,
e. Fasilitasi/bantuan peralatan/mesin/prasarana dan sarana
produksi/usaha.
f. Pelatihan pengcmbangan krcativitas-inovanf dan pengcmbangan uaaha

Insentif pengembaﬁgan
inovasi dan bisnis
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Herangka Kebijakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka % : ] ey
Kebijakan Inovasi Kebiiakan lnovas: Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

Ketersediaan database inovasi Database pengembangan inovasi dan bisnis untuk level Kota Pekalongan
. dan bisnis bclum dlkembangkan

Memperkuat Kelembagaan Sebaran lembaga
keterkaitan antara IPTEKIN/Litbangyasa IPTEKIN/Litbangyasa
penyedia dan pengguna

IPTEKIN/Litbangyasa

(K2)

Daya dukung Sebaran SDM . Pclaku IP'I‘EKIN /thba.ngyasa dan Iembagé litbang pemerintah

IPTEKIN/Lithangyasa IPTEKIN/Litbangyasa daerah(pejabat fungsional).
» Pelaku IPTEKIN/Litbangyasa dari perguruan tinggi(dosen dan
mahasiswa),

» Pelaku IPTEKIN/Litbangyasa dari badan usaha (tenaga ahli perusahaan).

¢ Pelaku IPTEKIN/Litbangyasa dari lembaga penunjang (anggota DRD,
Anggota Tim Koordinasi PSID, masyarakat inovatif binaan Posyantek dan
Wartek].

Daya serap Sebaran absorpéi hasil Hasil IPI‘EKIN/ Litbangyasa sudah'banya,k dimanfaatkan oleh pcmcnntah
IPTEKIN/Litbangyasa IPTEKIN/Litbangyasa daerah, masyarakat (TTG), UMKM dan pelaku bisnis lainnya.




Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka Pilar Pengua tan Ekcetetes [novisl Dacrah
Inovasi Kebij nknn Inovasi Kebijakan lnovan

Menumhuhkemhang T Kemitraan mmmsdan ‘Sebaran kemitraan strategis
interaksi, jaringan dan [ C00 R dalam pemajuan inmm
pelayanan inovasi dan pehyanan inovasi dan bisnis

bisnis (K3)

Peningkatan difusi inovasi Sebaran difusi inovasi Peningkatan difusi inovasi dx K.ota Pekalongan dari tahun ke tahun terus
berkembang, baik dalam bentuk difusi input inovasi (bahan baku/penolong),
difusi proses inovasi (metode/teknik produksi) dan difusi output inovasi
[produk—produk movaun

inamdaﬂhbnia : ! danbims

Dt

Mendorong budaya Penguatan budaya kreatif- Model penguatan budaya Pcngcmbangan kandungan kreativitas-kemavastan dalammata pelalaran

kreatif-inovatif dan inovatifdan inovasi dan kewirausahaan  atau mata kuliah tertentu di jenjang SMA/SMK dan perguruan tinggi.

bisnis (K4) kewirausahaan melalui melalui pendidikan

jalur pendidikan dan Model penguatan budaya

pelatihan inovasi dan kewirausahaan
me‘lalui pelatihan

Pengelolaan teknologi Model pengelolaan teknologi  « Pengelolaan teknologi masyarakat dilakukan melalui media Museum Batik
masyarakat dan reverse  masyarakat scbagai pusat data dan informasi batik, pusat riset dan pengembangan
brain drain ilmu desain batik, perpustakaan perbatikan, pusat koleksi batik klasik,
lawasan dan kontemporer.,
« Pengelolaan teknologi tepat guna melalui Posyantek dan Wartek.
« Media pengelolaan teknologi perikanan melalui kawasantechnopark
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Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka | Pilar Penguatan B ke e
lnm. asi Kebijakan Inovasi Kebijakan Inovasi

Apresiasi dan kampanye
inovasi

Penumbuhan usaha baru
inovatif

TReT L et e e et inovasi dan bisnis

pembangunan antar- t
daerah dan pusat- Keterpaduan kebijakan
daerah (KS5) pembangunaninovasi dan
bisnis

Jenis media kampanye
obeat :

Jenis agenda apreslas: inovasi Apresiasi inovasi diselenggarakan sctiap tahun melalui agenda Kreanova dan
Anugerah Inovasi, gelar TTG tingkat Kelurahan, serta lomba inovasi hibah

Model penumbuhan usaha Penumbuhan usaha baru inovatif oleh Pcmerinta.h Kota Peka.lonman
baru inovatif dilakukan melalui ;

» Pengembangan model insentif dana stimulan, insentif bantuan
permodalan, fasilitasi bantuan alat dan mesin, pelatihan kewirausahaan,
sosialisasi HKI dan lain-lain,

- Pcngembangan kclurahan vohasi melalui kcwirausahaan kelurahan

muvmdanhmm

Sebaran kerja sama daerah o l(crja sama antardacrah di antaranya dengan Kabupaien Pckalonga.n
Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten
Tegal, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

+ Kerja sama dengan pihak ketiga : di antaranya dengan
kementerian/lembaga (Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemuda dan Olahraga, LIPI,
BPPT, BPOM, Balitbang Kementerian Kesehatan, Pustekkom
Kemendikbud,Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Tengah,Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Tegal), perguruan tinggi (Universitas
Indonesia, Politeknik Negeri Semarang), swasta (PT Prima Lestari
Investindo, Pengelola Thamrin City), dan lain-lain.

* Kerja sama dengan lembaga dan pemerintah daerah di luar negeri : belum
tcﬂdenuﬁkas:




Kerangka Kebunknn Elemen Kerangka Indlkatar Elemen Kerangka
Babitakan Taiones Kabilaksn Inovest Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

Menyelaraskan Kota Pekalongan sudah mcngemhangkan

dinamika global ke lingkungan lingkungan melalui pendirian TPST 3R{tempat pembuangan sampah
dalam pengembangan terpadu) di setiap Kelurahan, IPAL Terpadu di sentra-sentra produksi serta
inovasi dan bisnis mengembangkan green city (kawasan konservasi mangrove, ruang publik
daerah [K6) kreatif berbasis Ruang Terbuka Hijau).

Hak Kekayaan Intelektual Jenis hak kekayaan
intelektual
Sebaran sertificasitcnaga  Serilkasitenaga kera terampil belum berk

Sumber : Bidang Dava Saing Daerah, PPKPDS BPPT (2014), Pemetaan Kapasitas Inovasi Daerah (RIDA) Kota PekalonganTahun 2014; Alkadri (2015), “Pemetaan Kapasitas Inovatif

di Kota Pekalongan," Makalah, tidak dipublikasikan.




Adapun satu dari empat indikator di dalam kerangka kebijakan
inovasi pertama ini yang belum dapat dipenuhi oleh Kota Pekalongan
adalah ketersediaan database inovasi dan bisnis secara terpusat dan
online. Hingga saat ini database inovasi dan bisnis masih dikelola
secara manual dan tersebar di berbagai SKPD terkait, namun dalam

hal urusan perizinan dan non perizinan sudah menggunakan sistem
online.

2.1.2. Kondisi Saat Ini Keterkaitan antara Penyedia dan
Pengguna IPTEKIN/Litbangyasa dalam Pengembangan
Inovasi dan Bisnis

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna
IPTEKIN/Litbangyasa dalam pengembangan inovasi dan bisnis juga
sudah cukup baik. Ada tiga indikator yang menunjukkan hal ini,
sebagaimana tampak pada Tabel 2.2.

Pertama, sebaran kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa di Kota
Pekalongan tidak hanya berasal dari lembaga litbang pemerintah
daerah (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi), tetapi juga ada di
perguruan tinggi (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan,
Universitas Pekalongan, STIE Muhammadyah Pekalongan, STMIK
Widya Pratama, Politeknik Batik Pusmanu, Politeknik Kesehatan
Semarang, Akademi Komunitas Negeri) dan SMK (Unit Produksi
Bersama SMK Incorporate), badan usaha (CV Cipta Indo Rekin), serta
di lingkup lembaga penunjang [Dewan Riset Daerah, Tim Koordinasi
Penguatan Sistem Inovasi Daerah,dan lembaga pemberdayaan
masyarakat dalam bentuk Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi Tepat
Guna) dan Wartek (Warung Teknologi Tepat Guna)).

Kedua, daya dukung kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa tadi,
baik dari sisi sumber daya manusia maupun alokasi anggaran, relatif
meningkat dan mampu mendorong penguatan daya saing Kota
Pekalongan. Namun begitu, jumlah sumber daya manusia yang
memangku jabatan fungsional tertentu di lembaga
IPTEKIN/Litbangyvasa pemerintah Kota Pekalongan dan perguruan
tinggi di kota tersebut masih terbatas. Sedangkan sumber daya
manusia dari kalangan masyarakat yang  menggeluti
IPTEKIN/Litbangyvasa terus meningkat, terutama mereka yang
berada di bawah binaan Posyantek dan Wartek. Dengan demikian,
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pada tahun-tahun mendatang dukungan sumber daya manusia
perlu ditingkatkan dan diperkuat. Di sisi lain, dukungan alokasi
anggaran untuk pengembangan IPTEKIN/Litbangyasa juga sudah
tersebar di kalangan pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat,
baik untuk pengkajian/penelitian/penerapan IPTEKIN/SIDa,
insentif, pelatihan dan fasilitasi, maupun hibah bersaing. Sekedar
ilustrasi, alokasi anggaran untuk fasilitasi penguatan sistem inovasi
daerah pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 23.721.350, lalu tahun
2014 senilai Rp 674,56 juta dan tahun 2015 Rp 710,3 juta. Secara
keseluruhan, anggaran untuk fasilitasi IPTEKIN mencapai Rp477,3
juta pada tahun 2013.

Ketiga, hasil IPTEKIN/Litbangyasa sudah banyak dimanfaatkan

oleh pemerintah kota, masyarakat (dalam bentuk teknologi tepat
guna), IKM/UMKM dan pelaku bisnis lainnya.
Dari kondisi pencapaian ketiga elemen di atas, upaya penguatan
keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa
dalam pengembangan inovasi dan bisnis di masa-masa mendatang
harus lebih ditingkatkan lagi agar daya saing Kota Pekalongan terus
menguat,

2.1.3. Kondisi Saat Ini Interaksi, Jaringan dan Pelayanan
Pengembangan Inovasi dan Bisnis

Di dalam kerangka kebijakan interaksi, jaringan dan pelayanan
inovasi dan bisnis, ada tiga elemen yang mengindikasikan kondisi
saat ini di Kota Pekalongan. Pertama, sebaran kemitraan strategis
dan kolabolatif untuk inovasi dan bisnis tidak hanya sebatas
kemitraan di dalam wilayah Kota Pekalongan, tetapi telah merambah
ke luar wilayah kota. Beberapa di antaranya adalah :

¢ Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Bakorlin (Badan
Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota) [l Jawa
Tengah yang mencakup 9 kabupaten dan 2 kota.

e Sapta Mitra Pantura (SAMPAN)yang fokus pada bidang
pengembangan kepariwisataan regional,promosi dan pameran
produk, serta pusat informasi perdagangan regional.

e FEDEP (Forum for Economic Development and Employment
Promotionjtingkat Provinsi Jawa Tengah.
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¢ Kemitraan pemasaran produk batik Kota Pekalongan dengan
pengelola pusat perbelanjaan besar Thamrin City di Jakarta,
Metro Dallas Plaza di Bandung, dan mal-mal lainnya di Solo dan
Surabaya.

Kedua, peningkatan difusi inovasi sudah tersebar dalam bentuk
difusi input inovasi (inovasi bahan baku/penolong), difusi proses
inovasi (inovasi metode/teknik produksi) dan difusi output inovasi
(produk-produk inovatif). Peningkatan difusi inovasi ini antara lain
dilakukan melalui pendirian telecenter berbasis TIK (teknologi
informatika dan komunikasi) yang sudah mencapai level semua
kelurahan, seluruh kecamatan dan beberapa pusat bisnis di Kota
Pekalongan. Selain itu, ada pula telecenter LPPAR,telecenter PKK,
telencenter bisnis dan telecenter RW, yang telah terintegrasi dengan
perpustakaan RW/Rumah Pintar RW.

Ketiga, jenis wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis sudah
cukup beragam, seperti pameran bisnis (Pekan Batik Nasional,
Pekan Batik Internasional), pameran IPTEKIN (Pameran Kreativitas
dan Inovasi dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional dan
Gelar Teknologi Tepat Guna) yang berlangsung rutin setiap
tahun.Selain itu, wahana lainnya adalah dalam bentuk pemanfaatan
ruang publik kreatif di Kawasan Batik Jetayu untuk aktivitas
olahraga, bisnis dan penguatan kohesi sosial di antara berbagai
lapisan masyarakat.

2.1.4. Kondisi Saat Ini Budaya Kreatif-Inovatif dan Bisnis

Penguatan budaya kreatif-inovatif dan bisnis di Kota Pekalongan
hingga kini telah dikembangkan melalui empat elemen (lihat Tabel
2.2). Pertama, melalui elemen jalur pendidikan dan pelatihan inovasi
dan bisnis. Penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui
jalur pendidikan dilakukan dengan cara membuat bahan ajar yang
memuat kandungan Kkreativitas-keinovasian dan kewirausahaan
untuk pelajar SMK dan perguruan tinggi. Sedangkan penguatan
budaya inovasi dan kewirausahaan melalui jalur pelatihan dilakukan
dengan cara menyelenggarakan :
¢ Pelatihan kewirausahaan untuk siswa dan guru SMK.

31




Pelatihan kewirausahaan untuk mahasiswa dan dosen.

Pelatihan kewirausahaan untuk pengusaha dan calon pengusaha.

Pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat.
Studi banding.

Kedua, melalui elemen pengelolaan teknologi masyarakat dan
reverse brain drain. Pengelolaan teknologi masyarakat atau kearifan
lokal dilaksanakan dalam bentuk pelestarian teknologi batik vang
berpusat di Museum Batik. Sedangkan reverse brain drain baru
terlaksana dalam bentuk penetapan pakar batik sebagai curator
Museum Batik.

Ketiga, melalui elemen apresiasi dan kampanye
inovasi.Penguatan budaya inovasi melalui sub-elemen apresiasi
inovasi dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan tahunan agenda
Kreanova danAnugerah Inovasi, gelar teknologi tepat guna tingkat
kelurahan, serta lomba inovasi melalui hibah bersaing. Sedangkan
penguatan budaya inovasi melalui sub-elemen kampanye inovasi
diselenggarakan melalui media televisi (Batik TV), siaran radio,
pameran (skala lokal, regional, nasional dan internasional), website,
film/video dokumenter, profil/brosur/katalog, pembuatan branding,

dan lain-lain.

Keempat,melalui elemen penumbuhan usaha baru inovatif, yang
ditempuh dengan model pemberianinsentif dana stimulan, insentif
bantuan permodalan, fasilitasi bantuan alat dan mesin, pelatihan
kewirausahaan, penyelenggaraan technocamp, sosialisasi HKI dan
lain-lain. Penumbuhan usaha baru inovatif lainnya adalah dalam
bentuk pengembangan kelurahan vokasi melalui kewirausahaan
kelurahan.

2.1.5. Kondisi Saat Ini Fokus dan Keterpaduan Kebijakan
Pembangunan Antar Daerah dan Pusat-Daerah

Kondisi saat ini fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan
dalam pengembangan inovasi dan bisnis di Kota Pekalongan dapat

dilihat dari tiga elemen berikut. Pertama, fokus pengembangan
inovasi dan bisnis. Pengembangan inovasi dan bisnis di Kota
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Pekalongan difokuskan pada bidang industri perbatikan, industri
perikanan,ekonomi kreatif, pelayanan publik, dan lain-lain.

Kedua, keterpaduan kebijakan pembangunan inovasi dan bisnis
dilakukan melalui pengembangan kerja sama daerahyang terdiri
dari:

a. Kerja sama antardaerah : di antaranya dengan Kabupaten
Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten
Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Kayong
Utara, dan Provinsi Jawa Tengah.

b. Kerja sama dengan pihak ketiga : di antaranya dengan
kementerian /lembaga (Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga [lmu
Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, Balai
Besar Tekstili Bandung, Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan [Pustekkom] Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa
Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, LP POM Jawa
Tengah), perguruan tinggi (Universitas Indonesia, Politeknik
Negeri Semarang), perusahaan swasta (PT Prima Lestari
Investindo, Pengelola Thamrin City), dan lain-lain.

c. Kerja sama dengan lembaga dan pemerintah daerah di luar
negeri : belum teridentifikasi.

Ketiga, kelembagaan khusus. Penguatan fokus dan keterpaduan
kebijakan pembangunan antar daerah dan daerah-pusat melalui
elemen kelembagaan khusus di antaranya dilakukan dengan
membentuk beberapa lembaga berikut :
¢ Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pekalongan.

e Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota
Pekalongan.

e Relawan Muda Indonesia Berinovasi Kota Pekalongan, yang terdiri
dari 6 kelompok, yaitu Balarela Melek IT (di bidang IT), Balarela
Banyu Biru (mangrove dan rob), Balarela Laskar Garuda Muda
(limbah batik), Balarela Lingkungan Milik Kita Bersama (taman
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kota), Balarela Ki Bahurekso (sampah), dan Balarela Pencerah
(pendidikan untuk yang putus sekolah).

¢ Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu, vang terdiri dari Pusat
Pengolahan Pascapanen Tanaman Obat, Pusat Ekstrak Daerah,
Klinik Saintifikasi Jamu, Laboratorium Jamu.

2.1.6. Kondisi Saat Ini Penyelarasan Dinamika Global ke Dalam
Pengembangan Inovasi dan Bisnis Daerah

Dalam mengantisipasi isu dinamika global dan pengaruhnya
terhadap pengembangan inovasi dan bisnis daerah, Kota Pekalongan
berupaya melakukan penyelarasan melalui empat elemen. Pertama,
melalui elemenisu lingkungan.Pengembangan inovasi dan bisnis
daerah dilakukan melalui pengembangan berbagai program
pembangunan daerah yang ramah lingkungan, sepertipendirian
TPST (tempat pembuangan sampah terpadu) di setiap Kelurahan,
IPAL Terpadu di sentra-sentra produksi serta mengembangkan green
city (kawasan konservasi mangrove, ruang publik kreatif berbasis
ruang terbuka hijau). Kawasan konservasi di Kota Pekalongan
ditetapkan dengan SK Walikota Pekalongan Nomor 523/02.A Tahun
2013. Selain itu, Kota Pekalongan juga berhasil dalam menciptakan
kebersihan lingkungan (fisik) dan pengelolaan lingkungan (nonfisik)
perkotaan, sehingga kota ini mendapatkan Anugrah Adipura selama
empat tahun Dberturut-turut (2010-2012) dari Kementerian
Lingkungan Hidup. Pekalongan juga telah membentuk Tim
Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan dengan

koordinator Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Kedua, penyelarasan isu standarisasi.Sejak tahun 2006, Kota
Pekalongan telah menerapkan ISO 9001:2008 dari SAI Global di
berbagai kelembagaan pelayanan publik (di antaranya BPMP2T,
rumah sakit, balai kesehatan paru masyarakat, 4 buah SMK dan 12
unit Puskesmas). Di samping itu, pada saat ini juga sedang
dikembangkan MSTQ (measurement, standardization, testing and
quality) dan penerapan Sistem Manajemen Mutu di semua SKFPD.

Ketiga, melalui elemenhak kekayaan intelektual (HKI).Di Kota
Pekalongan telah dibentuk Intellectual Property Corner (IP Corner).
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Sedangkan HKI yang sudah dimiliki para pelaku inovasi di kota ini
adalah paten dan merek.

Keempat, dalam hal isu ketenagakerjaan, di Kota Pekalongan
memang belum berkembang sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja
terampil atau profesional.

2.2. PILAR PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

Pengembangan  klaster industri merupakan  alternatif
pendekatan yang dinilai efektif untuk membangun keunggulan daya
saing industri khususnya dan pembangunan daerah umumnya. Bagi
pelaku ekonomi, khususnya industri/usaha kecil dan menengah
(IKM/UKM), pendekatan klaster industri membantu upaya yang lebih
fokus bagi terjalinnya kemitraan yang saling menguntungkan dan
pengembangan jaringan bisnis yang lebih luas. Sedangkan bagi
pembuat kebijakan dan/atau pihak berkepentingan lainnya,
pendekatan ini memungkinkan potensi skala pengaruh dari
kebijakan dan program, dan cakupan dampaknya yang signifikan.

Secara umum, Kklaster industri dapat diartikan sebagai
kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata
rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah, baik melalui
hubungan bisnis maupun nonbisnis. Para pelaku (stakeholders)
dalam suatu klaster industri biasanya dikelompokkan menjadi
industri inti, industri pemasok, industri pendukung, industri terkait,
industri pembeli, serta institusi pendukung (di luar industri). Istilah
inti, pendukung dan terkait menunjukkan peran pelaku dalam
klaster dan tidak ada hubungannya dengan tingkat kepentingan para
pelaku. Peran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tergantung
pada tingkat ekonomis dari hubungan rantai nilai tertentu.

Hingga saat ini, pengembangan klaster industri di Kota
Pekalongan dalam pengertian di atas belum terjadi. Pengembangan
industri yang ada baru dalam bentuk sentra-sentra industri kecil
dan menengah (IKM). Sentra IKM yang berkembang antara lain
adalah sentra industri batik (kampung batik), sentra budidaya dan
pengolahan ikan (kawasan minapolitan), serta sentra industri
makanan olahan (berbasis tempe dan tahu). Meskipun demikian,
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Kota Pekalongan dapat menjadikan industri perbatikan dan industri
perikanan sebagai fokus dalam pilar pengembangan klaster industri.

Selain pengembangan industri perbatikan, industri perikanan,
dan industri makanan olahan, pengembangan ekonomi kreatif dapat
pula dijadikan fokus untuk pengembangan pilar klaster industri.
Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide
yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan
berbasisilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.
Kota Pekalongan memiliki potensi yang prospektif dalam 18 bidang
ekonomi kreatif,yaitu animasi, arsitektur, desain, fotografi, musik,
kerajinan, kuliner, mode, penelitian dan pengembangan, penerbitan,
perfilman, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni
rupa, teknologi informasi, televisi dan radio, serta video.

Ekonomi kreatif penting untuk dikembangkan sebagai fokus
strategis dalam penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan
karena ekonomi kreatif diperkirakan dapat memberikan kontribusi
yang cukup signifikan terhadap perekonomian Kota Pekalongan, baik
berkontribusi positif terhadap PDRB, penciptaan lapangan usaha
vang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, peningkatan
pendapatan masyarakat karena produk dan karya kreatif banyak
diminati olehpasar lokal, nasional dan global, serta memberikan
dampak yang positif bagi sektor lainnya. Di samping itu, ekonomi
kreatif dapat pula mengangkat citra dan identitas Kota Pekalongan
melalui karya dan produk, serta orang kreatif yang mendapatkan
pengakuan di level nasional dan internasional serta juga menjadi
media diplomasi budaya lintas daerah dan negara. Hal ini tentunya
dapat memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Kota
Pekalongan serta sekaligus memperkuat posisi Kota Pekalongan di

tingkat regional Provinsi Jawa Tengah, nasional dan internasional.

Pengembangan ekonomi kreatif juga dapat melestarikan sumber
daya alam dan sumber daya budaya Kota Pekalongan, karena
ekonomi kreatif merupakan sektor yang dapat menciptakan produk
dan karya dengan nilai tambah yang tinggi dengan sumber daya
yang terbatas. Melalui ekonomi kreatif kita mampu mengemas
sumber daya budaya menjadi tradisi yang hidup di dalam
masyarakat dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ekonomi
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kreatif pun memiliki dampak positif terhadap aspek sosialyaitu
dapat meningkatkan toleransi sosial dan rasa cinta dan bangga
sebagai masyarakat Kota Pekalongan.

Adapun kondisi saat ini setiap kerangka kebijakan inovasi di
dalam pilar pengembangan klaster industry (dalam arti
pengembangan industri/usaha kecil dan menengah perbatikan,
perikanan, dan makanan olahan serta pengembangan ekonomi
kreatif) ditampilkan secara singkat pada Tabel 2.3,

2.2.1. Kondisi Saat Ini Kerangka Umum yang Kondusif bagi
Pengembangan Klaster Industri

Kondisi kerangka umum pengembangan klaster industri di Kota
Pekalongan dapat dikatakan sudah kondusif, namun masih perlu
dilengkapi dan dioptimalkan. Ada tiga elemen yang mendukung
kondisi seperti ini sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.3.
Pertama, regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Pekalongan adalah:

* Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 523/138 tentang Kawasan
Minapolitan.

¢ Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 016/634 Tahun 2015
tentang Forum Rembug Klaster Industri Unggulan Kota
Pekalongan.

e Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 514/015 Tahun 2015
tentang Forum Pewarna Alam.

Sementara itu, regulasi yang terkait dengan pengembangan
IKM/UKM perbatikan (Kampoeng Batik Kauman, Kampoeng Batik
Pesindon, Kampung Canting Lindungsari, Kampung Tenun Medono),
pengembangan IKM/UKM perikanan (Sentra Terasi Bandengan), dan
pengembangan [IKM/UKM makanan olahan (Kampung Tempe
Kuripan Kidul, Sentra Tahu Duwet, Banyu Alit dan Banyu Agung)
belum ada. Begitu juga halnya dengan regulasi tentang
pengembangan ekonomi kreatif.

Kedua, jenis insentif yang diberikan Pemerintah Kota
Pekalongan untuk pengembangan industri/usaha kecil dan
menengah di antaranya dalam bentuk pembebasan retribusi daerah.
Sedangkan insentif berupa pengurangan, keringanan atau
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pembebasan pajak daerah, pemberian bantuan modal maupun

pemberian dana stimulan belum ada. Sementara itu, beberapa jenis

kemudahan yang telah diberikan pemerintah kota dalam

pengembangan industri/usaha kecil dan menengah di antaranya

berupa :

a. Fasilitasi akses permodalan bagi IKM/UKM secara umum (335
UMKM).

b. Fasilitasi bagi pengusaha berbasis teknologi dan IKM/UKM
inovatif (66 orang).

c. Bantuan alat produksi (seperti mesin jahit untuk usaha garmen).

d. Fasilitasi kemasan produk IKM/UKM.

e. Fasilitasi keikutsertaan IKM/UKM dalam pameran, expo dan
sejenisnya.

f. Fasilitasi penciptaan branding IKM/UKM.

g. Fasilitasi berbagai jenis pelatihan pengembangan IKM/UKM,
termasuk pengembangan sumber daya manusia dan pembuatan
website,

Ketiga, pengembangan industri/usaha kecil dan menengah
sudah dimuat di dalam beberapa dokumen perencanaan
pembangunan Kota Pekalongan, yakni RPJPD Kota Pekalongan
Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015,
Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Tahun 2010-2015, Rencana Strategis Dinas Pertanian,
Perikanan dan Kelautan Tahun 2010-2015, serta Master Plan
Pengembangan Kawasan Minapolitan. Di samping itu ada pula
dokumen kajian tentang potensi usaha baru berbasis klaster industri
(3 kajian). Sedangkan dokumen Rencana Aksi Daerah tentang
Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana
diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri
Nasional Tahun 2015-2035 belum ada. Sementara itu, dokumen

yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif belum ada. Kota
Pekalongan hingga saat ini belum menyusun Rencana Aksi Jangka

Menengah Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan.

Masih dalam elemen infrastruktur dasar, Kota Pekalongan belum
mengembangkan database industri/usaha kecil dan menengah
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berbasis GIS (geographic information system). Data industri/usaha
kecil dan menengah yang ada saat ini masih dikelola secara manual
oleh Dinperindagkop UKM. Sedangkan pusat dan informasi batik
dikelola oleh Pengelola Museum Batik. Sementara itu, database
mengenai pengembangan ekonomi kreatif juga belum ada.

2.2.2. Kondisi Saat Ini Keterkaitan antara Penyedia dan
Pengguna IPTEKIN/Hasil Litbangyasa dalam
Pengembangan Klaster Industri

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna
IPTEKIN/Litbangyasa dalam pengembangan industri/usaha kecil
dan menengah serta pengembangan ekonomi kreatif juga sudah
cukup baik. Ada tiga indikator yang menunjukkan hal ini{lihat Tabel
2.3). Pertama, di bidang pengembangan industri/usaha kecil dan
menengah perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan, lembaga
IPTEKIN /Litbangyasa di Kota Pekalongan berasal dari unsur lembaga
litbang pemda (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi), unsur
perguruan tinggi dan pendidikan menengah, yakni Universitas
Pekalongan (Fakultas Teknologi Batik), Politeknik Pusmanu (Program
Studi Teknik Batik), Akademi Komunitas Negeri, STMIK Widya
Pratama dan SMK Muhammadiyah, Universitas Pekalongan juga
memiliki Fakultas Perikanan yang diharapkan dapat mendorong
pengembangan industri/usaha kecil dan menengah yang berusaha di
bidang budidaya perikanan. Selain itu,terdapat pula lembaga
IPTEKIN/Litbangyasa dari unsur badan usaha (seperti CV Cipta Indo
Rekin) dan lembaga penunjang (DRD, Posyantek dan Wartek).
Sedangkan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, ada Kantor
Ristekin, perguruan tinggi, badan usaha, DRD, Posyantek dan
Wartek., Sementara itu, dari luar Kota Pekalongan ada pula lembaga
IPTEKIN/Litbangyasa yang berperan mengembangkan
industri/usaha kecil dan menengah, di antaranya Balai Besar Batik
Kerajinan Yogyakarta dan Balai Besar Tekstil Bandung.

Kedua, daya dukung kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa tadi,
baik dari sisi sumber daya manusia maupun alokasi anggaran, relatif
meningkat dan mampu mendorong pengembangan industri/usaha
kecil dan menengah di Kota Pekalongan. Sumber daya manusia
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IPTEKIN/Litbangyasa tersebar terutama di kalangan dosen, pejabat
fungsional dan masyarakat (sumber daya manusia yang
berkecimpung di posyantek dan wartek). Di sisi lain, dukungan
alokasi anggaran berasal dari beberapa sumber, yakni pemerintah
kota, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga penunjang.

Ketiga, hasil  IPTEKIN/Litbangyasa vyang mendukung
pengembangan  industri/usaha kecil dan menengah dan
pengembangan ekonomi Kkreatif, sudah dimanfaatkan oleh
industri/usaha kecil dan menengah batik yang ada di sentra
produksi batik maupun di luar sentra produksi batik. Misalnya
wajan batik, plorot malam batik, mesin cap batik semi otomatis yang
ketiga-tiganya dihasilkan oleh SMK Muhammadiyah serta kompor
batik listrik yang dihasilkan oleh Posyantek Mitra Pantura.
Pemanfaatan mesin cap batik semi otomatis telah mempercepat
waktu yang diperlukan untuk menghasilkan batik. Selain itu,
pengrajin batik yang ada di sentra-sentra produksi batik juga
mendapatkan kesempatan untuk ikut pelatihan teknologi desain
batik dan tenun.

Usaha kecil dan menengah perikanan juga telah bisa
memanfaatkan hasil inovasi masyarakat, seperti termos packing ikan
segar berlapis Styrofoam dan kain batik yang diciptakan oleh warga
Pekalongan Utara. Alat ini memiliki keunggulan dalam durasi
kesegaran ikan yang diangkut, yakni bisa mencapai 24 jam, jauh
lebih lama dibandingkan termos packing ikan biasa yang hanya 6-7
jam. Industri/usaha kecil dan menengah bidang makanan juga telah
mengadopsi beberapa hasil IPTEKIN/Litbangyasa, di antaranya
teknologi packing produk makanan dan alat perajang singkong

otomatis.

2.2.3. Kondisi Saat Ini Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi
dan Bisnis dalam Pengembangan Klaster Industri

Kondisi saat ini kerangka kebijakan interaksi, jaringan dan
pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan industri/usaha
kecil dan menengah diindikasikan oleh tiga elemen.




Tabel 2.3. Kondisi Saat Ini Pilar Pengembangan Klaster Industri Kota Peka]ongan 2015
Kerangka Kebijakan Elemen Herangka Indikator Elemen Kerangka
o o P Pongemesgen Ehite Indosts

‘Membangun kernngka Regulasi pengembangan Jumlah regu}asn Regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pcmennmh Kota Pekalongan terkait :
PR SO I S inovasi dan bisnis pengembangan industri kecil « Kawasan Minapolitan (Keputusan Walikota Pekalongan No. 523/138).
bagi pengembangan dan menengah (IKM)dan e Forum Rembug Klaster Industri Unggulan Kota

inovasi dan bisnis (K1) | ekonomi kreatif (KeputusanWalikota Pekalongan Nomor 016/634 Tahun 2015).
« Forum Pewarna Alam (Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 514/015
Tahun 2015).
Insentif pengembangan  Jenis insentif pengembangan MPPNmﬁTahunMJenkwmdibﬂﬂm olch Pemerintah
inovasi dan bisnis IKM/UKMdan ekonomi kreatif Kota Pekalongan dalam gan IKI :

mahnanolahanm“

modalmaupun pemberian dmaﬁmuhnbem mmmim, bebempa
Msmymgmbw!hnmtﬂhmamm

. mmmwmlmmumm UMKM).

'« Fasilitasi bagi pengusaha berbasis t datuhnjmvaﬂf(ﬁﬁmng}
. Bantmnalaxprodulm Iﬂqmﬂ mum}ahit untuk umgmm]b

. mmﬁmwmmmmmmm

Infrastruktur dasar Jenis dokumenperencanaan e Dokumen pengembangan KM/ UKM sudah dimuat dalam :
pengembangan inovasi pengembangan IKM/UKM a. Pengembangan IKM/UKM perbatikan dan IKM/UKM makanan olahan :
dan bisnis dan ekonomi kreatif Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.
b. Pengembangan IKM/UKM perikanan : Rencana Strategis Dinas
Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan Tahun 2010-2015
dan Master Plan Pengembangan Minapolitan Kota Pekalongan,
¢. Kajian potensi usaha baru berbasis klaster industri (3 kajian).
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Kerangka Kebijjakan | Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka Pllar Pen eu:lmn T s s
Inovasi | Kebijakan Inovasi Kebijakan Inovasi g €& ndusts

e Dokumen pengemhe.ngan ekonomi kreatif belum ada.

: Kelembagaan Sebaran lembaga bcmbaga IP'I‘EKIN/ Litbangya.sa di Kom Pcka]ongan yang terkait dengan :

keterkaitan antara IPTEKIN/Litbangyasa IPTEKIN/ Litbangyasa » Pengembangan IKM/UKMperbatikan :Kantor Ristekin, Fakultas Teknologi

penyedia dan pengguna Batik Universitas Pekalongan,Program Studi Teknik Batik Politeknik

IPTEKIN/Litbangyasa Pusmanu, SMK Muhammadiyah, DRD, Posyantek dan Wartek.

(K2) + Pengembangan [KM/UKM perikanan :Kantor Ristekin,Fakultas Perikanan
Universitas Pekalongan, CV Cipta Indo Rekin,DRD, Posyantek dan Wartek.

» Pengembangan IKM/UKM makanan : Kantor Ristekin, CV Cipta Indo
Rekin,Posyantek dan Wartek.

¢ Pengembangan ekonomi kreatif : Kantor Ristekin, perguruan tinggi, badan
usaha, DRD, Posyantek dan Wartek.

a dukung Sebaran SDM
%mfut‘hmmaa IPTEKIN/Litbangyasa

Sebaran alokasi anggaran Alokasi anggaran IPFEKIH/lAtbanmsa untuk pengembangan IKM/UKM

IPTEKIN/ Litbangyasa perbatikan, perikanan, dan makanan olahan serta pengembangan ekonomi
kreatif bersumber dari pemeﬁntah kota, perguruan tinggi,perusahaan
swastadan lembaga penun,]ang.

bebempaaektcrdmnoml




Elemen Kerangka

Kerangka Kebijakan
Inovasi Kebijakan Inovasi

! Kemitraan strategis dan  Sebaran kemitraan
internksi, fe TN TVl kolaboratif untuk strategisIKM /UKMdan
e e i FU pelayanan inovasi dan ekonomi kreatif

bisnis

Peningkatan difusi inovasi Sebaran difusi inovasi

Wahana interaksi pelaku Jenis wahana interaksi
inovasi dan bisnis

Mendorong budaya
kreatif-inovatif dan
bisnis (K4)

kewirausahaan melalui  melalui pendidikan
jalur pendidikan dan
pelatihan

IKM/UKMdan ekonomi kreatif « HCW'UKM perbatikan : w

pelaku inovasi dan bisnis
IKM/UKMdan ekonomi kreatif adalah pameran IKM/UKM, forum-forumIKM/UKM, pameran iptekin, gelar

Penguatan budaya kreatif- Model penguatan budaya
inovatifdan inovasi dan kewirausahaan

Indikator Elemen Kerangka :
Kebilakan Inovasi Pilar Pengembangan Klaster Industri

« Kemitraan strategis untuk pemajuaniKM/UKMsudah dijalin oleh para
pelaku bisnis IKM/UKM dengan berbagai mitra(6 kemitraan antardaerah)

a. IKM/UKM perbatikan : denganpengelola mal-mal di Jakarta, Bandung,
Solo dan Surabaya untuk pemasaran, event organizer untuk
pameran/sejenisnya.

b. IKM/UKM perikanan : dengan posyantek untuk pengepakan ikan
segar, dengan dunia perbankan.

c. IKM/UKM makanan : dengan perguruan tinggi untuk pengembangan
produk makanan higienis (tempe).

» Kemitraan strategis untuk pemajuan ekonomi kreatif baru berkembang
untuk beberapa sektor, seperti televisi, radio, desain, kuliner, mode,riset,
dan kerajinan.

Sebaran difusi inwaai’d} ﬁota F f

rajan “pw:nalamhamt,ms&ncapbaﬁk

. IEMIUKM peﬂhnan wunoepaddugﬂnn aegr (TPI) bulaph sayvoﬁmz,

mmmmam termtnp. ‘

..

Wahanamwmkmbaglpelakuinwamdanbimsmulumperbanknn
perikanan dan makanan olahan serta pelaku ekonomi kreatifdi antaranya

TTG, sekretariat posyantek, sekretariat wartek, lainnya.

Model penguatan budaya kreatif-inovatif melalui jalur pendidikan :

« Perbatikan : pendirian Fakultas’ ‘Batik di Universitas Pekalongan
dan Program Studi Teknik Batik di Politeknik Pusmanu.

- Perllman mmmummmmmvnmmmom




Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka , 3
R Kebijakan Inova Re At R Pilar Pengembangan Klaster Indusi Ll Al
= = Y 1 i l W F I . -

Model penguatan budaya Model penguatan budaya kreatif-inovatif di kalangan pelaku IKM/UKM

inovasi dan kewirausahaan  perbatikan, perikanan dan makanan olahan serta pelaku ekonomi kreatif

melalui pelatihan melalui jalur pelatihan di antaranya adalah penyelenggaraan pelatihan-
pelatihan kewirausahaan, pembuatan IT (website/blog), pengayaan desain,

pengepaka.n dan lain-lain.
: ' pela.ku IKM/UKM

mmyarakixdan reverse  masyarakat : an, g ! rika danf'j”' b o

. demmwmammmmmm
kreatif dilakukan melalui penciptaan nilai tambah berbasis ide orang-
m kreatif dan berbasis ilmu pengetahuan, termasulk warisan budaya

Jenis program reperse brain e Program reverse brain draindi lingkup IKM/UKM belum berkembang, baik
drain untuk bidang usaha perbatikan, perikanan maupun makanan olahan.
* Program reverse brain draindi lingkup ekonomi kreatif juga belum

berkembang.
Apresiasi dan kampanye  Jenis agenda apresiasi inovasi Agenda apresiasi inovasi khusus untuk para pelaku IKM/UKM perbatikan,
inovasi perikanan,dan makanan olahan serta aektnr-scm ekonomi kreatif secara
spesifik belum ada.
Jenis media kampanye Media kampanye inovasi IKM/UKM dan ekonomi kreatif adalah televisi,
inovasi radio, pameran, film/video dokumenter, website/ blog, profil/brosur/katalog,
dan lain-lain.
Penumbuhan usaha baru Model penumbuhan usaha  Penumbuhan usaha baru inovatif di sektor IKM/UKMdan scktor-sektor
inovatif ‘baru inovatif ‘ekonomilkrea‘bidﬂakukmmelalui e ipectindil)




Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka
______Inovasi Kebijakan Inovasi

IEEVITES TS (A PRV Fokus pengembangan
T T IV T T inovasi dan bisnis
pembangunan antar-

daerah dan pusat

daerah (KS5)

bisnis

Kelembagaan khusus

Menyelaraskan | Lingkungan
dinumika global ke

Indikatos Fiemon Nezaugha Pilar Pengembangan Klaster Industri
Kebijakan Inovasi

b. Modelpengmﬂ:anganlmpang ‘wisata be,ﬁk, Wisaxa Iculimr , pertunjukan
peneIitiandan pengmhanga:n dan lain lam

Bidang fokus pengembangan e Pengcmbangan IKM/UKM berbasis sentra industridi Kota Pekalongan
IKM/UKMdan ekonomi kreatif difokuskan pada bidang perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan.
» Pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pekalongan belum difokuskan
pada sektor-sektor apa saja, tetapi potensinya terdapat di dalam 18 sektor
ekonomi kreatif.

Keterpaduan kebijakan  Sebaran kerja sama daerah Kujama&umhyangdgalmpmﬁmhmmndianm
pembangunan inovasi dan untuk

pengembangan
mujumdmekmomikmatf- Wm{mm dmmmeﬁmhmuedm,

Jenis kelembagaan khusus e Forum Rembug Klaster Industri (6 forum).
* Pengurus Forum Pewarna Alam Kota Pekalongan (Keputusan Walikota
Pekalongan No. 534/015 Tahun 2015).
« Paguyuban-paguyuban batik (seperti Paguyuban Kampoeng Wisata Batik
Pesindon, Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan).
Himpunan Pengusaha Tkan Pekalongan (HPIP).
Kelompok Usaha Bersama Pengolah Ikan,
Asosiasi Pecinta lkan Hias Pekalongan (APHIKAL).
Kelompok seni daerah (519 unit).

IPAL terpadu/komunal dan IPAL individu di sentra-sentra produksi batik
di Jenggot, Kauman, Duwet dan Keradenan.

lingkungan
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dalam pengembangan
linovasi dan bisnis
ldaerah (K6

Kerangha Kebijakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka I % _ ‘
lndvast Rabtlakan Tn et Kebijakan Inovasi. | B Pilur Pengembangan Klaster Industri
§ : o P ! ,:,l‘nlnn!w. T { * ; “-' == : o 1 :‘: T IGREPT Bhre DIk ;

Standarisasi Sebaran aplikasi « Standarisasi mternasional untuk produk IKM/UKM bclum ada.
standardisasi internasional e Standarisasi produk garmen dan pengolahan makanan higienis.
» Standarisasi produk halal.
-

Pelatihan sert!ﬁkasi proses dan produk industn makanan
Hak Kekayaan Intelektual Jenis hak kekayaan Hd . .

intelektual
Kemgakerjaan 2 Sebaran sertifikasi tenaga Satiﬁkasi tenaga kerja terampﬂ di ﬁngkungan IIﬂvI/UKM perbatikan
kerja terampil perikanan dan makanan olahan serta sektor-sektor ekonomi kreatifbelum

ada,

Sumber : Bidang Daya Saing Daerah, PPKPDS BPPT (2014), Pemetaan Kapasitas Inovasi Daerah (RIDA) Kota PekalonganTahun 2014; Alkadri (2015), “Pemetann Kapasitas Inovatif
di Kota Pekalongan,” Makalah, tidak dipublikasikan.




Pertama, sebaran kemitraan strategis untuk pemajuan
industri/usahakecil dan menengah dan pemajuan ekonomi kreatif
sudah dijalin dengan berbagai mitra, seperti dengan pengelola mal-
mal di Jakarta, Bandung, Solo dan Surabaya untuk pemasaran
produk batik, dengan event organizer untuk pameran/sejenisnya,
dengan posyantek untuk pengepakan ikan segar, dengan perbankan
serta dengan Forum Tempe Indonesia, Forum Rembug Klaster,
Universitas Negeri Semarang dan Institut Pertanian Bogor untuk
pengembangan tempe higienis.Kemitraan strategis untuk pemajuan
ekonomi kreatif baru berkembang untuk beberapa sektor, seperti
televisi, radio, desain, kuliner, mode, riset, dan kerajinan.

Kedua, sebaran difusi inovasi di Kota Pekalongan sudah
menjangkau industri/usaha kecil dan menengah perbatikan,
perikanan, makanan olahan, serta beberapa sektor ekonomi kreatif
seperti kerajinan, desain, dan mode. Di lingkup industri/usaha kecil
dan menengah batik, difusi inovasi yang sudah diterapkan antara
lain hasil inovasi wajan batik, plorot malam batik, mesin cap batik
semi otomatis dan kompor batik listrik. Di bidang usaha budidaya
udang, telah diterapkan teknologi budidaya udang tertutup dengan
biosecurity yang ketat seperti penggunaan benih bebas virus,
pemasangan pagar di sekeliling tambak dan penggunaan plastik
mulsa di dasar tambak. Difusi inovasi lainnya di kalangan
industri/usaha kecil dan menengah dilakukan melalui pelatihan
teknologi produk tempe,pelatihan teknologi desain batik dan
tenun,diversifikasi pengolahan ikan serta pelatihan dan fasilitasi
kemasan produk.

Ketiga, jenis wahana interaksi antar pelaku industri/usaha kecil
dan menengah serta antarpelaku ekonomi kreatif di antaranya
adalah pameran industri/usaha kecil dan menengah, forum-forum
industri/usaha kecil dan menengah, pameran iptekin, gelar teknologi
tepat guna, posyantek, wartek, telecenter, dan lain-lain. Di bidang
industri/usaha kecil dan menengah perikanan, salah satu forum
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yvang rutin dilaksanakan adalah Forum Diskusi Jejaring Klaster
Perikanan Kota Pekalongan. Secara umum, ada juga wahana
interaksi antar pelaku industri/usaha kecil dan menengahyang
dibina oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
bertajuk Curhat Bisnis.

2.2.4. Kondisi Saat Ini Budaya Kreatif-Inovatif dalam
Pengembangan Klaster Industri

Empat elemen yang dikembangkan dalam penguatan budaya
kreatif-inovatif dan bisnis di kalangan industri/usaha kecil dan
menengahdi Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pertama,
melalui elemen jalur pendidikan dan pelatihan inovasi dan bisnis.
Penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan melalui jalur
pendidikan dilakukan dengan cara mendirikan Fakultas Teknologi
Batik (Universitas Pekalongan), Program Studi Batik (Politeknik
Pusmanu) dan Fakultas Perikanan (Universitas Pekalongan) serta
pendirian beberapa jurusan/program studi yang terkait dengan
sektor-sektor ekonomi kreatif di berbagai perguruan tinggi dan
sekolah menengah. Sedangkan penguatan budaya inovasi dan
kewirausahaan bagi kalangan industri/usaha kecil dan menengah
melalui jalur pelatihan dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan
berbagai jenis pelatihan, seperti kewirausahaan, desain, pembuatan
website, dan lain-lain.

Kedua, melalui elemen pengelolaan teknologi masyarakat dan
reverse brain drain. Di dalam industri perbatikan, pengelolaan
teknologi dilaksanakan dalam bentuk pelestarian teknologi batik
secara pembelajaran turun temurun. Begitu pula halnya di industri
perikanan dan makanan. Sedangkan model pengelolaan teknologi
masyarakat di kalangan pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui
penciptaan nilai tambah berbasis ide orang-orang kreatif dan
berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.

Sementara itu, reverse brain drain belum berkembang, baik untuk
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bidang usaha perbatikan, perikanan, makanan olahan maupun
ekonomi kreatif.

Ketiga, melalui elemen apresiasi dan kampanye inovasi.
Penguatan budaya inovasi melalui sub-elemen apresiasi inovasi
secara umum dilakukan dalam bentuk melibatkan industri/usaha
kecil dan menengah dan pelaku ekonomi kreatif dalam agenda
Kreanova dan Anugerah Inovasi serta gelar teknologi tepat guna
tingkat kelurahan. Namun, agenda apresiasi inovasi vang khusus
ditujukan untuk para pelaku industri/usaha kecil dan menengah
perbatikan, perikanan, makanan olahan dan sektor-sekto ekonomi
kreatif hingga kini belum ada. Sedangkan penguatan budaya inovasi
melalui sub-elemen kampanye inovasi diselenggarakan dalam bentuk
menampilkan industri kecil dan menengah serta pelaku ekonomi
kreatif yang berprestasi dalam program-program tertentu, baik
melalui media televisi lokal (Batik TV), siaran radio lokal, maupun
pameran produk unggulan daerah (skala lokal, regional, nasional

dan internasional.

Keempat, melalui elemen penumbuhan usaha baru inovatif.
Penumbuhan usaha baru inovatif di sektor industri/usaha kecil dan
menengah serta sektor-sektor ekonomi kreatif dilakukan melalui
model insentif pembebasan retribusi daerah, pemberian fasilitasi
bantuan alat dan mesin, percepatan dan pembebasan biaya
perizinan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan, pertunjukan

seni, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain.

2.2.5. Kondisi Saat Ini Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam
Pengembangan Klaster Industri

Kondisi saat ini fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan
dalam pengembangan industri/usaha kecil dan menengah di Kota
Pekalongan dapat dilihat dari tiga elemen berikut. Pertama, fokus
pengembangan industri kecil dan menengah serta ekonomi kreatif.
Pengembangan industri/usaha kecil dan menengahdi Kota
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Pekalongan difokuskan pada bidang industri perbatikan, industri
perikanan dan industri pengolahan makanan. Sedangkan

pengembangan ekonomi kreatif belum difokuskan pada sektor-sektor
tertentu.

Kedua, keterpaduan kebijakan pembangunan industri/usaha
kecil dan menengah serta pengembangan sektor-sektor ekonomi
kreatif dilakukan melalui pengembangan kerja sama daerah yang
terdiri dari :

a. Kerja sama antardaerah, yakniantara Pemerintah Kota

Pekalongan dengan :

(1). Pemerintah Kota Medan tentang pengembangan produk
batik.

(2). Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentang penanganan
limbah produksi batik melalui pengembangan instalasi
pembuangan air limbah (IPAL).

b. Kerja sama dengan pihak ketiga, yaituantara Pemerintah Kota

Pekalongan dengan beberapa mitra berikut :

(1). Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang supervisi
pembinaan dan fasilitasi kemitraan.

(2). Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP)
Jepara, Direktorat Jenderal Perikanan  Budidaya,
Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pemanfaatan
dan pengembangan tambak terlantar di Kelurahan Degayu
Kecamatan Pekalongan Utara.

(3). BPPP (Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan) Tegal.

(4). LIPI tentang penelitian dan penerapan teknologi pengolahan
limbah batik.

(5). Pengelola Thamrin City Jakarta tentang pemanfaatan secara
gratis tiga bulan pertama kios-kios di lantai satu dan dua.

(6). Pengelola Metro Dallas Plaza Bandung tentang pemanfaatan

secara gratis selama setahun 84 kios di lantai satu.
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(7). Politeknik Pusmanu tentang pewarna alam batik.

c. Kerja sama dengan lembaga dan pemerintah daerah di luar
negeri,yakni antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan
perancang dan rumah mode di Italia.

Ketiga, kelembagaan khusus. Penguatan fokus dan keterpaduan
kebijakan pembangunan antar daerah dan daerah-pusat melalui
elemen kelembagaan khusus di antaranya dilakukan dengan
membentuk beberapa lembaga berikut :

* Forum Rembug Klaster (ada 6 forum).

e Pengurus Forum Pewarna Alam Kota Pekalongan (Keputusan
Walikota Pekalongan No. 534/015 Tahun 2015).

*» Paguyuban-paguyuban batik (seperti Paguyuban Kampoeng
Wisata Batik Pesindon, Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan).

¢ Himpunan Pengusaha lkan Pekalongan (HPIP).

o Kelompok Usaha Bersama Pengolah lkan.

* Kelompok Pembudidaya lkan (Podakan).

* Asosiasi Pecinta lkan Hias Pekalongan (APHIKAL).

e Kelompok Seni Daerah (519 unit).

2.2.6. Kondisi Saat Ini Penyelarasan Dinamika Global ke dalam
Pengembangan Klaster Industri

Dalam pengembangan industri/usaha kecil dan menengah,
upaya penyelarasan dinamika global dilakukan melalui empat

elemen.

Pertama, melalui elemenisu lingkungan.Dalam hal ini, pelaku
industri/usahakecil dan menengah telah :
a. Membuat IPAL terpadu/komunal dan IPAL individu di sentra-
sentra produksi batik di Jenggot, Kauman, Duwet dan Kradenan.
b. Menerapkan konsep produksi bersih dalam proses produksi batik
dan produksi tahu-tempe.
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c. Mengembangkan pemakaian zat pewarna alami oleh

industri/usaha kecil dan menengah perbatikan dalam
memproduksi batik.

Kedua, penyelarasan isu standarisasi.Hingga saat ini juga telah
dilakukan standarisasi produk garmen dan pengolahan makanan
higienis. Di samping itu, dilakukan pula standarisasi produk halal
serta pada setiap tahun dilaksanakan pelatihan sertifikasi proses
dan produk industri makanan olahan.

Ketiga, melalui elemen hak kekayaan intelektual (HKI). HKI yang
sudah dimiliki industri/usaha kecil dan menengah adalah paten dan
merek. Setiap tahun Kota Pekalongan menargetkan pendaftaran
paten, merek dan label batik bagi 20 industri/usaha kecil dan
menengah perbatikan. SedangkanHKI yang terkait dengan ekonomi
kreatif belum berkembang.

Keempat, dalam hal isu ketenagakerjaan, memang belum
berkembang sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja di industri/usaha
kecil dan menengah perbatikan, perikanan, makanan olahan,

maupun sektor-sektor ekonomi kreatif.

2.3. PILAR PENGEMBANGAN JARINGAN INOVASI

Jaringan inovasi adalah interaksi antaraktor/pelaku/komponen
dalam proses pengembangan inovasi dan bisnis melalui berbagai
media atau infrastruktur tertentu. Aktor/pelaku/komponen yang
dimaksud adalah lembaga IPTEKIN/Litbangyasa (milik pemerintah,
perguruan tinggi, swasta dan masyarakat), industri (berbagai
industri terkait skala mikro, kecil, menengah dan besar), dan
pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif).Interaksi
antaraktor/pelaku/komponen ini dapat beraneka ragam,baik itu
bersifat teknik, akademis, politis, komersial, sosial, maupun

finansial.

Di Kota Pekalongan, fokus pengembangan jaringan inovasi

dilakukan melalui (1) pembangunan kawasan teknopolitan batik, (2)
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kawasan techno park perikanan, dan (3) pendirian pos pelayanan
teknologi tepat guna (posyantek)di level kecamatan dan warung
teknologi tepat guna (wartek) di jenjang kelurahan.

Di bawah ini, sebagaimana tampak pada Tabel 2.4, akan
dijabarkan secara singkat tentang kondisi saat inipilar
pengembangan jaringan inovasi (kawasan teknopolitan batik,
kawasan techno park perikanan, serta posyantek dan wartek)
menurut enam elemen kerangka kebijakan inovasi.

2.3.1. Kondisi Saat Ini Kerangka Umum yang Kondusif bagi
Pengembangan Jaringan Inovasi

Ada tiga elemen yang mengindikasikan kondisi kerangka umum
pengembangan jaringan inovasi di Kota Pekalongan sebagaimana
tampak dalam Tabel 2.4. Pertama, elemen regulasi. Regulasi vang
dikeluarkan oleh  Pemerintah  Kota  Pekalongan  tentang
pengembangan kawasan teknopolitan batik adalah sebagai berikut :
a. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Master Plan Kawasan

Teknopolitan Batik Kota Pekalongan.
b. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Lembaga Pengelola
Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan.




bagi pengembangan
inovasi dan bisnis (K1)

Tabel 2.4. Kondisi Saat Ini Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi Kota Pekalongan, 2015

Jumiah tegulasx
pensemhangan jaringan

Regulasi yang telah dmeluarkan oleh Pmnerintah Kota Pekalongan terlnalt
dengan :
* Regulasi pengembangan kawasan teknopolitan batik:

a. Keputusan Walikota Pekalongan tmtangMastm‘Plan Kawasan
Teknopolitan Batik Kota Pekalongan

b. Keputusan Walikota Pekalongan hentang Lembaga Pengelola Kawasan
Teknopolitan Batik Kota Pekalongan.

* Regulasi pengembangan kawasan techno park perikanan :

a. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Penetapan Lokasi Techno Park
Perikanan Kota Pekalongan.

b. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Pelimpahan Kewenangan dan
Penandatanganan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

¢. Keputusan Walikota Pekalongan tentang SOP Perizinan Pelayanan
Usaha Pembudidayaan Tkan.

d. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selaku Ketua Tim
Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Dacrah Kota Pekalongan Nomor
523.05/054 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan
Mitra Pendamping Pengembangan “Techno Park® Perikanan Kota
Pekalongan

* Regulasi pengembangan posyantek dan wartek adalah:

a. Keputusan Walikota Pekalongan No. 413.5/004 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Tim Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna.

b. Keputusan Walikota Pekalongan No. 413.5/168 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Posyantek Mitra Pantura di Kecamatan Pekalongan
Utara.

¢. Keputusan Lurah Krapyak Kidul No. 211/012 Tahun 2014 tentang
P!:mbentukan Wartek Mitra Sejahtera Kelurahan Kmpyak Kldlll

T By ST




Kerangka Kebijakan
Inovasi

dan bisnis

Elemen Kerangka
Kebijakan Inovasi

Infrastruktur dasar

Indikator Elemen Kerangka
Kebi akan Inavgsi Pilur Pl‘-ngembungnn Jnringnu Inovasi

Jenis dokumcnperen'canéan

pengembangan jaringan
inovasi

Dokumm'perencanaan
« Dokumen perencanaan tentang pengembangan kawasan

teknopolitan
batik : (1) RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015,(2) Master Plan
Pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan, (3) Rencana
gg?is‘}’;gfgmbangan Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan Tahun
Dokumen perencanaan tentang pe‘ngunbanpn kawasan techno park
perikanan : belum ada. Pada tahun 2015 ini sedang disusun dokumen
master plan dan beberapa dokumen lainnya.
Dokumen perencanaan tentang pengembangan posyantek dan wartek
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan
Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMP2AKB)Kota Pekalongan
Tahun 2010-2015. Rencana Aksi Daerah tentang Penguatan Posyantek
dan v Warbek Kota Pekalongan be!um ada.
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Kerangka Kebijukan

Inovasi

Memperkuat
keterkaitan antara
penyedia dan peagguna
IPTEKIN/Litbangyasa
(K2

Elemen Kerangka

Kelembagaan
IPTEKIN/Litbangyasa

Kebijakan Inovasi

Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi

Indikator Elemen Kerangka |
Kebijakan Inovasi

Sebaran lembaga Lcmbaga IPTEKIN/IAtbanm di Kota Pekalnngan yang terkaut deugan
IPTEKIN/Litbangyasa « Pengembangan kawasan teknopolitan batik :Kantor Ristekin (lembaga
litbang pemda), Fakultas Teknologi Batik Universitas Pekalongan, Program
Studi Teknik Batik Politeknik Pusmanu (perguruan tinggi).
s Pengembangan kawasan techno park perikanan : Kantor Ristekin (lembaga
lithang pemda), Fakultas Pcrﬂmnan Universitas Pekalongan (perguruan
. Pengembanpnposyanﬁckdanwaﬂck Kantor Ristekin ﬂembagahtbang
pemda), S‘rAmdansrmchidyaPmtzma(pagmuan

Sebaran alokasi anggaran Anmmlmmfumanmyangdwohsman pemermrah lmta(APBDJ
IPTEKIN/ Litbangyasa untuk :
« Pengembangan kawasan teknopolitan batik : Rp200,9 juta (2013).
* Pengembangan kawasan techno park perikanan : Rp12,51 miliar (2015,
committed).
¢ Pengembangan posyantek dan wartek : Rp400 juta untuk pembentukan
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Kerangka Kebjjakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka
Inovasi Kebijakan Inovasi Kebijzkan Inovasi

Menumbuhkembangka
interaksi, jaringmm dan
pelayanen inovasi dan
bisnis (K3)




Kerangks Kebijakan Elemen Kerangka | Indikator Elemen Kerangka P Py i
Kobinkna Tovasl Kebiiakan Inovasi 7 Pilar Pengm angan Jaringan Inovasi
' ] - [ermentasi, alat duplikat ukir -' al ban listrik, alat per
. a mir «m,‘,dl € ikan),

Wahana interaksi pelaku Jenis wahana interaksi Wahana intcxaksi bagi pelaku
inovasi dan bisnis pelaku jaringan inovasi » Pengembangan kawasan teknopolitan batik : Pusat Inovasi dan Budaya
Batik, RPK Kawasan Taman Batik Jetayu.
* Pengembangan kawasan techno park perikanan : Pusat Inovasi Techno
Park Perikanan (dalam tahap perancangan).
+ Pengembangan posyantek dan wartek : Sekretariat Pos Pelayanan
Teknologi Tepat Guna dan Sekretariat Warung Teknologi Tepat Guna.
» Wahana interaksi berbasis TIK : aplikasi knowledge management berbasis
Andmid. aplikam kolabm'asl bcrhaais Web

Mendorong budayn
| kreatif-inovatif dan
hisnis (K4)

Model penguatan budaya Modcl penguamn buda;ya kxeaﬂf-mmﬁf melahujalur pelaﬁhan dalam :
inovasi dan kewirausahaan e Pengembangan kawasan teknopolitan batik : demo ketrampilan membatik
melalui pelatihan di Museum Batik.
« Pengembangan kawasan techno park perikanan : pelatihan teknik
budidaya ikan di kolam/ nambak percobaan milik Fakultas Perikanan
Universitas Pekalongan.
¢ Pengembangan posyantek dan wartek : pelatihan dan sosialisasi
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Keranghkn Kebijakan Elemen Kerangha
Inovasi Kebijalan Inovasi

[ERTE ST TR Y Fokus pengembangan
keterpadunn kebijalkan Wdﬂnm
pembangunan antar- =

daerah dan pusat-

daerah (K5)

Indikutor Elemen Kerangka
Kebijakan Inovasi

Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi




Kerangka Kebijakan

Inovasi

Menyelaraskan
dinamika globul ke
dalam pengembangan
inovasi dan bisnis
daerah (K6)

Elemen Kerangka
Kebijakan Inovasi

Indikator Elemen Kerangka
Kebijakan Inovasi




Kerangka Kebijalan Elemen Kerangka | Indikator Elemen Kerangka
Inovasi Cebif usi Kebij Inovasi

Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi

Sumber : Bidang Daya Saing Daerah, PPKPDS BPPT (2014), Pemetaan Kapasitas Inovasi Daerah (RIDA) Kota PekalonganTahun 2014; Alkadri (2015),
“Pemetaan Kapasitas Inovatif di Kota Pekalongan,” Makalah, tidak dipublikasikan.
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Regulasi yang telah dikeluarkan terkait dengan pengembangan
kawasan techno park perikanan adalah:

a. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Penetapan Lokasi
Techno Park Perikanan Kota Pekalongan.

b. Keputusan  Walikota  Pekalongan tentang Pelimpahan
Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan Usaha
Pembudidayaan lkan.

c. Keputusan Walikota Pekalongan tentang SOP Perizinan
Pelayanan Usaha Pembudidayaan lkan.

d. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selaku Ketua Tim
Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan
Nomor 523.05/054 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim
Sekretariat dan Mitra Pendamping Pengembangan “Techno Park”
Perikanan Kota Pekalongan.

Sedangkan regulasi lainnya masih menunggu penyelesaian
penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kawasan techno
park perikanan (rencana induk kawasan, rencana aksi kawasan,
kelembagan pengelola kawasan, lembaga pusat inovasi lembaga

pusat riset perikanan, dan kelembagaan lainnya).

Sementara itu, regulasi yang terkait dengan pengembangan
posvantek dan wartek terdiri dari :

a. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 413.5/004 Tahun 2012
tentang Pembentukan Tim Pengelola Pos Pelayanan Teknologi
Tepat Guna.

b. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 413.5/168 Tahun 2012
tentang Pembentukan Posyantek Mitra Pantura di Kecamatan
Pekalongan Utara.

c. Keputusan Lurah Krapyak Kidul Nomor 211/012 Tahun 2014
tentang Pembentukan Wartek Mitra Sejahtera di Kelurahan
Krapyak Kidul.

Kedua, elemen insentif. Jenis insentif yang diberikan
Pemerintah Kota Pekalongan untuk pengembangan kawasan
teknopolitan batik, kawasan techno park perikanan maupun
posvantek dan wartek hingga kini juga belum ada, baik insentif
dalam bentuk pembebasan retribusi daerah, pengurangan,
keringanan atau pembebasan pajak daerah, pemberian bantuan
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modal ataupun pemberian dana stimulan. Sementara itu, beberapa
jenis kemudahan yang telah diberikan pemerintah kota untuk
pengembangan posyantek di antaranya berupa (1) fasilitasi ruang
kantor sekretariat berikut prasaranan dan sarana perkantorannya
dan (2) fasilitasi keikutsertaan posyantek dalam lomba teknologi
tepat guna, menjadi narasumber, pelaksanaan pelatihan, studi
banding, pembinaan usaha produktif, dan lainnyva. Sedangkan
kemudahan yang terkait pengembangan kawasan techno park
perikanan adalah berupa penyelenggaraan program percepatan
pelayanan dan pembebasan biaya perizinan usaha pembudidayaan
ikan bagi Pokdakan. Dalam pengembangan kawasan teknopolitan
batik, belum ada kemudahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota.

Ketiga, pengembangan kawasan teknopolitan batik sudah
dimuat di dalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan
Kota Pekalongan, yakni (1) RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-
2015, (2) Master Plan Pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik
Kota Pekalongan, (3) Rencana Aksi Pengembangan Kawasan
Teknopolitan Batik Kota Pekalongan Tahun 2015-2019. Sedangkan
dokumen tentang pengembangan kawasan techno park perikanan
masih dalam tahap penyusunan pada tahun 2015 ini. Sementara itu,
dokumen perencanaan pengembangan posyantek dan wartek dimuat
dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Tahun
2010-2015.

Dalam hal ketersediaan database, saat ini data yang sudah
tersedia dikelola secara manual oleh SKPD yang bersangkutan.
Database pengembangan kawasan teknopolitan batik dikelola secara
manual oleh Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum, database
pengembangan kawasan techno park perikanan dikelola Dinas
Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Menengah,
Bappeda dan Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi, sedangkan
database pengembangan posyantek dan wartek tersebar di
BPMP2AKB, posyantek di empat kecamatan, dan wartek-wartek di

kelurahan.
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2.3.2. Kondisi Saat Ini Keterkaitan antara Penyedia dan

Pengguna IPTEKIN /Hasil Litbangyasa dalam
Pengembangan Jaringan Inovasi

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna
IPTEKIN/Litbangyasa dalam pengembangan kawasan teknopolitan
batik, kawasan techno park perikanan maupun posyantek dan
wartek sudah cukup baik. Ada tiga elemen yang menunjukkan hal
ini.Pertama, lembaga IPTEKIN/Litbangyasa di Kota Pekalongan yang
terkait dengan pengembangan kawasan teknopolitan batik berasal
dari lembaga litbang pemerintah daerah (Kantor Riset, Teknologi dan
Inovasi), unsur perguruan tinggi (Fakultas Teknologi Batik
Universitas Pekalongan, Program Studi Teknik Batik Politeknik
Pusmanu, Akademi Komunitas Negeri). Kemudian, lembaga
IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan pengembangan kawasan
techno park perikanan adalah Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi,
Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan. Sedangkan lembaga
IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan pengembangan posyantek
dan wartek adalah Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi, STAIN
(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Pekalongan, STMIK Widya
Pratama, serta badan usaha (CV Cipta Indo Rekin).

Kedua, daya dukung kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa tadi,
baik dari sisi sumber daya manusia maupun alokasi anggaran, relatif
meningkat dan mampu mendorong pengembangan industri/usaha
kecil dan menengah di Kota Pekalongan. Sumber daya manusia
IPTEKIN/Litbangyasa tersebar terutama di kalangan dosen,
mahasiswa dan masyarakat (sumber daya manusia yang
berkecimpung di posyantek dan wartek). Di sisi lain, dukungan
alokasi anggaran berasal dari beberapa sumber, yakni pemerintah
kota (APBD), perguruan tinggi dan masyarakat. Pada tahun 2013
lalu, pemerintah kota mengeluarkan anggaran senilai Rp 200,9 juta
untuk penyusunan rencana induk pengembangan kawasan
teknopolitan batik. Sedangkan pada tahun 2015 ini pemerintah kota
berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk pengembangan
kawasan techno park perikanan sebesar Rp12,51 miliar. Sementara
itu, untuk pembentukan posyantek di empat kecamatan pemerintah
kota mengeluarkan dana sebesar Rp400 juta. Selain itu, ada juga
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alokasi anggaran untuk pembinaan posyantek yang setiap tahunnya
bervariasi sekitar Rp20-100 juta.

Ketiga, sebaran penyerapan hasil IPTEKIN/Litbangyasa melalui
pengembangan kawasan teknopolitan batik di antaranya adalah para
pelajar/mahasiswa, masyarakat umum dan pengunjung lainnya.
Mereka menyerap hasil IPTEKIN/ Litbangyasa melalui Museum Batik,
terutama dalam bentuk absorpsi ilmu pengetahuan perbatikan.
Kemudian, hasil IPTEKIN/Litbangyasa melalui pengembangan
kawasan techno park perikanan diserap oleh nelayan, pembudidaya
ikan, pengolah ikan maupun kelompok usaha bersama perikanan.
Sedangkan [KM/UKM, masyarakat umum dan wirausahawan
lainnya merupakan para penyerap hasil IPTEKIN/Litbangyasa
melalui posyantek dan wartek.

2.3.3. Kondisi Saat Ini Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi
dan Bisnis dalam Pengembangan Jaringan Inovasi

Kondisi saat ini kerangka kebijakan interaksi, jaringan dan
pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan kawasan
teknopolitan batik, kawasan techno park perikanan maupun
posyantek dan wartek diindikasikan oleh tiga elemen.

Pertama, sebaran kemitraan strategis untuk pemajuan kawasan
teknopolitan batik terdiri dari pusat riset dan perguruan tinggi,
sentra produksi batik, dan pusat pemasaran batik. Untuk pemajuan
kawasan techno park perikanan meliputi lembaga litbang (BPPT),
perguruan tinggi (Universitas Pekalongan), serta badan usaha (PT
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dan CV Cipta Indo
Rekin). Sedangkan untuk pengembangan posyantek dan wartek di
antaranya mencakup perguruan tinggi (STAIN Kota Pekalongan,
STMIK Widya Pratama), sekolah menengah (SMK Muhammadiyah),
kelompok usaha, posyantek di kabupaten/kota lain, wirausahawan,

forum LPM, dan lain-lain.

Kedua, sebaran difusi inovasi di Kota Pckalongan melalui
pengembangan kawasan teknopolitan batik memang belum ada.Akan
tetapi, di dalam pengembangan kawasan techno park perikanan
sudah ada implementasi teknologi budidaya udang tertutup,
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sedangkan penerapan teknologi budidaya ikan nila salina (Saline
Indonesian Tilapia) yang dapat tumbuh optimal pada salinitas 20-25
ppt dan teknologi budidaya perikanan terintegrasi multitropik (sato
umi) masih dalam tahap diseminasi (demonstration farm) pada tahun
2015 ini.

Sementara itu, hasil IPTEKIN/Litbangyasa melalui
pengembangan posyantek dan wartek yang telah diserap masyarakat
maupun IKM/UKM di Kota Pekalongan dalam bentuk teknologi tepat
guna (TTG) antara lain berupa alat pembuat BBM plastik, alat
perajang kentang spiral, kompor batik listrik, blong fermentasi, alat
duplikat ukiran, alat tambal ban listrik, alat perajang singkong
otomatis, parut kelapa mini, TPl (termos packing ikan), septic tank
apung, kupu-kupu batik (dari daun), mikro bakteri penyubur tanah,
batako limbah batu bara, dan teknologi pembuatan sirup mangrove.

Ketiga, jenis wahana interaksi antar pelaku inovasi dan bisnis
melalui pengembangan kawasan teknopolitan batik adalah Pusat
Inovasi dan Budaya Batik (PIBB) yang saat ini sedang dalam tahap
pembangunan serta ruang publik kreatif (RPK) yang terdapat di
Kawasan Taman Batik Jetayu. Wahana interaksi melalui
pengembangan kawasan techno park perikanan ialahdi kawasan
manajemen techno park perikanan. Sedangkan wahana interaksi
melalui pengembangan posyantek dan wartek adalah Sekretariat Pos
Pelayanan Teknologi Tepat Guna di setiap kecamatan dan Sekretariat
Warung Teknologi Tepat Guna di setiap kelurahan yang sudah
berdiri warteknya.

2.3.4. Kondisi Saat Ini Budaya Kreatif-Inovatif dalam

Pengembangan Jaringan Inovasi

Empat elemen yang dikembangkan dalam penguatan budaya
kreatif-inovatif dan bisnisterkait dengan pengembangan jaringan
inovasi (pengembangan kawasan teknopolitan batik, pengembangan
kawasan techno park perikanan, pengembangan posyantek dan
wartek) di Kota Pekalongan dapat dilihat kembali pada Tabel 2.4.

Pertama, melalui elemen jalur pendidikan dan pelatihan. Model
penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur
pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan
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teknopolitan batik hingga kini baru dalam bentuk demo pengetahuan
dan ketrampilan membatik yang diselenggarakan secara
rutin/berkala oleh Pengelola Museum Batik. Sedangkan model
penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur
pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kawasan techno
park perikanan adalah dalam bentuk diseminasi dan pelatihan
teknik budidaya ikan di kolam/tambak percobaan yang dikelola oleh
Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan. Sementara itu,
penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan dalam
pengembangan posyantek dan wartek dalam bentuk pemanfaatan
fasilitas workshop lembaga pendidikan menengah dan pendidikan
tinggi serta pelatihan dan sosialisasi tentang model pengelolaan
posyantek.

Kedua, melalui elemen pengelolaan teknologi masyarakat dan
reverse brain drain.Dalam konteks pengembangan kawasan
teknopolitan batik, pengelolaan teknologi dilakukan melalui Museum
Batik yang berfungsi sebagai wadah untuk menggali, melestarikan
dan mengembangkan batik serta menjadi pusat data dan informasi
batik, pusat riset dan pengembangan ilmu dan desain batik, dan
perpustakaan batik. Sedangkan program reverse brain drainyang
sudah ada ialah dalam bentuk pengangkatan seorang ahli batik
sebagai curator Museum Batik. Lalu, dalam konsteks pengembangan
kawasan techno park perikanan dan pengembangan posyantek dan
wartek belum teridentifikasi bagaimana pengelolaan teknologi
masyarakat dan program reverse brain drain dilaksanakan.

Ketiga, melalui elemen apresiasi dan kampanye inovasi.
Penguatan budaya kreatif-inovatif melalui sub-elemen apresiasi
inovasi secara khusus belum ada, kecuali dalam bentuk lomba atau
gelar TTG tingkat kelurahan serta beberapa penghargaan yang
diterima Museum Batik. Sedangkan penguatan budaya kreatif-
inovatif melalui sub-elemen kampanye inovasi diselenggarakan

dalam bentuk sosialisasi atau diseminasi melalui media televisilokal
(Batik TV), televisi nasional, siaran radio lokal, surat kabar,

video/film dokumenter, website, pamflet, maupun pameran produk
unggulan daerah (skala lokal, regional, nasional dan internasional).
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Keempat, melalui elemen penumbuhan usaha baru inovatif,
Penumbuhan usaha baru inovatif dalam konteks pengembangan
kawasan techno park perikanan dilakukan melalui model
demonstration farm. Dalam konteks pengembangan posyantek dan
wartek dilakukan melalui model pembinaan usaha produktif.
Sedangkan dalam konteks pengembangan kawasan teknopolitan
batik belum ada model penumbuhan usaha baru inovatif.

2.3.5. Kondisi Saat Ini Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam
Pengembangan Jaringan Inovasi

Fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan dalam
pengembangan jaringan inovasi di Kota Pekalongan dapat dilihat dari
tiga elemen berikut. Pertama, fokus pengembangan jaringan inovasi
adalah pengembangan kawasan teknopolitan batik, pengembangan
kawasan techno park perikanan serta pengembangan posyantek dan
wartek.

Kedua, keterpaduan kebijakan pembangunan jaringan inovasi
dilakukan melalui pengembangan kerja sama daerah yang terdiri
dari kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan
kerja sama luar negeri. Dalam konteks pengembangan kawasan
teknopolitan batik, kerja sama daerah yang telah dilakukan baru
dengan pihak ketiga, yakni dengan BPPT, Asosiasi Pengusaha Batik
dan Politeknik Pusmanu (penyediaan sarana dan prasarana
kegiatan). Begitu pula dalam pengembangan kawasan techno park
perikanan, yang ada baru kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu
dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPT dan PT
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Sedangkan dalam
pengembangan posyantek dan wartek sudah ada kerja sama antar
daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) dan kerja sama dengan
pihak ketiga (Kementerian Dalam Negeri).

Ketiga, kelembagaan khusus. Penguatan fokus dan keterpaduan

kebijakan pembangunan antardaerah dan daerah-pusat melalui
elemen kelembagaan khusus di antaranya dilakukan dengan

membentuk beberapa lembaga berikut :




a. Pengembangan kawasan teknopolitan batik : Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Inovasi dan Budaya Batik (masih dalam
tahap pengkajian).

b. Pengembangan kawasan techno park perikanan : Pusat Inovasi,
Pusat Riset Perikanan, Lembaga Pendamping, Tenaga
Pendamping, Kelompok Usaha Bersama (dalam tahap
pembentukan).

c. Pengembangan posyantek dan wartek : Kelompok Usaha

Bersama.

2.3.6. Kondisi Saat Ini Penyelarasan Dinamika Global ke dalam
Pengembangan Jaringan Inovasi

Dalam pengembangan jaringan inovasi, upaya penyelarasan
dinamika global dilakukan melalui empat elemen. Pertama,
penyelarasan isu lingkungan. Dalam hal ini, program ramah
lingkungan yang dilaksanakan adalah program kali bersih di Sungai
Loji dan pengembangan ruang publik kreatif berbasis ruang terbuka
hijau di Kawasan Taman Batik Jetayu (dalam konteks
pengembangan kawasan teknopolitan batik), serta program
pengembangan kawasan konservasi mangrove (dalam konteks
pengembangan kawasan techno park perikanan).

Kedua, penyelarasan isu standarisasi. Hingga saat ini belum
ada aplikasi standarisasi internasional di dalam pengembangan
kawasan teknopolitan batik (kecuali penerapan sistem manajemen
mutu dalam pengelolaan Museum Batik), kawasan techno park
perikanan maupun pengembangan posyantek dan wartek. Namun
demikian, pengembangan TTG di lingkup posyantek dan wartek
sudah memperhatikan standar nasional (SNI).

Ketiga, penyelarasan isu hak kekayaan intelektual (HKI). HKI
yang sudah dimiliki adalah dalam bentuk paten sederhana, yakni
untuk hasil inovasi termos packing ikan segar yang diraih oleh
inovator dari Kelurahan Krapyvak Kidul, Kecamatan Pekalongan
Utara.

Keempat, penyelarasan isu ketenagakerjaan. Hingga kini belum
ada sertifikasi keahlian dalam pengembangan kawasan teknopolitan




batik, kawasan techno park perikanan maupun pengembangan
posyantek dan wartek.

2.4. PILAR PENGEMBANGAN TEKNOPRENER

Teknoprener (technopreneurship) berasal dari dua kosa kata,
yakni technology dan entrepreneur. Technology (teknologi) dapat
diartikan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang
yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup
manusia. Sedangkan entrepreneur (wiraswasta) berarti orang yang
melakukan aktivitas wirausaha dicirikan dengan pandai atau
berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru,
menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya,
serta mengatur permodalan operasinya. Dengan demikian, secara
sederhana teknoprener adalah wirausaha yang menjalankan
bisnisnya dengan basis teknologi, inovasi dan/atau kreativitas.
Teknoprener mempunyai karakter sebagai berikut :

« Pengusaha vang membangun bisnisnya berdasarkan kemampuan
dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

+» Menghasilkan produk hasil inovasi secara sendiri atau
berkelompok.

+ Memulai usaha skala kecil atau menengah.

« Permodalan dimulai dari modal sendiri dan lingkungan terdekat.

Pengembangan teknoprener di Kota Pekalongan dilaksanakan
melalui tiga kelembagaan, yakni :

1. Inkubator bisnis dan teknologi, merupakan wahana yang
dibentuk untuk menjalankan peran sebagai pusat rekayasa
bisnis untuk menghasilkan perusahaan pemula berbasis
teknologi (PPBT) vang memiliki daya saing, tangguh dan mandiri.

2. Business development services-provider (BDS-P), yaitu lembaga
vang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan
kegiatan penyediaan layanan pengembangan bisnis KUMKM
(koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah).

3. Unit Produksi Bersama (UPB) SMK Incorporate, adalah wahana
percepatan pembentukan wirausaha mandiri yang berasal dari
kalangan pelajar melalui peningkatan kemampuan wirausaha di
jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK).
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Adapun kondisi saat inipilar pengembangan teknoprener -
sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.5 — di Kota Pekalongan
dapat diuraikan di bawah ini.

2.4.1. Kondisi Saat Ini Kerangka Umum yang Kondusif bagi
Pengembangan Teknoprener

Tiga elemen yang mengindikasikan kondisi kerangka umum
pengembangan teknoprener di Kota Pekalongan adalah, pertama,
regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan tentang
pengembangan ketiga kelembagaan di atas (inkubator bisnis dan
teknologi, business development services-provider dan UPBSMK
Incorporate) terdiri dari :

a. Keputusan Walikota Pekalongan Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator, Bisnis
dan Teknologi Kota Pekalongan.

b. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Pekalongan Nomor 560/1250 Tahun 2012
tentang Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota
Pekalongan.

¢, Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan tentang
Pembentukan Business Development Services-Provider (BDS-P).

d. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota
Pekalongan Nomor 420/C/2109.1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian Unit Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota
Pekalongan.

e. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota
Pekalongan Nomor 420/C/2146 Tahun 2014 tentang Pendirian
Unit Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota Pekalongan.

f. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota
Pekalongan Nomor 420/C/2150 Tahun 2014 tentang Pengelola
Unit Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota Pekalongan.

g. Instruksi Walikota Pekalongan Tahun 2014 tentang
Pengembangan Unit Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate
Kota Pekalongan.
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Tabel 2.5. Kondisi Saat Ini Pilar Pengembangan Teknoprener Kota Pekalongan, 2015

| Indikator Elemen Kerangka
chijakun lnovasi

Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka
Inovasi Kebijakan Inovasi
H» ;- :41‘;:: ; i ;' —— = , = !L‘~“-; ._..-; : - = = , »na
Membangun kerangka chulam pengembangan Jumlah negula.si. , chulaai da;crah yangsudah ada diamaranya
PEE PSR s L O | Gl inovasi dan bisnis pengembangan teknoprener o Terkait dengan pengembangan inkubator bisnis dan teknologi :
a. Keputusan Walikota Pekalongan Tahun 2012 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator, Bisnis dan Teknologi Kota
Pekalongan.

b. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Pekalongan Nomor 560/1250 Tahun 2012 tentang Pengelola
Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan.

» Terkait dengan pengembangan BDS-P :

a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kota Pekalongan tentang Pembentukan Business Development
Services-Provider (BDS-P).

« Terkait dengan UPB SMK Incorporate :

a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota
Pekalongan Nomor 420/C/2109.1 ‘I‘ahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian Unit Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota
Pekalongan.,

b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota
Pekalongan Nomor 420/C/2146 Tahun 2014 tentang Pendirian Unit
Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota Pekalongan.

c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Pekalongan Nomor 420/C/2150 Tahun 2014 tentang Pengelola Unit

Produksi Bersama SMK/SMK Incorporate Kota Pekalongan.

d. Instruksi Walikota Pekalongan Tahun 2014 tentang Pengembangan

Unit Produksi Bersama SMK/SMK lncm-pomm l(ota Pckalongan

Pilar Pengembangan Teknopener

(bagi pengembangan
inovasi dan bisnis (K1)




Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka Iindikator Elemen Kerangka

z i : X Y Pilar Pengembangan Teknopener
Inovasi Kebijakan Inovasi Kebijakan Inovasi R b P

Infrastruktur dasar Jenis dokumenperencanaan Dokumen pesvencmaan ang terk

pengembangan inovasi  pengembangan teknoprener Penmmbanminku'

Belnlungannhnnzmo-mls.
Pengembangan UPB SN Incm-pomte ‘Rencanasuabegiamnaa
Pendidikan, Pemudadm Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2010-2015,
mmmmummmmmmmmm




Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka Indikutor Elemen Kerangka

i ; Pilar Pengembangan Teknopener
Inovasi Kebijakan Inovasi Kebijakan Inovasi & & ]7

Memperkuat
keterkaitan antara
penyedin dan pengguna
IPTEKIN /Litbangyasa
(KZ2)

ipelayanan inovasi d an Gudﬂh dﬂ(ﬂmwm t’)ﬂﬂ{d&‘mmme ma.upun PI'ES
(bisnis (K3) 7 SIS e ot fuilis k =l .,..1 24 : 1

Wahanainmlcsipehm Jcniswahaminmkai mr/wmpbwmqeham.mmwmm ruang
inovasi dan bisnis pelaku teknoprener workshop kewirausahaan.

74



Kerangka Kebijal “ Elemen Kerangka | Indikator Elemen Kerangka | - . .
=0 i : - : Pilar Pengembangan Teknopener
Inovasi . kan Inovasi | Kebijukan Inovasi .

Mendorong budaya
| kreatif-inovatif dan
[bisnis (K4}

Memperkuat fokns dan
keterpaduan kebljakan
pembangunan antar-
daerah dan pusat-
daerah [KS5)




Herangka Kebijakan Elunwni‘l-{era:;p"ku Indikator Elemen Kerangka | ; e
1 . e 2 TRy 2 ‘ Pilar Pengembangan Teknopener
Inovasi Kebijnkan Inovasi Kebijakan Inovasi

Menyelaraskan
dinamika global ke
ldalam pengembangan

inovasi dan bisnis
daerah [KG)

kerja terampil
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Kedua, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2008, jenis insentif yang diberikan Pemerintah Kota
Pekalongan baru dalam bentuk bantuan modal kepada UKM berstatus
wirausahan baru melalui kemitraan dengan lembaga keuangan. Untuk
pengembangan business development services-provider dan UPB SMK
Incorporate hingga kini belum ada, baik insentif dalam bentuk
pengurangan /keringanan/pembebasan pajak daerah,
pengurangan/keringanan/ pembebasan retribusi daerah, pemberian
bantuan modal ataupun pemberian dana stimulan.

Sementara itu, beberapa jenis kemudahan yang telah diberikan
pemerintah kota untuk pengembangan inkubator bisnis dan teknologi
di antaranya berupa (1) skema program fasilitasi calon wirausaha baru
(insentif wirausaha baru) yang dikelola Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Pekalongan, (2) skema uji produksi bagi tenant yang
dikelola oleh Inkubator Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan.
Sedangkan kemudahan untuk pengembangan UPB SMK Incorporate
adalah berupa (1) instruksi pengalokasian anggaran sebesar 25% (dua
puluh lima persen) untuk dibelanjakan ke Unit Produksi Bersama SMK
Incorporate, (2) penyediaan sarana dan prasarana usaha serta bantuan
biaya operasional (gedung, biaya pemeliharaan, peralatan inventaris,
listrik dan keamanan gedung) UPB SMK Incorporate.

Ketiga, pengembangan inkubator bisnis dan teknologi, business
development services-provider dan UPB SMK Incorporate sudah dimuat
di dalam beberapa dokumen perencanaan pembangunan Kota
Pekalongan, yakni (1) RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015, (2)
Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Pekalongan Tahun 2010-2015, (3) Rencana Stategis Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah Kecil
Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015, (4) Rencana Strategis
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun
2010-2015. Selain itu, juga sudah ada dokumen tentang SOP
Inkubator Bisnis dan Teknologi serta SOP Penyedia Jasa
Pengembangan Bisnis.

Dalam hal ketersediaan database, saat ini data yang sudah
tersedia dikelola secara manual oleh SKPD yang bersangkutan.
Database pengembangan PPBT dikelola secara manual oleh Dinas
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Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, database penyediaan lavanan
pengembangan bisnis dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan database
pengembangan UPB SMK Incorporate dikelola oleh Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga.

2.4.2. Kondisi Saat Ini Keterkaitan antara Penyedia dan Pengguna
IPTEKIN/Litbangyasa dalam Pengembangan Teknoprener

Sejauhmana keterkaitan antara penyedia dan pengguna
IPTEKIN/Litbangyasa dalam pengembangan teknoprener di Kota
Pekalongan diindikasikan oleh tiga elemen. Pertama, lembaga
IPTEKIN/Litbangyasa di Kota Pekalongan yang terkait dengan
pengembangan inkubator bisnis dan teknologi, business development
services-provider dan UPB SMK Incorporate berasal dari lembaga
litbang Pemerintah Daerah (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi), unsur
perguruan tinggi (Politeknik Pusmanu)dan lembaga penunjang (DRD).

Kedua, daya dukung kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa tadi, baik
dari sisi sumber daya manusia maupun alokasi anggaran, relatif
meningkat dan mampu mendorong pengembangan PPBT, KUMKM dan
UPB SMK Incorporate di Kota Pekalongan. Sumber dayva manusia
IPTEKIN/Litbangyasa tersebar di beberapa unsur, terutama di
kalangan dosen, pelajar dan pengusaha inovatif. Di sisi lain, dukungan
alokasi anggaran berasal daribeberapa sumber, di antaranya
Pemerintah Kota, perguruan tinggi, pelaku bisnis inovatif, dan swadana
masyarakat inovatif.

Ketiga, hasil IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan
pengembangan teknoprener di Kota Pekalongan sudah diabsorpsi oleh
berbagai  pihak seperti PPBT, UMKM, masyarakat dan
pelajar/mahasiswa melalui wadah balai inkubator dan teknologi, BDS-
P, UPB SMK Incorporate dan ruang workshop kewirausahaan. Selama
periode 2013-2014 sudah terbentuk tenant PPBT sebanyak 15 orang
yang diseleksi melalui penyelenggaraan beberapa kali technocamp.

2.4.3. Kondisi Saat Ini Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi
dan Bisnis dalam Pengembangan Teknoprener
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Kondisi kini interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis
dalam pengembangan inkubator bisnis dan teknologi (PPBT), business
development services-provider (KUMKM) dan UPB SMK Incorporatedi
Kota Pekalongan diindikasikan oleh tiga elemen.

Pertama, sebaran kemitraan strategis untuk pemajuan PPBT,
KUMKM, dan UPB SMK Incorporate terdiri dari pusat riset pemerintah
(seperti BPPT) dan perguruan tinggi (misalnya Universitas Pekalongan,
Politeknik Pusmanu, Akademi Komunitas Negeri, dan STMIK Widya
Pratama). Kemitraan strategis ini antara lain dalam bentuk seleksi
tenant, pemanfaatan prasarana dan sarana ruang workshop
kewirausahaan, penyelenggaraan hibah bersaing untuk kewirausahaan
baru dan penguatan UMKM, pengembangan website, perluasan
kurikulum TIK (teknologi informasi dan komunikasi) menjadi Teknologi
dan Kewirausahaan, serta intermediasi ke lembaga pembiayaan
(perbankan).

Kedua, sebaran peningkatan difusi inovasi di Kota Pekalongan
terkait dengan pengembangan teknoprener dilakukan melalui
pelaksanaan pelatihan, workshop dan sosialisasi, di antaranya :

a. Penyelenggaraan TOT (training of trainer) pengelolaan dan
manajemen inkubator bisnis untuk pengusaha pemula dan pemuda.

b. Penyelenggaraan workshop technocamp bagi calon wirausahawan
baru(tenant) sebanyak 1-2 kali dalam setahun.

c. Sosialisasi tentang fungsi BDS-P pada Klinik Konsultasi Bisnis
(KKB).

d. Sosialisasi hak kekayaan intelektual (HKI) bagi calon pengelola BDS-
P, LSM, Perguruan Tinggi, dan SKPD.

Ketiga, jenis wahana interaksi antarpelaku inovasi dan bisnis bagi
pengembangan teknoprener di antaranya adalah dalam bentuk
penyelenggaraan workshop kewirausahaan, program technocamp, serta
pemanfaatan ruang workshop yang terdapat di perguruan tinggi.

2.4.4. Kondisi Saat Ini Budaya Kreatif-Inovatif
dalamPengembangan Teknoprener

Penguatan budaya kreatif-inovatif dan bisnisdalam pengembangan
teknoprener di Kota Pekalongan diindikasikan oleh empat elemen.
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Pertama, elemen pendidikan dan pelatihan. Model penguatan budaya
kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan adalah
berupa pengembangan kandungan technoprenership (kewirausahaan)
dalam kurikulum pendidikan perguruan tinggi dan sekolah menengah
kejuruan. Sedangkan melalui jalur pelatihan dalam bentuk pelatihan-
pelatihan tematik, seperti pelatihan desain,pelatihan technoprenership
bagi pemuda dan pelatihan aplikasi teknologi pemasaran secara online
bagi siswa SMK.

Kedua, elemen pengelolaan teknologi masyarakat dan reverse brain
drain. Dalam konteks pengembangan teknoprener, baik terkait dengan
pengembangan inkubator bisnis dan teknologi, pengembangan BDS-P
maupun pengembangan UPB SMK Incorporate, model pengelolaan
teknologi dan programreverse brain drainhingga kini belum
dikembangkan.

Ketiga, elemen apresiasi dan kampanye inovasi,Penguatan budaya
kreatif-inovatif melalui sub-elemen apresiasi inovasi secara khusus
(spesifik untuk bidang tertentu) belum diselenggarakan. Sedangkan
penguatan budaya kreatif-inovatif melalui sub-elemen kampanye
inovasi dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi atau diseminasi melalui
website, leaflet, maupun technocamp.

Keempat, elemen penumbuhan usaha baru inovatif. Penumbuhan
usaha baru (calon teknoprener) dilakukan melalui model hibah
bersaing, technocamp, capacity building dan bantuan pengembangan
usaha bagi wirausaha baru berbasis teknologi.

2.4.5. Kondisi Saat Ini Fokus dan Keterpaduan Kebijakan
dalamPengembangan Teknoprener

Fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan dalam
pengembangan teknoprener di Kota Pekalongan dapat dilihat dari tiga
elemen berikut.

Pertama, fokus pengembangan teknoprener adalah :

1. Pengembangan pengusaha pemula berbasis teknologi (PPBT).
2. Pengembangan KUMKM yang berdaya saing, tangguh dan mandiri.
3. Pengembangan SMK Incorporate.




Kedua, keterpaduan kebijakan pembangunan teknoprener
dilakukan melalui pengembangan kerja sama daerah yang terdiri dari
kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja
sama luar negeri. Dalam konteks pengembangan inkubator bisnis dan
teknologi (PPBT), kerja sama daerah yang telah dilakukan baru dengan
pihak ketiga, di antaranya Kementerian Pemudan dan Olahraga, BPPT,
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
HAM, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,dan IIPA (international
Intellectual Property Alliance). Begitu pula dalam pengembangan BDS-P,
yvang ada baru kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu dengan
Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan dalam pengembangan UPB
SMK Incorporate belum ada kerja sama daerah yang dijalin oleh
Pemerintah Kota Pekalongan.

Ketiga, kelembagaan khusus. Penguatan fokus dan keterpaduan
kebijakan pembangunan antar daerah dan daerah-pusat melalui
elemen kelembagaan khusus di antaranya dilakukan dengan
membentuk beberapa lembaga berikut :

1. Tim Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi.
2. Tim Pengelola BDS-P.
3. Tim Pengelola UPB SMK Incorporate.

2.4.6. Kondisi Saat Ini Penyelarasan Dinamika Global ke dalam
Pengembangan Teknoprener

Penyelarasan dinamika global dalam pengembangan teknoprener
dilakukan melalui empat elemen, yaitu lingkungan, standarisasi, hak
kekayaan intelektual dan ketenagakerjaan. Dari keempat elemen ini,
belum ada penyelarasannya terhadap pengembangan teknoprener,
Aktivitas yang ada baru berupa pembekalan pengetahuan tentang
standarisasi produk ekspor dan pembekalan pengetahuan tentang HKI,

2.5. PILAR PENGUATAN TEMATIK SISTEM INOVASI

Tematik sistem inovasi adalah penguatan sistem inovasi yang
bersifat tematik dan kontekstual sebagai bagian integral dari
pembangunan daerah. Salah satu tematik yang gencar dikembangkan
di Kota Pekalongan dalam beberapa tahun terakhir adalah
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pengembangan pelayanan publik. Ada tiga kategori pelayanan publik

yang dikembangkan, yakni :

a. Pelayanan administratif publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik,
misalnya kartu tanda penduduk, akte pernikahan, akte kelahiran,
izin  mendirikan bangunan, perizinan usaha, sertifikat
kepemilikan/penguasaan tanah, dan sebagainya.

b. Pelayanan prasarana publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk/jenis prasarana yang digunakan oleh publik,
misalnya pengembangan prasaranadan sarana informasi, prasarana
komunikasi, ruang publik, prasarana perdagangan, balai latihan
kerja, transportasi, tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain.

c. Pelayanan jasa publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan,
pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan
lain sebagainya.

Pola pelayanan publik vang diterapkan oleh Kota Pekalongan
terhadap ketiga jenis pelayanan publik di atas adalah :

a. Pola pelayanan teknis fungsional, yaitu pola pelayanan publik yvang
diberikan oleh suatu satuan kerja pemerintah daerah sesuai
dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya.

b. Pola pelayanan satu pintu,yakni pelayanan publik yang diberikan
secara tunggal oleh suatu satuan kerja pemerintah daerah
berdasarkan pelimpahan wewenang dari satuan kerja pemerintah
daerah terkait lainnya.

c. Pola pelayanan elektronik, adalah pola pelayanan publik yang
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan bersifat
online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan
kapasitas pengguna (publik].

Pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
yvang dikembangkan Kota Pekalongan ditempuh dengan cara

mengembangkan suprastruktur, infrastruktur maupun infastruktur
TIK. Suprastruktur TIK  berkaitan dengan  kelembagaan,

kebijakan/regulasi, sumber daya manusia, e-leadership, tata
kelola/standar operasional prosedur, dukungan anggaran dan
kemitraan. Infrastruktur TIK berhubungan dengan sarana dan
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prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK,
seperti jaringan komunikasi (local area network, wide area network,
akses internet), pusat data(data center), perangkat keras pengguna
(desktop, notebook), saluran layanan (service delivery channel) berbasis
web, telepon, short message service gateway, fasilitas pendukung
(ruangan khusus, AC, uninterruptible power supply, genset dan sarana
pengamanan fasilitas lainnya). Sedangkan infastruktur TIK bertalian
dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan perangkat lunak aplikasi
yang mendukung layanan e-government, baik secara langsung (front
office) maupun tidak langsung (back office).

Berbagai bidang pembangunan daerah di Kota Pekalongan sudah
diperkuat dengan infastruktur TIK, baik dalam bentuk aplikasi G2G
(government to government), G2B (government to business) maupun G2C
{government to citizen). Sebagai ilustrasi, dalam aplikasi G2G ada SIM
Keuangan Daerah, SIM Penggajian, SIM Barang, Kantor Maya
(KANTAYA), SIM Hukum, SIM LEPPK (Laporan, Evaluasi, Program dan
Kegiatan), SIM Perencanaan (Renja SKPD), SIM Kepegawaian, SIM
Monitoring Jaringan Batik-Net, SIM Monitoring Raskin, Aplikasi LPSE
(Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Aplikasi G2B berupa SIM
Monitoring Menara Telekomunikasi, SIMPADU pelayanan perizinan,
LPSE, BKO. Aplikasi G2C berupa SIM Kependudukan, SISKO TKLN,
SMS Center.

Di samping itu, ada juga berbagai aplikasi e-governmentseperti e-
office, digital office, mobile office, paperless office, laluaplikasi di bidang
kesehatan fe-health) semisal SIM Layanan dan Manajemen RSUD, SIM
Puskesmas, Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA), serta SERUNI
(sistem rujukan online antara RS dan Puskesmas). Di bidang
pendidikan pun ada e-learning (e-pembelajaran) berupa buku sekolah
elektronik (BSE), aplikasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara
online, e-administrasi, pemanfaatan portal rumah belajar, penyiaran
program radio dan televisi edukasi (Batik TV), perpustakaan digital
(www.digilib.pekalongankota.go.id). Implementasi TIK di bidang
pendidikan telah menghasilkan penghargaan bagi Kota Pekalongan
berupa Ki Hajar Award tahun 2013. Sedangkan di bidang politik
terdapate-rekapitulasi. Penerapan TIK di berbagai aspek pembangunan
di atas ditujukan untuk mendorong good governance/public service,
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pendidikan berkualitas, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
ekonomi kreatif.

Sementara itu, pelayanan publik yang bukan berbasis TIK juga
terus dikembangkan oleh berbagai satuan kerja pemerintah daerah, Di
antaranya :
¢ Ruang publik kreatif di enam lokasi yang dikembangkan oleh Dinas
Pekerjaan Umum.

* Balai latihan kerja yang dikembangkan oleh Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.

¢ [nstalasi pengolah limbah komunal maupun industri yang

dikembangkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan beberapa satuan
kerja pemerintah daerah terkait lainnya.

Dalam konteks penguatan sistem inovasi daerah, khusunya pilar
penguatan tematik sistem inovasi daerah, tema pelayanan publik vang
akan diuraikan di bawah ini adalah pelayanan publik berbasis TIK.
Adapun kondisi saat ini pelayanan publik berbasis TIK di Kota
Pekalongan untuk keenam kerangka kebijakan inovasi dapat
dijabarkan di bawah ini.

2.5.1. Kondisi Saat Ini Kerangka Umum yang Kondusif
bagiPenguatan Tematik Sistem Inovasi

Ada tiga elemen yang mengindikasikan kondisi saat ini kerangka
umum yvang kondusif bagi penguatan pelayanan publik berbasis TIK.
Pertama, regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Pekalongan tentang penerapan pelayanan publik  berbasis
suprastruktur, infrastruktur dan infastruktur TIK terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Integrasi-Interoperabilitas Antar-SIM/Database dan Aplikasi.

2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Nama Sub Domain pekalongankota.go.id bagi Situs
Web Resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota
Pekalongan.

3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pemerintah Kota Pekalongan.




10.

11,

12.

13.

14.

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 9a Tahun 2010 tentang
Pemanfaatan Layanan Mobile Community Access Point (M-CAP)
Pemerintah Kota Pekalongan.

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12A Tahun 2010 tentang
Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis Free Open Source Software
(FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 20/08 Tahun 2010 tentang
Perubahan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Kota
Pekalongan.

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Teknologi Informasi Pemerintah Kota Pekalongan
Tahun 2009-2013.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Sistem Informasi Managemen Pemerintah Daerah (SIMDA) Kota
Pekalongan.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/024 Tahun 2010
tentang Kewajiban Pemakaian dan Pemanfataan Perangkat Lunak
Legal dan Free Open Source Software (FOSS) di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/026 Tahun 2010
tentang Pembentukan Tim Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis
Free Open Source Software (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan.
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/101 Tahun 2010
tentang Pembentukan Tim Help Desk Perangkat Lunak Legal
Berbasis Free Open Source Software (FOSS) Pemerintah Kota
Pekalongan.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/102 Tahun 2010
tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan
Perangkat Lunak Legal Berbasis Free Open Source Software (FOSS)
Pemerintah Kota Pekalongan.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/184 Tahun 2010
tentang Pembentukan Tim Penegak Kepatuhan Penerapan Software
Legal dalam Pemanfaatan Sarana Teknologi Informasi dan
Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/185 Tahun 2010
tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penerapan Software Legal




15.

16.

17.

18.

19,

20.

berbasis Free Open Source Software (FOSS) Pemerintah Kota
Pekalongan.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 050.05/064 Tahun 2010
tentang Pembentukan Tim Pengelola Mobile Community Access Point
(M-CAP) Pemerintah Kota Pekalongan.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/070 Tahun 2011
tentang Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Kota Pekalongan Tahun 2011-2013.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/035 Tahun 2011
tentang Chief Information Office rdan Komite Teknologi Informasi
dan Komunikasi Kota Pekalongan.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/071 Tahun 2011
tentang Integrasi dan Migrasi Aplikasi/SIM Teknologi Informasi dan
Komunikasi Berbasis Free Open Source Software (FOSS) Pemerintah
Kota Pekalongan.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/142 Tahun 2011
tentang Integrasi dan Migrasi SIMKEUDA Berbasis Free Open
Source Software (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan.

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 555/09 Tahun 2011
tentang Penetapan Pedoman Pembentukan Dewan Pendayagunaan
Teknologi Informasi dan KomunikasiKota Pekalongan.

Kedua, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 45 Tahun 2008, belum ada insentif yang diberikan oleh
Pemerintah Kota Pekalongan, baik dalam bentuk insentif pajak daerah,

insentif retribusi daerah, insentif bantuan modal maupun insentif dana
stimulan. Sedangkan jenis kemudahan yang diberikan adalah berupa
fasilitasi peningkatan sumber daya manusia bidang TIK dalam bentuk

pelatihan-pelatihan serta fasilitasi pembangunan VolP (Voice over
Internet Protocol).

Ketiga, pengembangan TIK sudah dimuat di dalam beberapa

dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan, yakni :

a.
b.

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Pekalongan Tahun 2010-2015.
Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota
Pekalongan Tahun 2008-2013.




Dalam hal ketersediaan database TIK, telah dibangun
infrastruktur pusat data (data center) vang dikelola oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

2.5.2. Kondisi Saat Ini Keterkaitan antara Penyedia dan Pengguna

IPTEKIN/Litbangyasa dalam Penguatan Tematik Sistem
Inovasi

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna IPTEKIN/Litbangyasa
dalam pengembangan teknoprener di Kota Pekalongan diindikasikan
oleh tiga elemen. Pertama, lembaga IPTEKIN/Litbangyasa yang ada di
Kota Pekalongan terkait dengan pengembangan TIK berasal dari
lembaga litbang pemerintah kota (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi),
perguruan tinggi (STMIK Widya Pratama, SMK negeri dan swasta) dan
lembaga penunjang (Dewan Riset Daerah).

Kedua, daya dukung kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa, baik dari
sisi sumber daya manusia maupun alokasi anggaran, terhadap
pengembangan TIK. Dalam hal sumber daya manusia
IPTEKIN/Litbangyasa, pengembangan TIK didukung oleh sumber daya
manusia yang berasal dari aparatur pemerintah kota (Dinas
Komunikasi dan Informatika serta SKPD lainnya), dosen dan
mahasiswa di perguruan tinggi (STMIK Widya Pratama), serta
masyarakat yang memiliki keahlian/kepakaran di bidang TIK.
Sedangkan dukungan anggaran yang berasal dari pemerintah kota
untuk pembiayaan program dan kegiatan di seluruh SKPD mencapai
Rp 4,978 miliar pada tahun 2011, yang berarti naik dari tahun
sebelumnya sebesar Rp 1,493 miliar.




Tabel 2.6. Kondisi Saat Ini Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi Kota Pekalongan 2015

Keranghka chqllmn Elemen Kerangka Indikator Elemen Kernngh
K l . In i Kebija [u SETER Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi

Jumlah rcgulam tcknologt Regulasi daerah yang tcrkuit dengan TIK dx antaranya
informasi dan komunikasi 1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang
i (TIK) Penggunaan Nama Sub Domain pekalongankota.go.id bagi Situs Web
inom dan bisnis (K1) Resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) Kota Pekalongan.
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Panduan
Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota
Pekalongan.
3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 9a Tahun 2010 tentang
Pemanfaatan Layanan Mobile Community Access Point (M-CAP)
Pemerintah Kota Pekalongan.
4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12A Tahun 2010 tentang Migrasi
Perangkat Lunak Legal Berbasis Free Open Source Software (FOSS)
Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 20/08 Tahun 2010 tentang
Perubahan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Kota

Pekalongan.

6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Rencana
mStrategtaTeknolog Informasi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2009-
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7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sistem
Informasi Managemen Pemerintah Daerah (SIMDA) Kota Pekalongan.

8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/024 Tahun 2010 tentang
Kewajiban Pemakaian dan Pemanfataan Perangkat Lunak Legal dan Free

Open Source Software (FOSS) di Lingkungan Pemerintah Kota

Pekalongan.

9. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/026 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Tim Migrasi Perangkat Lunak Lega.l Berbasis Free Open
Source Software (FOSS) Pemerintah Kota

10. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/101 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Tim Help Desk Perangkat Lunak Legal Berbasis Free Open
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Source Software (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan.

11. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/102 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Perangkat
Lunak Legal Berbasis Free Open Source Software (FOSS) Pemerintah
Kota Pekalongan.

12. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/184 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Tim Penegak Kepatuhan Penerapan Software Legal dalam
Pemanfaatan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan,

13. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/185 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Tim Fasilitasi Penerapan Software Legal berbasis Free
Open Source Software (FOSS) Pemerintah Kota

14, Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 050,05/064 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Tim Pengelola Mobile Community Access Point (M-CAP)
Pemerintah Kota Pekalongan.

15. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020.05/070 Tahun 2011 tentang
Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota
PekalonganTahun 2011-2013.

16. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/071 Tahun 2011 tentang
Integrasi dan Migrasi Aplikasi/SIM Teknologi Informasi dan Komunikasi
Berbasis Free Open Source Software (FOSS)Pemerintah Kota Pekalongan.

17. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/142 Tahun 2011 tentang
Integrasi dan Migrasi SIMKEUDA Berbasis Free Open Source Sofftware
(FOSS)Pemerintah Kota Pekalongan.

18. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 555/09 Tahun 2011 tentang
Penetapan Pedoman Pembentukan Dewan Pendayagunaan Teknologi
Informasi dan KomunikasiKota Pekalongan.

19, Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 020/035 Tahun 2011 tentang
CIOdanKomﬁermohgimhmusidanKomunﬁ:amKotaPeknlonm




Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka Piilar Pehgialen Tomatil Slatens Taorvsst

Inovasi Kebijakan Inovasi Kebijnkan Inovasi

, : . Mtad WW MMMM
Infrastruktur dasar Jenis dokumenperencanaan Dokumen perencanaan yang terkait dengan TIK :
pengembangan inovasi pengembangan TIK e RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.
dan bisnis * Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
Tahun 2010-2015.
¢ Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pekalongan
Tahun 2008—2013 ;

 Kelembagaan Sebaran lembaga Lembaga htbang pcmda (Kantor Riset. Tdmologi dan lnovam’), pctguruan
IPTEKIN/ Litbangyasa ﬁnsgl Iembaga penunja.ng(l)ewan Riset Dacrah Posyantek dan Wartek)
Sebaran SDM Sumber daya igyasa  yang terkait dengar

IPTEKIN/Li

Sebaran alokasi anggaran Alokasa anggaran IPTEKIN/Utbengyasa terutama berasal dari APBD

IPTEKIN/ Litbangyasa pemerintah kota. Pada tahun 2011 anggaran untuk belanja program dan
kegiatan TIK di seluruh SKPD sebesar Rp4,978 miliar, naik dari Rp1,493
. 7 mﬂiarpwa tahun 2010 =
IPTEKIN/Litbangyasa IPTEKIN/Litbangyasa si FOSS wﬂmmmmpmm

| "' Kemitraan strategis dan Sebaran kemitraan Kemitraandenganba‘bagmstakdwldcrﬂx.anmlainkememﬂianmset
interaksi, jaringan dan §GIEUN s g strategisTIK dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian
e PP PRR EEE T T pelayanan inovasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pustekkom
bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, LIPl, LKPP (Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Dewan Pendayagunaan TIK

Kota Pekalongan, PT Telkom, Asosiasi TIK, Komunitas TIK, Komunitas Open

Source, Kelompok Pengguna Linux Indonesia (KPLI) Kota Pekalongan, STMIK

Widya Pratama, SMK Negeri 2, SMK Syafi'i Akrom, SMK Muhammadiyah,




Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi

Mendorong budaya
kreatif-inovatif dan

Wahana interaksi pelaku  Jenis wahana interaksi

inovasi dan bisnis

Pansnamnbndayaheaﬁf Model

pelaku TIK

inmasidmmwiraumhaan

Model penguatan budaya
inovasi dan kewirausahaan
melalui pelatihan

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) TIK SMP, MGMP TIK SMA,
MGMP TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) SMK, dan MGMP KKPI
(Ketrampllan l{omputcr da.u Pengclolaan Info:mam] SMI{

. ICT Executive Forum dxperunmkka.n bag: cha.la SKPD,
¢ ICT Technical Forum diperuntukkan bagi Tim TIK SKPD,
« Telecenter/Broadband Learning Center.

< Forum wommu Nasional.

a ; .

Penyelen@aman pelaﬁhan pels.ﬁhan pmnl’aaﬂn TIK bagi pengguna sistem
(PNS/CPNS/Tenaga Honor, masyarakat) melalui program fasilitasi

peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi yang diselenggarakan di
BLC.

»l : 1 ‘;4 ! ! Ti " - [ ol T RS v
' i Utamaﬁumhhl3ﬁﬂk.dmldﬂm1?ﬁmas

91



Memperkuat fokas dan
keterpaduan kebijakan
pembangunan antir-
daerah dan pusat-
daerah (KS)

dalam pengembangan
inovasi dan bisais
daerah (K6)

Elemen Kerangka
Kebijakan Inovasi

Kebijakan

Jenis program reverse brain
drain

Indikator Elemen Kcrangh

Pilar Penguatan Tematik SBistem Inovasi

tan sejumlah 15 titik. e
Belum ada.

inovasi

Jenis media kampanye
inovasi
Penumbuhan usaha baru Model penumbuhan usaha
inovatif baru inovatif

Fokus pengembangan Badang fokus pengembangan
inovasi dan bisnis

Kelembagaan khusus  Jenis kelembagaan khusus '

, liwnmm
Standarisasi Sebaran aplikasi
standardisasi internasional

ﬁébéill:e, stasiun televisi lokal dan naﬁional. surat kabar lokal dan naamn" r al,
lainnya..

Fokus pcngembangm 'I'IK di Kom Pckalon@n

1. TIK untuk mendorong pendidikan berkualitas.

2. TIK untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

3. TIK untuk mendorong good governance/ public service,
4.TIK untuk mendorong elnonomi l:reatif

. Dewan Pendayagunaan 'n:knolngl Infmmasi dan Komuuﬂmm {DP’HK]
» Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (KTIK),

¢ Chief Information Officer (CIO).

« Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi SKPD.

« Pusat Komunikasi Masyarakat

Pengembangan TIK sudah menerapkan standar internasional melalui
penggunaan perangkat lunak [agﬁwme,uega]
Belum ada, baru tahap p
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Sumber : Bidang Daya Saing Daerah, PPKPDS BPPT (2014), Pemetaan Kapasitas Inovasi Daerah (RIDA) Kota PekalonganTahun 2014; Alkadri (2015), “Pemetaan
Kapasitas Inovatif di Kota Pekalongan,” Makalah, tidak dipublikasikan.




Ketiga, hasil IPTEKIN/Litbangyasa yang terkait dengan
pengembangan TIK sudah diabsorpsi oleh berbagai pihak,baik dari

unsur pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pelaku bisnis maupun
masyarakat.

2.5.3. Kondisi Saat Ini Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi
dan Bisnis dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi

Kondisi interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis
dalam pengembangan TIKdi Kota Pekalongan diindikasikan oleh tiga
elemen. Pertama, jalinan kemitraan strategis dengan berbagai
stakeholder TIK, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informasi,
Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pustekkom
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, LIPI, LKPP (Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), PT Telkom, Dewan
Pendayagunaan TIK Kota Pekalongan, Asosiasi TIK, Komunitas TIK,
Komunitas Open Source, Kelompok Pengguna Linux Indonesia (KPLI)
Kota Pekalongan, STMIK Widya Pratama, SMK Negeri 2, SMK Syafili
Akrom, SMK Muhammadiyah, MGMP (Musyawarah Guru Mata
Pelajaran) TIK SMP, MGMP TIK SMA, MGMP TKJ (Teknik Komputer dan
Jaringan) SMK, dan MGMP KKPI (Ketrampilan Komputer dan

Pengelolaan Informasi) SMK.

Kedua, sebaran peningkatan difusi inovasi TIK di antaranya dalam
bentuk :

» Migrasi penggunaan legal software berbasis FOSS, yang tersebar di
pemerintahan (14 SKPD, 4 kecamatan, 47 kelurahan), pendidikan (7
SMA/SMK Negeri, 17 SMP Negeri, 99 SD Negeri), kesehatan (RSUD),
dan lain-lain. Bentuk-bentuk aplikasinya antara lain aplikasi SIM
(SIM Keuangan Daerah, SIM Perencanaan, SIM Monitoring dan
Evaluasi Program, SIM Layanan dan Manajemen RSUD, SIM
Puskesmas, SIM Gaji, SIM Pegawai, SIM Hukum, SIM Monitoring

Menara Telekomunikasi, SIM Monitoring Program Raskin, SIM
Rujukan Online antara RS dan Puskesmas, SIM Perencanaan

Pembangunan Daerah), aplikasi PPDB (penerimaan peserta didik
baru) secara online (kerja sama dengan Pustekom Kemendikbud),




aplikasi buku sekolah elektronik (BSE), serta beberapa aplikasi
lainnya.

CAP (community access point) terdiri dari telecenter LPM di 47
kelurahan dan 4 kecamatan, percontohan telecenter RW, telecenter
UKM Batik City di Pasar Grosir Batik Setono, telecenter Museum
Batik, telecenter LPPAR, telecenter PKK, telecenter TIK Batik-Net
(Broadband Learning Center), dan telecenter Kampoeng Batik
Kauman dan Kampoeng Wisata Batik Pesindon.

M-CAP (mobile community access point) yang berfungsi sebagai unit
pembelajaran TIK, akses internet, akses layanan telepon dan
kegiatan diseminasi informasi secara audio visual.

Ketiga, jenis wahana interaksi antar pelaku inovasi dan bisnis dalam

konteks pengembangan TIK di antaranya adalah :

L]

ICT Executive Forum diperuntukkan bagi Kepala SKPD.
ICT Technical Forum diperuntukkan bagi Tim TIK SKPD.
Telecenter/ Broadband Learning Center.

Forum e-Government Nasional.

2.5.4. Kondisi Saat Ini Budaya Kreatif-Inovatif dalam Penguatan

Tematik Sistem Inovasi

Penguatan budaya kreatif-inovatif dan bisnisdalam konteks

pengembangan TIK di Kota Pekalongan diindikasikan oleh empat

elemen. Pertama, elemen pendidikan dan pelatihan. Model penguatan

budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan
adalah berupa :

Pengembangan kandungan TIK dalam kurikulum pendidikan, baik
di level perguruan tinggi maupun jenjang sekolah menengah
(SMA/SMK). Seluruh SMA/MA/SMK negeri dan swasta (30 sekolah)
telah memiliki Laboratorium Komputer dan 92,58% gurunya telah
terlatih memanfaatkan TIK. Pada jenjang SMP/MTs negeri dan
swasta yang berjumlah 27 sekolah, semuanya juga sudah
mempunyai Laboratorium Komputer dan 921,58% gurunya sudah
mengikuti pelatihan pemanfaatan TIK. Begitu pula halnya di level
SD/MI negeri dan swasta dimana seluruh 148 sekolah telah punya
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Laboratorium Komputer dan 70,64% gurunya telah terlatih
memanfaatkan TIK.

¢ Pendirian pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat
berbasis TIK (internet based) ditingkat RW melalui integrasi
perpustakaan dan telecenter di tingkat RT/RW.

Sedangkan melalui jalur pelatihan adalah dalam bentuk pelatihan-
pelatihan pemanfaatan TIK secara rutin bagi pengguna sistem
(PNS/CPNS/Tenaga Honor, masyarakat] melalui program fasilitasi
peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi yang
diselenggarakan di BLC (broadband learning center). Dengan adanya
pelatihan secara terus menerus, pegawai pemerintah dan masyarakat
akan terbiasa berkreativitas melalui pemanfaatan TIK tersebut.

Kedua, elemen pengelolaan teknologi masyarakat dan reverse brain
drain. Dalam konteks pengembangan TIK, model pengelolaan TIK
dilakukan melalui Metropolitan Area Network BATIK-Net, yang dibagi
menjadi enam klaster, vaitu klaster A Network Operating Control (NOC)
sejumlah 35 titik, klaster B Kecamatan Pekalongan Barat sejumlah 17
titik, klaster C Kecamatan Pekalongan Selatan sejumlah 13 titik,
klaster D Kecamatan Pekalongan Timur sejumlah 16 titik, klaster E
Kecamatan Pekalongan Utara sejumlah 13 titik, dan klaster F Dinas
Kesehatan sejumlah 15 titik. Sedangkan program reverse brain drain
belum ada.

Ketiga, elemen apresiasi dan kampanye inovasi. Penguatan budaya
kreatif-inovatif melalui sub-elemen apresiasi inovasi di antaranya
melalui penyelenggaraan Ki Hajar Award, Indonesia Open Source
Award, e-Government Award, ICT Pura Award, Innovative Regional
Award daninnovating Leadership Awards. Sedangkan penguatan
budaya kreatif-inovatif melalui sub-elemen kampanye inovasi
diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi atau diseminasi melalui
website, stasiun televisi lokal dan nasional, surat kabar lokal dan
nasional, lainnya.

Keempat, elemen penumbuhan usaha baru inovatif. Penumbuhan
usaha baru dilakukan melalui model pengembangan wirausaha
berbasis TIK.




2.5.5. Kondisi Saat Ini Fokus dan Keterpaduan Kebijakan
dalamPenguatan Tematik Sistem Inovasi

Fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan dalam
pengembangan TIK di Kota Pekalongan dapat dilihat dari tiga elemen
berikut. Pertama, fokus pengembangan TIK adalah :

1. TIK untuk mendorong pendidikan berkualitas.

2. TIK untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

3. TIK untuk mendorong good governance/public service.
4. TIK untuk mendorong ekonomi kreatif.

Melalui keempat fokus pengembangan TIK di atas, Kota
Pekalongan bersiap menuju kota digital atau kota broadband (e-
Pekalongankota). Ada empat pilar yang ditempuh untuk mewujudkan
kota digital tersebut, yakni :

1. Pengembangan infrastruktur TIK.

2. Peningkatan e-literacy atau melek TIK.

3. Pengembangan regulasi dan tata kelola.

4. Penguatan kelembagaan pengembangan infostruktur/aplikasi/SIM
open source,

Kedua, keterpaduan kebijakan pembangunan TIK dilakukan
melalui pengembangan kerja sama daerah yang terdiri dari ;

¢ Kerja sama antardaerah (KSAD) : belum ada.

e Kerja sama dengan pihak ketiga (KSPK) : Kementerian Riset,
Teknologi dan Perguruan Tinggi, Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, BPPT, LIPI, LKPP, PT Telkom, Komunitas TIK,
KPLIL.

e Kerja sama luar negeri : belum ada.

Ketiga, kelembagaan khusus. Penguatan fokus dan keterpaduan
kebijakan pembangunan antar daerah dan daerah-pusat melalui
elemen kelembagaan khusus di antaranya dilakukan dengan
membentuk beberapa lembaga berikut :

1. Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(DPTIK).

2. Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (KTIK).
3. Chief Information Officer (CIO).
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4. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi SKPD.
5. Pusat Komunikasi Masyarakat

2.5.6. Kondisi Saat Ini Penyelarasan Dinamika Global ke dalam
Penguatan Tematik Sistem Inovasi

Penyelarasan dinamika global di dalam pengembangan TIKbaru
dilakukan melalui elemen lingkungan (dalam bentuk paperless office),
elemen standarisasi (berupa penggunaan perangkat lunak legal) dan
elemen hak kekayaan intelektual (pembekalan pengetahuan tentang
HKI). Sedangkan penyelarasan dalam elemen ketenagakerjaan belum
ada.




BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
DI KOTA PEKALONGAN

Penguatan sistem inovasi merupakan pilar penting dalam
membawa Indonesia ke era ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-
basedeconomy) dan masyarakat berpengetahuan (knowledge-based
society). Karena itu, pembangunan Indonesia yang progresif perlu
menjadikan penguatan sistem inovasi. Penguatan sistem inovasi dapat
memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya saing,
pertumbuhan dan kesejahteraan, peningkatan produktivitas dan
penghematan sumber daya, baik pada skala nasional maupun daerah.

Kota Pekalongan yang mempunyai posisi strategis®dan penghasil
batik nomor satu di Indonesia, membutuhkan penguatan sistem
inovasi daerah agar proses percepatan pembangunan di kota ini dapat
diwujudkan segera. Dalam mengimplementasikan penguatan sistem
inovasi daerah, Kota Pekalongan tentu harus mengenali tantangan dan
peluang yang dihadapinya. Adapun tantangan dan peluang penguatan
sistemn inovasi daerah di Kota Pekalongan akan diuraikan di bawah ini.

3.1. PEMBANGUNAN BERBASIS PENGETAHUAN

Pengetahuan merupakan modal penting bagi suatu daerah dalam
meraih pertumbuhan ekonomi vang tinggi di zaman sekarang dan masa
mendatang. Penerapan pengetahuan dalam pembangunan
perekonomian suatu daerahakan memberi kesempatan tumbuhnya
sistem ekonomi yang mempunyai daya saing dan inovatif.

Bank Dunia pun telah merumuskan empat pilar penting yang
dibutuhkan dalam menumbuhkembangkan ekonomi berbasis
pengetahuan. Pertama, sebuah rezim ekonomi dan kelembagaan yang
memberikan insentif bagi efisiensi penggunaan pengetahuan yang ada
dan baru dan berkembangnya kewirausahaan. Kedua, populasi yang
terdidik dan terampil yang dapat membuat, berbagi dan menggunakan
pengetahuan dengan baik. Ketiga, sebuah sistem inovasi efisien
perusahaan, pusat penelitian, universitas, konsultan dan organisasi

*Berada di jalur utara Pulau Jawa (Pantura) yang dikenal sebagal salah satu jalur transportasi terpadat di
negeri ini.
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lain.Keempat, teknologi informasi dan komunikasi yang efisien dan
fasilitatif.

Salah satu prinsip dasar dari ekonomi berbasis pengetahuan
adalah inovasi.® Ekonomi di Kota Pekalongan sudah seharusnya
bergerak dari ekonomi yang mendorong pada investasi menjadi inovasi.
Pemerintah, swasta dan universitas di kota ini harus saling bersinergi
guna mewujudkan sistem ekonomi inovatif di kota tersebut. Lembaga-
lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi dan sekolah
kejuruan dan sekolah teknis, harus menghidupkan kembali perannya
sebagai pemimpin penelitian dan inovasi, lebih proaktif dalam melayani
penciptaan pengetahuan dari pada sekedar transfer pengetahuan.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing dan telah
terbukti berhasil diterapkan di banyak negara maju adalah
memperkuat sistem inovasi. Sistern inovasi mampu membangkitkan
kreativitas dan inovasi yang diperlukan agar produk-produk sebuah
daerah dapat bersaing secara langsung dengan produk daerah/negara
lain, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan
menggunakan berbagai indikator pembanding, posisi relative
penguatan sistem inovasi Kota Pekalongan ternyata lebih berkembang
dibandingkan beberapa daerah di sekitarnya.

Dengan mencermati persoalan yang dihadapi oleh Kota
Pekalongan dan memetik pelajaran berharga dari negara/daerah lain
yang dinilai berhasil, dapat diidentifikasi empat elemen strategis yang
perlu diperbaiki dalam penguatan sistem inovasi di Kota Pekalongan
guna menghadapi tantangan pembangunan ekonomi berbasis
pengetahuan, yaitu :

1. Perbaikan dalam kondisi dasar sebagai prasyarat penguatan sistem
inovasi, vakni terkait hal-hal berikut :

a. Masih terbatasnya pemahaman pembuat kebijakan dan para

pemangku kepentingan di Kota Pekalongan tentang penguatan

sistem inovasi.

"Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Penerapan dan Pengembangan limu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek), inovasi
adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan
penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru,atau cara baru untuk menerapkan fimu
pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk 2tau proses produksl.
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b. Masih sedikitnya kepakaran, praktik atau contoh keberhasilan,

dan praktisi dalam mendorong gerakan yang dapat memberikan
pengaruh signifikan pada penguatan sistem inovasi di berbagai
bidang dan/atau tataran/konteks tertentu.

. Belum adanya sinkronisasi penguatan sistem inovasi dalam

pembangunan berbagai urusan wajib dan urusan pilihan yang
diselenggarakan oleh SKPD-SKPD di Kota Pekalongan.

. Keterbatasan basis data dan indikator sistem inovasi yang

berkualitas sebagai landasan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah,
serta proses pembelajaran dan perbaikan kebijakan.

. Perbaikan dalam enam isu pokok kerangka kebijakan penguatan

sistem inovasi, yaitu perbaikan dalam hal :

a.

Kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan
bisnis, terutama berkaitan dengan elemen basis data (database),
regulasi, insentif, infrastruktur dasar pengembangan klaster
industri, penembangan jaringan inovasi dan pengembangan
teknoprener.

. Kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa, daya dukung

IPTEKIN/Litbangyasa serta kemampuan absorpsi usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM) vang saat ini masih terbatas.

. Interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnisdalam

pengembangan kiaster industri dan pengembangan teknoprener
yang hingga kini juga masih terbatas.

. Pengembangan budaya kreatif-inovatif dalam masyarakat Kota

Pekalongan (pelaku bisnis, pembuat kebijakan, para pelaku
litbang, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum),
terutama dalam mendukung pengembangan klaster industri,
pengembangan teknoprener dan pengembangan tematik sistem

inovasi.

. Fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan daerah,

terutama dalam hal pengembangan klaster industri (perikanan
dan perbatikan) yang hingga kini belum berjalan sebagaimana
diharapkan, pengembangan jaringan inovasi, pengembangan
teknoprener (wirausaha baru) dan pengembangan tematik sistem

inovasi.
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f. Internalisasi dinamika global, terutama berkaitan dengan aspek
lingkungan, standarisasi, HKI dan ketenagakerjaan.

4. Perbaikan dalam kepeloporan dan kepemimpinan (formal maupun
nonformal) yang visioner dan transformasional dengan komitmen
tinggi untuk melakukan perubahan dalam perspektif jangka
panjang.

5. Perbaikan koherensi kebijakan di berbagai bidang pembangunan
daerah, baik dalam konteks urusan wajib maupun urusan pilihan.

3.4. OTONOMI DAN DAYA SAING DAERAH

Diberlakukannya era otonomi daerah melalui Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 vyang kemudian
diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 dan terakhir diperbaharui lagi dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, memberikan peluang kepada Kota Pekalongan untuk lebih
leluasa mengelola daerahnya demi meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.Untuk
merealisasikan tujuan pemberian otonomi daerah ini, Kota Pekalongan
dapat menerapkan seluruh elemen penguatan sistem inovasi ke dalam
berbagai proses pembangunan kota. Melalui penguatan sistem inovasi,
segenap potensi dan pelaku ekonomi di Kota Pekalongan dapat
dikerahkan secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan
perkembangan yang terjadi pada tingkat nasional maupun global.
Bagaimanapun juga, melalui otonomi daerah Kota Pekalongan tetap
dihadapkan pada :

e Intensitas persaingan nasional (antardaerah otonom) dan global yang
terus meningkat.

» Intensitas persaingan pasar domestik dan pasar luar negeri yang
semakin cepat dan kompleks.

e Siklus produk vang semakin pendek karena cepatnya kemajuan

teknologi dan perubahan tuntutan/selera konsumen.
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3.4. ISU-ISU UTAMA NASIONAL

3.3.1. Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI)

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomilndonesia
(MP3EI) Tahun 2011-2015 merupakan fokus pemerintah dalam
pembangunan Indonesia kedepan menuju 12 besar kekuatan ekonomi
dunia pada tahun 2025 dan 8 besar pada tahun 2045, dengan target
pendapatan per kapita berkisar USD14.250 - USD 15.500 dan nilai
total perekonomian (PDB) berkisar USD4,0 - USD4,5 triliun. Untuk
mewujudkan target-target ini, diperlukan pertumbuhan ekonomi riil
sekitar 6,4-7,5 persen pada periode 2011-2014, lalu 8,0-9,0 persen
pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan
dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode
2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan
dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju. MP3EI
juga mengamanatkan pentingnya penguatan kapasitas inovasi untuk
mendukung tercapainya kondisi ekonomi nasional vang lebih maju.

Salah satu langkah untuk mencapai kekuatan besardunia tadi
adalah memacu dan memperluas perkembangan ekonomi yang
inklusifdan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah telah membagi
wilavah NKRI menjadi enam koridor ekonomi, yaitu :

1. Koridor Ekonomi Sumatera yang berperan sebagai sentra produksi
dan hasil bumi dan lumbung energi nasional.

2. Koridor Ekonomi Jawa yang mengemban peran sebagai pendorong
industri dan jasa nasional.

3. Koridor Ekonomi Kalimantan dengan peran menjadi pusat produksi
dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.

4, Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan
hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pertambangan
nikel nasional.

5. Koridor Ekonomi Bali Nusa Tenggara dengan peran sebagai pintu
gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional.

6. Koridor Ekonomi Papua dan Maluku yang mendapat peran sebagai
pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan

nasional.
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Sebagai pendorong industri dan jasa nasional, Koridor Ekonomi
Jawa dibagi menjadi lima pusat ekonomi, yaitu Jakarta, Bandung,
Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.Kegiatan ekonomi utama yang
diusung Koridor Ekonomi Jawa adalah :

Makanan dan minuman.
Tekstil.

Peralatan transportasi.
Perkapalan.

Telematika.

Alutsista.

R

Merujuk pada sebaran pusat ekonomi dan kegiatan ekonomi
utama yang terdapat di Koridor Ekonomi Jawa di atas, maka Kota
Pekalongan berpeluang berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan
pusat ekonomi Semarang serta memacu dan memperluas kegiatan
ekonomi industri dan jasa tekstil, makanan dan minuman dan
telematika.

3.3.2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab
(good governance) di Kota Pekalongan baru tercapai apabila dalam
penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi memiliki jaringan
dan interaksi yang setara dan sinergi. Interaksi dan kemitraan
tersebut dapat berkembang jika ada kepercayaan (trust), transparansi,
partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti. Good governance
akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan Walikota yang
berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Pemerintah Kota Pekalongan akan dapat mencapai kinerja yang
optimal dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan
nasional dan global melalui manajemen pemerintahan yang efisien dan
didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang teruji.
Implementasi good governance di Kota Pekalongan memerlukan upaya
yang sungguh-sunguh berkaitan dengan penataan organisasi dan tata
kerja, pemantapan sistem manajemen, serta peningkatan kompetensi
sumber daya aparatur. Penataan organisasi pemerintah kota
didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan,
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program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan pada
terbangunnya struktur birokrasi yang ramping, efisien, efektif,
bertanggung jawab dan terbuka. Penyederhanaan tata kerja dalam
hubungan intra dan antar aparatur, serta antara aparatur dan
masyarakat dikembangkan terarah pada penerapan pelayanan prima
vang efektif, dan mendorong peningkatan produktivitas kegiatan
pelayanan aparatur dan masyarakat.

Pengembangan sistem manajemen pemerintahan Kota Pekalongan
diprioritaskan pada revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan
kebijakan dan pelayanan publik yang kondusif, transparan dan
akuntabel, disertai dukungan sistem informasi manajemen yang
handal. Saat ini Kota Pekalongan sudah mengembangkan dan
mengaplikasikan beberapa sistem informasi manajemen di bidang
pemerintahan. Peran birokrasi di Kota Pekalongan sebaiknva lebih
difokuskan sebagai agen pembaharuan, sebagai motivator dan
fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya swakarsa dan swadaya
serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan dunia usaha.

Peningkatan profesionalisme aparatur Kota Pekalongan harus
ditunjang dengan integritas vang tinggi, vakni (a) memiliki komitmen
yang tinggi mewujudkan good governance, (b) memiliki kompetensi yang
dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan
kebijakan publik, (c) berkemampuan melaksanakan tugas dengan
terampil, kreatif dan inovatif, (d) disiplin dalam bekerja berdasarkan
sifat dan etika profesional, (e} memiliki daya tanggap dan sikap
bertanggung gugat (akuntabilitas), (f) memiliki derajat otonomi yang
penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan
berbagai keputusan sesuai kewenangan, dan (g) memaksimalkan
efisiensi, kualitas dan produktivitas.

Arah kebijakan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good
governance pada Pemerintah Kota Pekalongan diarahkan untuk
reformasi birokrasi melalui penataan organisasi pemerintah
kota,pemantapan sistem manajemen yang terintegrasi dan terpadu
melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta

peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.
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3.3.3. Pengarusutamaan Sistem Inovasi

Di era pengetahuan dewasa ini, peningkatan daya saing dan
kohesi sosial merupakan tumpuan bagi pewujudan kesejahteraan
rakyat (kemakmuran) yang semakin tinggi dan semakin adil.
Kecenderungan perkembangan juga meningkatkan pemahaman bahwa
daya saing tak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam setempat,
melainkan faktor-faktor buatan (fikir dan ikhtiar), terutama
pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan
yang mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terus-
menerus. Karena itu, daya saing semakin ditentukan oleh sistem
inovasi dalam upaya mengembangkan potensi spesifiknya.

Bagi Kota Pekalongan, kemampuan inovasi merupakan faktor daya
saing yang sangat penting. Namun demikian, ada beberapa tantangan
vang harus dihadapi Kota Pekalongan, sehingga memerlukan
pendekatan penguatan sistem inovasi, yaitu :

1. Pengembangan potensi ekonomi, pengembangan iklim wusaha,
pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin)
serta penguatan sistem inovasi di daerah.

Isu ini berkaitan dengan belum optimalnya upaya pengembangan
potensi ekonomi daerah, rendahnya daya saing beberapa produk
industri (termasuk UMKM)] dan ketergantungan terhadap impor
bahan baku pada industri tekstil dan produk tekstil. Di samping
itu, juga berkaitan dengan masih terbatasnya pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah pada
pengembangan potensi ekonomi. Hal ini terjadi akibat terbatasnya
kapasitas inovatif daerah dan belum kuatnya sistem inovasi daerah,

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam
peningkatan daya saing dan pengembangan produk unggulan
daerah di Kota Pekalongan adalah branding, promosi, pemanfaatan
iptekin, mengembangkan kewirausahaan dan iklim usaha. Tidak
kalah pentingnya adalah penguatan sistem inovasi daerah dalam
mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah.

2. Infrastruktur dan kerja sama dalam pengembangan potensi daerah.
Pentingnya isu infrastruktur terkait dengan terbatasnya sarana dan
prasarana pendukung penanaman modal bagi pengembangan
usaha di daerah, prasarana dan sarana penunjang transportasi,

106




untuk mendukung perikanan dan bongkar muat di Pelabuhan
Perikanan Nusantara Pekalongan, serta untuk pemberdayaan
masyarakat. Disamping itu, juga untuk ketersediaan prasarana dan
sarana dasar permukiman, sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal, sarana dan
prasarana olahraga, sarana dan prasarana pendukung pelayanan
kesehatan dan penunjang pelayanan medis, pelavanan KB, dan
juga untuk optimalisasi pengelolaan persampahan. Juga sangat
penting penyediaan prasarana dan sarana untuk peningkatan
kinerja pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.

Isu strategis lain dalam pengembangan potensi daerah adalah
terbatasnya kerjasama dalam penanaman modal, pelayanan publik
dan kesejahteraan masyarakat. Perlu dikembangkan kerja sama
antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dengan
kementerian dan kelembagaan pemerintah pusat dan dengan dunia
usaha dalam dan luar negeri. Upaya mengatasi isu strategis ini
ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana dan kerjasama dalam berbagai bidang guna menunjang
pengembangan potensi ekonomi daerah untuk menjadi kota jasa,
pelaksanaan pendidikan, pelayanan kesehatan dan olahraga, serta
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
dalam mendukung Pekalongan sebagai Kota Jasa.

Isu strategis di bidang pendidikan terkait dengan akses, pemeratan,
mutu dan relevansi pendidikan. Juga terkait dengan integritas
moral penyelenggaraan pendidikan serta peranserta masyarakat.
Pendidikan yang dikembangkan adalah yang mampu menyediakan
sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama pencapaian
dan berkembangnya Pekalongan sebagai Kota Jasa.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan
dilakukan dengan peningkatan manajemen pendidikan, mutu dan
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat di
semua jalur, jenjang dan satuan pendidikan. Pembangunan
pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi
pendidikan, pengguna dan pemerintah kota untuk mencapai
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kualitas sumberdaya manusia Kota Pekalongan yang berbasis
religiusitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, inovatif,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu beradaptasi
dengan perubahan zaman serta tuntutan kebutuhan pasar.

Kemiskinan dan upaya pemberdayaan masyarakat.

Angka pengangguran yang cukup tinggi dapat menyebabkan
kemiskinan meningkat, untuk itu perlu peningkatan efisiensi pasar
tenaga kerja dan adanya perbaikan dalam penyediaan lapangan
kerja serta peningkatan kualitas tenaga Kkerja, sehingga dapat
menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan daya saing
Kota Pekalongan.

Isu ini terkait dengan partisipasi masyarakat dalam
penanggulangan kemiskinan, kualitas hidup keluarga miskin,
indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatkan sumber
pendapatan masyarakat, meningkatkan kesetiakawanan sosial
masyarakat. Untuk mengatasinya harus dilakukan dengan
pendataan akurat dan sinergi program penanggulangan
kemiskinan, diantaranya tersedianya database kemiskinan,
bantuan produktif untuk keluarga miskin yang tepat sasaran dan
manfaat, upaya akses keluarga miskin untuk sekolah, sehat dan
berusaha dan berkurangnya kesenjangan ekonomi dalam
masvarakat.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan.

Isu lingkungan hidup merupakan isu strategis yang berjalan seiring
globalisasi dan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup
manusia. Penataan ruang yang sinergis (sinergi antar wilayah dan
antar instansi) serta bersifat berkelanjutan akan membawa dampak
besar dalam pengembangan Kota Pekalongan ke depan.
Pengendalian pemanfaatan ruang, baik didalam pengendalian izin
dan pengawasan Kkesesuaian izin, ditandai dengan adanya
koordinasi diantara instansi terkait.Isu ini sangat terkait dengan
kesadaran dan sikap peduli masyarakat dalam pelestarian
lingkungan, kemampuan aparat dalam pengelolaan lingkungan,
pengurangan tingkat kerusakan lingkungan serta penurunan daya
dukung lingkungan.
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6. Pembangunan inklusif dan kesetaraan gender.

Pembangunan inklusif di Kota Pekalongan juga berkaitan
dengan isu tentang disparitas gender, keadilan gender, serta
peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks
pemberdayaan gender (IDG). Hal lain adalah keberpihakan dalam
kesetaraan dan keadilan gender, meningkatnya kapasitas
kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, dan
berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga.

7. Tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kota
Pekalongan semakin dituntut untuk menunjukkan kinerja baik
yang akuntabel, transparan dan responsif. Beberapa indikasi
kinerja yang baik ditandai dengan meningkatnya supremasi
hukum, aparatur yang semakin kompeten dan profesional, serta
meningkatnyva akuntabilitas dan transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintah kota. Pelaksanaan reformasi birokrasi
di Kota Pekalongan di antaranya adalah untuk peningkatan
penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan
efisien.

3.4. ISU-ISU UTAMA GLOBAL

3.4.1. Pemanasan Global dan Pembangunan Berbasis Ekologi

Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya temperatur
rata-rata di seluruh permukaan bumi yang disebabkan karena
akumulasi panas di atmosfer yang disebabkan oleh efek rumah kaca.
Akibat pemanasan global adalah memicu terjadinya perubahan iklim.
Oleh sebab itu,dalam melaksanakan pembangunannya Kota
Pekalongan harusberupaya mengantisipasi dampak dari perubahan
iklim melalui penyediaan infrastruktur berbasis ekologi guna
meningkatkan daya tahan terhadap setiap perubahan lingkungan,
dengan memfokuskan pada pengelolaan sumberdaya air, infrastruktur
dan permukiman, pertanian dan wilayah pesisir kelautan.

Penataan ruang Kota Pekalongan sebaiknya juga ditujukan untuk
mengatasi dampak yang akan berkontribusi pada peningkatan
pemanasan iklim mikrokota. Pembangunan yang seimbang antara
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pembangunan lingkungan fisik dan pelestarian lingkungan
dilaksanakan untuk mewujudkan lingkungan kota yang sehat untuk
generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Karena itu,
pembangunan Kota Pekalongan harus mempunyaitiga orientasi
pembangunan, yakni berorientasi pada pemerataan pertumbuhan,
berorientasi pada kepentingan kelestarian lingkungan, serta berbasis

pada kepentingan masvarakat.

Penyediaan infrastruktur kota berbasis ekologi memberikan
pemahaman bahwa setiap kebijakan atas penyediaan infrastruktur di
Kota Pekalongan harus memperhatikan dan mempertimbangkan akan
keberlangsungan dan kelestarian fungsi ekologi kota. Dalam
penyediaan sistem angkutan umum, misalnya, harus diarahkan
kepada penggunaan angkutan umum yang mampu mengurangi emisi
gas buang carbon (CO.). Sedangkan dalam penyediaan infrastruktur
yang lain, seperti pengelolaan sanitasi dan drainase kota serta upaya
penanggulangan rob, harus memperhatikan peningkatan kualitas
lingkungan, keseimbangan ekologis, serta melalui pemberdayaan
masyarakat. Selain itu, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak
perubahan iklim juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini
perlu dilakukan agar kegiatan pembangunan infrastruktur dapat
berlangsung secara berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial

maupun lingkungan.

Dalam penyediaan infrastruktur kota, saat ini Kota Pekalongan
juga dituntut mampu menyesuaikannya terhadap perkembangan
kemajuan teknologi informasi. Penguatan jaringan telekomunikasi dan
internet diharapkan dapat merata dan berfungsi secara optimal di
seluruh wilayah kota. Keberadaan teknologi informasi tersebut
diharapkan dapat menunjang aktivitas pelayanan publik, aktivitas
perkantoran serta aktivitas kemasyarakatan secara luas.

3.4.2. Smart City

Tantangan ke depan yang dihadapi Kota Pekalongan adalah
bagaimana mengelola kota tersebut dengan cerdas (smart city) ),
sehingga ke depan Kota Pekalongan menjadi lebih kompetitif dan layak
huni. Kota Pekalongan sudah mulai membangun smart city melalui
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).
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Kota hijau yang dimaksud di sini adalah pengefektifan dan
mengefisiensikan sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah,
menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin adanya kesehatan
lingkungan, dan mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan,
yang berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak
pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (lingkungan,
sosial, dan ekonomi).

Ke depan, pengembangan kota hijau di Kota Pekalongan perlu
dilengkapi dengan pengembangan teknologi hijau. Teknologi hijau
mulai marak sejak beberapa tahun yang lalu seiring dengan kesadaran
berbagai pihak akan kelestarian alam. Teknologi hijaua dalah teknik
untuk menghasilkan energi dan/atau produk yang tidak mencemari
atau meracuni lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memelihara
alam sekitar dan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas
manusia. Teknologi hijau adalah teknologi rendah karbon dan lebih
ramah lingkungan.

Teknologi hijau merujuk pada produk, peralatan, atau sistem yang
memenuhi kriteria-kriteria berikut:
+« Meminimalkan penurunan kualitas lingkungan, pembebasan gas
rumah kaca rendah atau tidak ada, aman digunakan dan membuat
lingkungan sehat serta lebih baik untuk semua kehidupan.
« Menghemat tenaga dan sumber asli.
« Menggalakkan sumber-sumber yang dapat diperbaharui.

Teknologi hijau mencakup bidang-bidang berikut :

« Energi terbarukan (renewable energi). Kebutuhan energi yang terus
meningkat berbanding terbalik dengan keberadaan sumber energi.
Sampai saat ini sumber energi utama di Indonesia berasal dari
bahan bakar fosil, dimana diperkirakan akan habis dalam waktu 12
tahun. Permasalahan ini ditambah dengan munculnya permasalahan
perubahan iklim akibat pemborosan energi melahir kanteknologi
hijau di bidang energi terbarukan.

« Bangunan hijau/ramah lingkungan (green building), yaitu segala
sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan rumah atau
infrastruktur ramah lingkungan. Penerapannya dimulai sejak

111




pemilihan bahan bangunan hingga lokasi pendirian diharapkan
mempertimbangan kelestarian lingkungan hidup.

« Kimiahijau (green chemistry), yaitu penemuan, rancangan dan
aplikasi produknya termasuk proses yang dijaga dari penggunaan
bahan beracun atau zat yang berbahaya bagi kehidupan.

» Teknologi nano hijau (green nano technology), yaitu penerapan kimia
hijau tingkat lanjut dengan prinsip-prinsip rekayasa teknologi yang
ramah lingkungan (environment friendly).

Beberapa tujuan utama dari penerapanteknologi hijau,yaitu:

« Keberlanjutan, dimana penerapanteknologi hijau tidak akan
mengancam kelestarian lingkungan hidup di masa mendatang.

¢ Desain daur ulang, dimana produk yang dihasilkan harus dapat
didaur ulang untuk menghasilkan produk sejenis.

« Konservasi sumber daya, ialah mengurangi limbah dan polusi
dengan cara mengubah pola produksi dan konsumsi.

» Inovasi, yvakni dengan cara mengembangkan teknologi alternatif
terhadap teknologi vang telah terbukti merusak kesehatan dan
lingkungan.

« Viabilitas, yaitu menciptakan pusat kegiatan ekonomi di sekitar
teknologi dan produk yang bermanfaat bagi lingkungan,
mempercepat pelaksanaannya dan menciptakan karier baru yang

benar-benar melindungi planet bumi.

Teknologi hijau sangat penting bagi bumi, namun produk-produk
inovasi tidak akan banyak bermanfaat jika tidak didukung oleh
konsumen vang peduli terhadap alam. Seluruh pihak yang terkait, baik
produsen, konsumen, maupun distributor harus sama-sama
menerapkan/mendukung teknologi hijau demi masa depan yang lebih
baik.

3.4.3. Millenium Development Goals

Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan
Milenium merupakan komitmen global para pemimpin dunia, yang
meliputi delapan aspek penting yang hendak diwujudkan sampai
dengan tahun 2015, yaitu :

1. Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan.
2. Menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk semua.




Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Menurunkan angka kematian anak.

Meningkatkan kesehatan ibu.

Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.
Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.

® N o u s W

Membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Sampai dengan tahun 2014, Kota Pekalongan telah berhasil
mencapai beberapa target yang terdapat di tujuh tujuan (lihat Gambar
3.1). Sedangkan target yang relatif berat untuk dicapai terkait dengan
aspek kesehatan, pendidikan dan kemiskinan. Tahun 2015 ini
merupakan tahun terakhir berlakunya MDGs.
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Gambar 3.1. Hasil Pencapaian MDGs Kota Pekalongan Hingga Tahun 2014

3.4.4. Sustainable Development Goals

Setelah berakhirnya era MDGs tahun 2015 ini, Kota Pekalongan
dihadapkan pada era sustainable development goals (SDGs). Sampai
saat ini, rumusan mengenai tujuan, target dan indikator SDGs belum
disepakati. Dalam laporan A New Global Partnertship @ Eradicate
Povertyand Transformation Economies Through Sustainable Development
yang dirilis oleh HLPEP (High-Level Panel of Eminent Persons)pada
bulan Mei 2013 di Denpasar, diusulkan tujuan SDGs sebanyak dua
belas dengan 54 target, yakni :

1. Mengakhiri kemiskinan fendpoverty).
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10.

11,

12,

Memberdayakan perempuan dan anak perempuan serta mencapai
kesetaraan gender (empower girls and women and achieve
genderequality).

Menyediakan pendidikan berkualitas dan pembelajaran seumur
hidup (provide quality education and lifelonglearning).

Menjamin kehidupan yang sehat (ensure healthylives).

Memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik (ensure food
security and goodnutrition).

Mencapai akses universal terhadap air dan sanitasi (achieve
universal access to water and sanitation).

Menjamin energi yang berkelanjutan (secure sustainableenergy).
Menciptakan lapangan kerja, mata pencaharian berkelanjutan dan
pertumbuhan berkeadilan (create jobs, sustainabie livelihoods, and
equitablegrowth).

Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan (manage
natural resource assetssustainably),

Memastikan tata kelola yang baik dan kelembagaan yang efektif
(ensure good governance and effectiveinstitutions).

Memastikan masyarakat yang stabil dan damaifensure stable and
peacefulsocieties).

Menciptakan lingkungan pemungkin global dan mendorong
keuangan jangka panjang (create a global enabling environment and

catalyze long-termfinance).

Selajutnya, berdasarkan hasil serangkaian konferensi, mulai dari

Rio+20 di Rio Janeiro bulan Juni 2012 hingga pertemuan ke-13 OWG

on

SDGs (Open Working Group on Sustainable Development Goals) di

New York tanggal 19 Juli 2014, telah dihasilkan 17 target SDGs - tanpa
dirinci target — sebagai berikut (BPS, Kajian Indikator Sustainable
Development Goals, 2014:12-13) :

1

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknyafend poverty in all
its forms everywhere).

Mengakhiri  kelaparan, mencapai ketahanan  pangandan
peningkatan gizi serta memajukan pertanian berkelanjutan (end
hunger, achieve food security and improved nutrition and promote
sustainable agriculture).
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10.

11,

12.

13.

Menjamin hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi
semua pada segala usia {ensure healthy lives and promote well-being
for all at all ages).

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta
mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua (ensure
inclusive and equitable quality education and promote lifelong
learning opportunities for all).

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua
perempuan dan anak perempuan (achieve gender equality and
empower all women and girls).

Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air
dan sanitasi untuk semua (ensure availability and sustainable
management of water and sanitation for all).

Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan,
berkelanjutan dan modern untuk semua (ensure access to
affordable, reliable, sustainable and modern energy for all).
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
ekonomi, menyediakan kesempatan kerja penuhdan produktif dan
menyediakan pekerjaan yang layak untuk semua (promote
sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and
productive employment and decent work for all).

Membangun infrastruktur yang tangguh, memajukan industrialisasi
yvang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi (build
resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable
industrialization and foster innovation).

Mengurangi ketimpangan di dalam negara sendiri dan di antara
negara-negaradi dunia (reduce inequality within and among
countries).

Menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh
dan berkelanjutan (make cities and human settlements inclusive,
safe, resilient and sustainable).

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
(ensure sustainable consumption and production patterns).
Mengambil tindakan penting untuk mengatasi perubahan iklim dan
dampaknya (take urgent action to combat climate change and its
impacts).
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14.

15.

16.

< 4

Melestarikan dan menggunakan samudera, laut dan sumber daya
kelautan untuk pembangunan berkelanjutan (conserve and
sustainably use the oceans, seas and marine resources for
sustainable development).

Melindungi, memulihkan dan mendorong pemanfaatan ekosistem
darat, pengelolaan hutan lestari, memerangi penggurunan,
menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan, serta
menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati (protect, restore
and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably
manage forests, combat desertification, and halt and reverse land
degradation and halt biodiversity loss).

Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk
pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap
keadilan bagi semua serta membangun institusi yang efektif,
akuntabel dan inklusifdi semua tingkatan (promote peaceful and
inclusive societies for sustainable development, provide access to
justice for all and build effective, accountable and inclusive
institutions at all levels).

Memperkuat pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global
untuk pembangunan berkelanjutan ( strengthen the means of
implementation and revitalize the global partnership for sustainable
development).

Kemudian, SDSN (Sustainable Development Solutions Network)

vang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 20 Maret
2015 di bawah kepimpinanan Jeffrey Sach, merilis sebuah

laporan(revised working draft version 7) pada tanggal 25 Juli 2014

dengan judul Indicators and a Monitoring Framework for SDGs :
Launching a Data Revolutions for SDGs. Di dalam laporan ini, SDSN
mengusulkan 10 tujuan dengan 30 target dan 100 indikator. Ke-10

tujuan tersebut terdiri dari :

1.

7
3.

Mengakhiri kemiskinan ekstrim termasuk kelaparan.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak.
Memastikan pembelajaran yang efektif untuk semua anak dan

remaja bagi kehidupan dan lingkungannya.
Mencapai kesetaraan gender, inklusi sosial dan hak asasi manusia

untuk semua.
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5. Mencapai kesehatan dan kesejahteraan di semua usia.

6. Meningkatkan sistem pertanian dan mencapai kemakmuran
pedesaan.

7. Memberdayakan kota yang inklusif, produktif dan tangguh.

8. Mengurangi perubahan iklim dan memastikan energi berkelanjutan.

9. Menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan pengelolaan air,
lautan, hutan dan sumber daya alam dengan baik.

10. Mentransformasikan tata kelola dan teknologi untuk pembangunan
berkelanjutan.

Setelah mengsulkan 10 tujuan di atas, di dalam laporan tersebut
SDSN juga memadukan usulannya tersebut dengan SDGs hasil OWG,
dengan cara mendetilkan 17 tujuan ke dalam 100 indikator utama dan
111 indikator tambahan.

Seberapa banyak tujuan, target dan indikator SDGs yang
diimplementasikan pada tahun 2016 nanti, baru akan diputuskan
dalam pertemuan OWG on SDGs pada bulan September 2015.

3.4.6. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pada KTT ke-9 di Bali Oktober 2003, para pemimpin ASEAN
menandatangani Declarationof ASEAN Concord Il (Bali Concord II).
Dalam  kesepakatan tersebut, para pemimpin berkomitmen
mewujudkan tiga pilar ASEAN Vision, yakni Masyarakat Ekonomi
ASEAN (ASEAN Economic Communify/AEC), Masyarakat Keamanan
ASEAN (ASEAN Security Community/ASC), dan Masyarakat Sosial
Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). Kemudian,
pada tanggal 20 November 2007, ketika KTT ke-13 ASEAN digelar di
Singapura, para pemimpin ASEAN menandatangani Piagam ASEAN
(ASEAN Charter) dan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Penandatanganan kedua dokumen tersebut menandai pengaturan yang
lebih formal bagi ASEAN, dan menyatakan kesepakatan tersebut
berdasarkan aturan main ASEAN.

Pembentukan MEA dilakukan melalui empat pilar kerangka
strategis, dimana setiap kerangka strategis terdiri dari beberapa
elemen, yaitu (lithat Gambar 3.2) :
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1.

ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal,
dengan lima elemen utama (a) aliran bebas barang, (b) aliran bebas
jasa, (c) aliran bebas investasi, (d) aliran modal yang lebih bebas
dan (e) aliran bebas tenaga kerja terampil. Selain itu, pilar ini juga
mencakup dua komponen penting lainnya (a) 12 sektor prioritas
dan (b) kerja sama di bidang, pangan, pertanian dan kehutanan.
Ke-12 sektor prioritas adalah produk pertanian, angkutan udara,
otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet,
tekstil dan apparel, pariwisata, produk kayu dan jasa logistik.
ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dengan
clemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas
kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan
e-commerce.

ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang
merata, dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah
dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV
(Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam) yang termuat dalam
Initiative for ASEAN Integration.

ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan
perekonomian global, dengan elemen pendekatan yang koheren
dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan

peran serta dalam jejaring produksi global.

Kawasan Ekonomi

Integrasi dengan
yang _“""V’ Saing Perekonomian
Tinggi Dunia
* Kebijakan

persalngan. * Pendekatan koheren
* Perlindungan terhadap hubungan
konsumen. ekonomi eksternal.
* HKI. * Partisipasi yang
* Pembangunan semakin meningkat
infrastruktur. dalam jaringan
* Parpajakan. suplal M.
* E-rommerce.

Gambar 3.2. Empat Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN
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Keempat pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di atas saling
berkaitan dan mendukung satu sama lain. Karena itu, pilar-pilar
tersebut membutuhkan koordinasi, konsistensi dan kesatuan arah
elemen-elemen dari setiap pilar, mulai dari perencanaan hingga
implementasi. Selain itu, keempat pilar tadi perlu didukung oleh riset,
capacity building sumber daya manusia, efektivitas kelembagaan dan
political will,

Babak baru kerja sama ekonomi ASEAN melalui MEA di atas tentu
saja berimplikasi langsung pada strategi dan kebijakan pembangunan
Kota Pekalongan sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia.
Beberapa pertanyaan di bawah ini pun menjadi pertimbangan dalam
menyusun strategi dan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan :

e Bagaimanakah kesiapan Kota Pekalongan dalam menghadapi
integrasi ekonomi regional tersebut ?

* Apakah Kota Pekalongan bisa mendapat manfaat dan keuntungan
dari perluasan pasar dan basis produksi tunggal tersebut atau hanya
akan menjadi penonton ?

* Apa saja langkah yang telah dilakukan dan yang akan ditempuh oleh
Kota Pekalongan ?

e Di sektor barang dan jasa apa saja Kota Pekalongan mempunyai
keunggulan ekspor, peluang investasi ?

¢ Bagaimana kesiapan tenaga kerja terampil (skilled labour) seperti
jasa perawat, apoteker, arsitek, akuntan, dokter, pelaut, ahli
konstruksi, tenaga perhotelan, akademisi, programmer, pakar IT,
serta profesional dan teknisi lainnya dalam mendukung aktivitas
perdagangan barang, jasa dan investasi ?

3.4.6. Perdagangan Bebas

Globalisasi berpengaruh terhadap perubahan paradigma dan pola
pikir masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Hal ini terutama
dipacu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
sangat pesat, sehingga transaksi informasi bukan lagi menjadi
hambatan dalam berkomunikasi maupun dalam melakukan transaksi.

Globalisasi merupakan realitas yang tidak dapat dihindari yang
menyebabkan liberalisasi perdagangan serta mendorong persaingan
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dalam perdagangan di pasar global. Dengan diberlakukannya
kesepakatan internasional tentang pengaturan perdagangan bebas,
baik untuk wilayah regional, nasional maupun internasional, maka
Pemerintah Kota Pekalongan memerlukan kesiapan sarana dan
prasarana sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah secara
berkelanjutan dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi.

Keunggulan kompetitif perekonomian Kota Pekalongan dapat
dirath melalui peningkatan daya saing produk-produk lokal,
peningkatan efisiensi produk, peningkatan infrastruktur perdagangan,
dan kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing serta
hambatan perdagangan bebas secara sistematis dihilangkan, dalam
konteks melindungi dan mempersiapkan daya saing produk lokal di
pasar bebas.

Pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu strategi
pengembangan ekonomi Kota Pekalongan, yang dapat diartikan
sebagai suatu usaha mengoptimalisasikan sumber daya lokal yang
melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan organisasi
masyarakat madani untuk mengembangkan kemandirian ekonomi
Kota Pekalongan dalam hal menciptakan lapangan kerjadan
pertumbuhan ekonomi. Secara umum, tujuan pengembangan ekonomi
lokal adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

2, Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal yang
melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi
masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.

3. Terbangun dan berkembangnya pola kemitraan dan aliansi strategis
dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara
stakeholder secara sinergis.

4. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung
upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal.

5. Terwujudnya (pertumbuhan dan pengembangan) Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (K-UMKM) yang berdaya saing dan
berkelanjutan.

6. Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB).
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7. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya
pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.

8. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat,
antarsektor dan antarwilayah.

Upaya kongkret dalam menghadapi globalisasi ekonomi,
kebijakan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi,yang
berdaya saing global berbasis potensiekonomi lokal, dengan jalan
menciptakan iklim usaha yang kondusif, berkeadilan dan beretika
dengan pola kerja sama yang sinergis.

Kebijakan tersebut harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur
perdagangan secara serius dan berkelanjutan. Hal ini dapat
meningkatkan daya saing Kota Pekalongan dalam menghadapi
perdagangan bebas. Infrastruktur yang memadai dapat menekan biaya
produksi sehingga peluang pengusaha dapat bersaing menghadapi
produk asing dalam perdagangan bebas. Selain itu, Pemerintah Kota
Pekalongan diharapkan memberikan dukungan dan fasilitas bagi
produk-produk lokal dalam meningkatkan daya saing industri
terhadap produk-poduk impor.

3.4.7. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif

Persaingan di era globalisasi yang semakin kompetitif menuntut
sumber daya manusia untuk terus menerus mampu mengembangkan
diri secara proaktif untuk beradaptasi dan responsif terhadap
perubahan-perubahan teknologi. Oleh karena itu, kebijakan
pembangunan di Kota Pekalongan harus diprioritaskan untuk
mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas (cerdas,
beriman, peduli, sehat jasmani dan rohani), memiliki keterampilan,

kreatif-inovatif serta berdaya saing tinggi.
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BAB IV

KONDISI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA
PEKALONGAN
YANG DIINGINKAN PADA TAHUN 2016-2020

Penentuan kondisi penguatan sistem inovasi daerah Kota
Pekalongan yang diinginkan untuk periode 2016-2020 didasarkan pada
kondisi penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan saat ini
sebagaimana telah dikemukakan pada Bab 2. Di dalam bab ini, kondisi
penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan yang diinginkan
untuk periode2016-2020 dikemukakan secara kualitatif. Sedangkan
kondisi kuantitatifnya setiap tahun akan dijabarkan di dalam rencana

aksi.

4.1. PILAR PENGUATAN EKOSISTEM INOVASI DAERAH

Sebagaimana dikemukakan dalam Subbab 2.1, ekosistem inovasi
daerah dikatakan sebagai sebuah struktur dasardalam sistem inovasi
karena merupakan pilar yang memiliki elemen kerangka kebijakan
inovasi secara lengkap, sehingga dalam pilar ini penguatan sistem
inovasi berjalan sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Berdasarkan hal
ini, maka kondisi pilar penguatan sistemm inovasi daerah yang
diinginkan pada tahun 2016-2020 pada intinya difokuskan pada
beberapa aspek di bawah ini :

1. Melengkapi elemen-elemen kerangka kebijakan inovasi yang belum
ada.

2. Menata dan memperkuat elemen-elemen kerangka Kkebijakan
inovasi yang sudah terbentuk.

3. Mensinergikan elemen-elemen kerangka kebijakan inovasi yang ada
dalam pilar penguatan ekosistem inovasi daerah dengan elemen-
elemen kerangka kebijakan inovasi yang ada di empat pilar sistem

inovasi lainnya.

Adapun kondisi kualitatif yang diinginkan dalam pilar penguatan
ekosistem inovasi daerah untuk periode 2016-2020 disajikan secara
ringkas dalam Tabel 4.1.
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Tabel 4.1. Kondisi Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang Diinginkan pada Tahun 2016-2020

Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka - -
Kebiiakan Inovasi Kebiial TR Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
““—I_

umum yang kondusif inmnﬁdm
bagi pengembangan
inovasi dan bisnis (K1)

Jcrda insentif ya.ng dnnginkan terkmt dtnga.n pengcmbangan im:wasf dan
bisnis terdiri dari :

a. Pengurangan/keringanan/pembebasan pajak daerah;

b. Pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi daerah;

¢. Pemberian bantuan modal dan/atau;

d. Pemberian dana stimulan,

Insentif pengembangan  Jenis insentif ﬁeng&mbangan
inovasi dan bisnis inovasi dan bisnis

jenis kemudahan terkait dengan pengembangan inovasi dan bisnis meliputi :
a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

b. Penyediaan sarana dan prasarana;

c. Penyediaan lahan atau lokasi;

d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau;

e. Percepatan ptmbms.n perizman




Kerangka Kebijakan Elemen Keranghka Indikator Elemen Kerangka : . :
Kitdiahan Tacvist Kebiiakan In ; Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

Ketersediaan database inovasi Péngc:mbangaﬁ database inovasi dan bisnis untuk level Kota Pcka.lnngan

dan bisnis secara terpusat dan online.
Memperkuat Kelembagaan ‘Sebaran lembaga _ o Penguatan peranlémbag
keterkaitan antara [PTEKIN/Litbangyasa IPTEKIN/Litbangyasa Pl

penyedia dan peagguna .
IPTEKIN/Litbangyasa . ali
(K2) » Pembx

Daya dukung Sebaran SDM .
IPTEKIN/Litbangyasa IPTEKIN/ Litbangyasa lembagalitbangpemda.
+ Meningkatnya peran dosen dan mahasiswa dalampengembangan
IPTEKIN/ Litbangyasa.

« Berkembangnya pelaku IPTEKIN/Litbangyasa di kalangan badan usaha.
= Meningkatnya inovatorTTC dari kalangan masyarakat.

124



Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka Dilas Vongiidten Miasist s Taovast Daerak
Inows: Kebi akan Inovasi Kebi akan Inovasi

Daya serap
IPTEKIN/ Litbangyasa

Peningkatan difusi inovasi

Wahana interaksi pelaku
innvaa; dan hisnm

Sebaran absurps: hasil Meningkatnya hasil IPTEKIN/Litbangyasa lembaga IPTEKIN/Litbangyasa di
IPTEKIN/ Litbangyasa Kota Pekalongan yangdiserap oleh pemerintah kota, masyarakat (TTG),
industri, UMKM dan pelaku bisnis lainnya.

Sebaran kemitraan strategis Perluasa.umhmmm kcmtmn sﬁ*amga mﬂukpma;ummmaidm bisnis di
dalam pemajuan inovasi daﬂ Kota, P;k‘alongan

Dbisnis
Meningkatnya difusi inovasi di Kota Pekalongan, baik dalam bentuk difusi
input inovasi (bahan baku/penolong), difusi proses inovasi (metode /teknik
produksi) dan difusi output inovasi (produk-produk inovatif).

s Tl L T el i e

peIa]ﬂ.l ;ml.wé.é; ﬂé:n 'biﬂm&

Mendorong budaya e .Penguatan budaya kreaﬁi‘- Mudel penguatan huda.}'a Berkembangnya l-:andungan krea.tmtas-ke:lnwamn dan knmpetensi

kreatif-inovatif dan inovatifdan

bisnis (K4} kewirausahaan melalai
jalur pendidikan dan
pelatihan

Pengelolaan teknologi
masyarakat dan reverse
brain drain

Apresiasi dan kampanye
inovasi

inovasi dan kewirausahaan tertentu dalammata pelajaran atau mata kuliah tertentu di jenjang SMK dan
melalui pendidikan perguruan tinggi.

Model pengelulaan tf:knularga. B::rkemhangnyaﬂuaeum Batik sehagm pusnt data dan infnrmasl bat:k
masyarakat pusat riset dan pengembangan ilmu desain batik, perpustakaan perbatikan,
pusat koleksi batik klasils, lawasan dan kontemporer.

e e T o a0 g 1

J¢ms pmgm reterse bmm

i : ; : tidleis

Jenis agenda apresiasi i inovasi Terselcnggaramra agmda apre:s:aaf inovasi s-eaara b&rka.la oleh anemtah
Kota Pekalongan, baik untuk skala lokal, karesidenan, maupun nasional.
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Keranghka Kebijakan Elemen Kerangka
Inovasi Kebijakan Inovasi

Indikstor Elsmen Kerangla Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah
Kebijakan Inovasi

Penumbuhan usaha baru
inovatif

TP T e I T IT 8 Fokus pengembangan.
keterpaduan kebijakan BT ETRS T

pembangunan antar-

daerah dan pusat- - ’
daerah (K5) Keterpaduan kebijakan

pembangunan inovasi dan
bisnis

Menyelaraskan Lingkungan
dinnmilka global ke

dalam pengembangan _ -
inovasi dan bisnis Standarisasi
daerah (K6)

Hak Kekayaan Intelektual

Ke

Sumber : Hasil Analisis (2015].

inmﬂ i
Model pmumhuhan usaha Ecrknmhangnya penumbuhan uaaha baru innvanf melalm mﬂdtl insentif,
baru inovatif iﬂ.ﬂﬂltaﬂi. pelaﬁha.n kcwirauaahaan, sus:.a.haasi HKI dan lain-lain,
. -E ] s : I o S . i r I Lig 5o
inovasi dan bisnis :

Sebaran kerja sama daerah  » Meningkatnya sebaran kerja sama antardacrah, terutama terkait dengan
bidang-bidang fokus pengembangan inovasi dan bisnis.
« Meningkatnya sebaran kerja sama dengan pihak ketiga.
¢ Mengembangkan kerja sama dengan lembaga dan pemerintah daerah di
luar negtn, terutama dalam konteks Maﬂyaraliax Ekonomi ASEAN,

.Seba.ra.n program ramah
lingkungan

Jenis hak kekayaan Meningkatnya jumliah HKI yang dimiliki oleh para pelaku inovasi di Kota
intelektual Pekalongan, terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN.
kmatmlaﬂ ket ;
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4.2. PILAR PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

Selama periode 2016-2020 ke depan, pilar pengembangan klaster
industri di Kota Pekalongan difokuskan pada pengembangan sentra-
sentra industri/usaha kecil dan menengah (UKM). Sentra-sentra
produksi UKM yang sudah ada saat ini akan dikembangkan lebih baik
lagi dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peningkatan
peran UKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap
tenaga kerja. Arah pengembangan sentra UKM seperti ini sesuai
dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian yang kemudian dijabarkan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-
2035.

Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) Tahun
2015-2035 mengamanatkan bahwa setiap kabupaten/kota diwajibkan
untuk mengembangkan minimal satu sentra industri kecil dan
menengah. Di Kota Pekalongan, sentra IKM yang sudah berkembang
adalah sentra industri perbatikan di beberapa lokasi, sentra industri
perikanan (berbasis perikanan tangkap dan budidaya) dan sentra
industri pengolahan makanan. Ketiga sentra industri UKM tersebut
sejauh ini sudah menunjukkan perkembangan yang relatif baik,
namun nilai tambah dan daya saingnya masih perlu dioptimalkan.
Optimalisasi tersebut terutama dari sisi kebijakan, penguatan
kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, penguasaan IPTEKIN dan

peningkatan kreativitas-keinovasian sumber daya manusianya.

Berdasarkan hal di atas, maka untuk periode 2016-2020 pilar
pengembangan klaster industri difokuskan pada pengembangan sentra
industri perbatikan, industri perikanan dan industri pengolahan

makanan.

Secara singkat, kondisi kualitatif pilar pengembangan Kklaster
inovasi di Kota Pekalongan untuk periode 2016-2020 dikemukakan
dalam Tabel 4.2.
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Tabel 4.2. Kondisi Pilar Pengembangan Klaster Industri Kota Pekalongan yang Diinginkan pada Tahun 2016-2020
i e s i
: B ; ' P2

Membangun keranghka [iL:0R0) pengembangan  Jumliah regulas: Dikeluarkannya regulasi berikut :

umum yang kondusif FillERiEE R T pengembangan industri kecil a. Peraturan Walikota Pekalongan atau chumsan Kepala Dinas

bagi pengembangan dan menengah (UKM] Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tentang Sentra Industri

inovasi dan bisnis [K1) ' Kecil dan Menengah Perbatikan (4 sentra industri),

b. Peraturan Walikota Pekalongan atau Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tentang Sentra Industri
Kecil dan Menengah Perikanan (1 sentra industri)

¢. Peraturan Walikota Pekalongan atau Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tentang Sentra Industri
Kecil dan Menengah Pengolahan Makanan (2 sentra industri).

d. Keputusan Walikota Pekalongan atau Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tentang Kelembagaan
Pengciulla Sentra Industri Kecil dan Menengah {untuk setiap sentra
industri

gan sentra industri

Insentif pengembangan  Jenis insentif pengembangan Jenis insentif yang diinginka
inovasi dan bisnis UKM keecil ngah (L

C Penarqdiaan hhan abaq Iakaaa;
. Pemberian hanf.uanteknia,ﬁanfam

e. Percepatan pemberian perizinan.
Infrastruktur dasar Jenis dokumenperencanaan Dokumen perencanaan pengembangan LTKM yang dibutuhkan :
pengembangan inovasi pengembangan [KM /UKM o Master Plan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kota
dan bisnis Pelkalongan Tahun 2016-2035 (8 sentra industri).
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Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka e ! '
Inovasi Kebijakan Inovasi Kebijakan Inovasi | R e e S L T

» Rencana Aksi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah
Perbatikan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (4 sentra industri).

» Rencana Aksi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah
Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (2 sentra industri).

¢ Rencana Aksi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah
Pengolahan Malanan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (2 sentra

industri).
Ketersediaan database
. KM /UKM hic j
Memperkuat Kelembagaan Sebaran lembaga = Menguatn}ra pemlﬂmbaga 11thang pemda (Kantor Riset, Teknologi dan
keterkaitan antara IPTEKIN/ Litbangyasa [PTEKIN/Litbangyasa Inovasi) dalam pengembangan IKM/UKM.
penyedia dan pengguna ' = Meningkatnya peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah
IPTEKIN/Litbangyasa dalam pengembangan IKM/UKM.
(K2} « Terbentuknya unit/divisi/laboratorium kelembagaan
IPTEKIN/Litbangyasa badan usaha dalam pengembangan IKM/UKM.
s Meningkatnya peran DRD, Tim Kﬂﬂrdmass. PSID, Posyantek dan Wartek
dalam pengembangan IKMUKM.
Daya dukung Sebaran SDM

IPTEKIN/ Litbangyasa IPTEKIN/| thbanﬁﬁaa

Sebaran alokasi anggaran * Meningkatnya alokasi anggaran pemeﬁntah kotauntuk
IPTEKIN [ Litbangyasa pengkajian/ penelitian / penerapan iptekin/SIDa, insentif, pelatihan dan
: fasilitasi, serta hibah bersaing pengembangan TKM /UKM.
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Q= R 1 2y o e = T e e
Kebijakan Inovasi Kebijakan Inovasi EAay Fehgembangen Siantes S

« Meningkatnya anggaran perguruan tinggi untuk
pengkajian/penelitian /penerapan IPTEKIN/ Litbangyasa terkait
pengembangan IKM/UKM.

* Dialokasikannya anggaran oleh IKM/UKM untuk pengkajian/penelitian,

« Meningkatnya anggaran Posyantek dan Wartek untuk pengembangan TTG
yang mendukung pengembangan [KM/UKM.

e Schastut pheorpet hasil Meningkatnya daya absorpsi IKM/UKM terhadap hasil

L T T Kemitraan strategis dan  Sebaran kemitraan strategis Perluasan sebaran kemitraan strategis untuk pemajuanIKM/UKM di Kota
interaksi, jaringan dan Q05100 e:ia1 @140 S KM /UKM Pekalongan, terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN.
oLt E LG T P pelayanan inovasi dan

bisnis (K3} bisnis :

Wahana interaksi pelaku  Jenis wahana interaksi

inovasi dan bisnis pelaku inovasi dan bisnis
IKM/UKM

Mendorong budaya Penguatan budaya kreatif- Hﬂﬂﬁl pmgua:an m

kreatif-lnovatif dan inovatifdan i

bisnis (K4) kewirausahaan mebﬂu{

jalur pendidikan dan

pelatihan

Mudei penguatan hudaya Mcnmgkamya frclmmsi pelnﬁhan. pemamgandan atudi bandmg
inovasi dan kewirausahaan pengembangan kreativitas-keinovasian dan kewirausahaan yang terkait
melalui pelatihan dengan pengembangan [KM/UKM.

dan reverse
bmﬁmdm

Jenis program reverse brain  Berkembangnya program reverse brain dmm untuk pengembangan
drain KM /UKM.




et - | _ thiokan faovas | | Hebyuian faovasi” "
Kebijakan Inovasi Hebijalkan Inovasi o eSOt DR Boaser Tidusts]

ﬁpreai&sr dan kampanye Jenis agenda apresiasi a agenda apzeﬂiaﬁ inmstmgkhumdmm untuk

inovasi ~ inovasi M'IKH,:’U&M
Jenis media kampanye Terselenggaranya k&mpa.nye inovasi IKM! UKM melalui berba gai' '_'i:mis media
inovasi secara berkala.
Penumbuhan usaha baru  Model pmumhuhan usaha mumhuhkmbangimn nﬁhﬁbﬂm inovatif IEIUUKH melalui
e Te s eTETTY Fokus pengembangan Bidang fokus pengembangan Menguatnya fokus pengembangan IKM/UKM perbatikan, perikanan dan
keterpaduan kebijakan Bialois Tl EGEOEHIE IKM/UKM pengolahan makanan.
S8 LI ER D LA Keterpaduan kebijakan Sebaran kerja sama daerah  Meningkatnya sebaran kerja sama antardaerah, kerja sama dengan pihak
daerah dan pusat- pembangunan inovasi dan untuk pengembangan ketiga dan kerja sama luar negeri (terutama dalam konteks Masyarakat
daerah (K5) bisnis IKM/UKM _ ﬁmﬁ ASEAN) terkait - dengan hidang-bidangﬁh;a engem

Kelembagaan khusus Jenis kelembagaan khusus  Meningkatnya peran kelembagaan kimsua yang bctgerak di hldang
perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan dalam
IKM/UKM perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan di Kota

Pekalongan.
Menyelaraskan Lingkungan Sebaran program ramah - wa jumlah IPAL terpam;knmml dan IPAL individu di sentra-
dinamika global ke ' lingkungan sentra produlnt batik.
dalam pengembangan - Heﬁmmmmmemm batik dan
inovasi dan bisnis makanan olahan,
dacrah (K6) . Eerk&mbﬁngnyupmkaimm maﬁm &alanimmymﬂulml bnﬂk.
Standarisasi Sebaran aplikasi Berkembangnya aplikasi 'stﬁnda.risasi Intemaaimml dan manajemen mutu
standardisasi internasional  untuk produk IKM/UKM.
intelekiual £,
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. hil ] - .
Kerangka Kebijakan Eh'_-rﬁen I{arangkn. lndikatm:‘EIcmen KEI’E.II.I.E a Pilar Pengembangan Klaster Industri
Inovasi Kebijakan Inovasi Hebijakan Inovasi

Ketenagakerjaan Sebaran sertifikasi tenaga Bukembanwnmmkeqammpﬂdiﬂngkumﬂm;m
kerja terampil perbatikan, perikanan dan pengolahan makanan,terutama dalam konteks
Masvarakat Ekonomi ASEAN,

Sumber : Hasil Analisis (2015].
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4.3. PILAR PENGEMBANGAN JARINGAN INOVASI

Jaringan inovasi dan bisnis di Kota Pekalongan secara faktual
sebenarnya sudah berkembang. Di antaranya dalam bentuk kawasan
minapolitan di Kecamatan Pekalongan Utara, pengembangan posyantek
dan wartek di empat kecamatan dan beberapa kelurahan, serta sudah
mulai dirintis sejak tahun lalu pengembangan kawasan teknopolitan
batik yang dipusatkan di kawasan cagar budaya Jetayu.

Agar ketiga faktual jaringan inovasi dan bisnis di atas dapat
berperan sebagaimana mestinya, yakni sebagai pusat interaksi
antaraktor/pelaku/komponen dalam proses pengembangan inovasi dan
bisnis, maka ke depan pengembangannya perlu dikemas secara apik
melalui pendekatan penguatan sistem inovasi. Pendekatan ini
diterapkan karena sistem inovasi mempunyai elemen-elemen kerangka
kebijakan inovasi dan bisnis vang cukup komprehensif. Mulai dari
kerangka  kebijakan vyang kondusif, dukungan kelembagaan
IPTEKIN/Litbangyasa, jaringan kemitraan, pengembangan budaya
kreatif-inovatif, hingga mampu menyelaraskan diri dengan dinamika
global, baik terkait isu lingkungan, standarisasi, hak kekayaan
intelektual maupun ketenagakerjaan.

Penerapan pendekatan sistem inovasi dalam pengembangan ketiga
faktual jaringan inovasi di atas akan dirancang sedemikian rupa
sehingga ketiga dapat menjadi pusat interaksi antar
aktor/pelaku/komponen dalam proses pengembangan inovasi dan
bisnis vang sesungguhnya. Selengkapnya, Tabel 4.3 akan
mengetengahkan kondisi kualitatif pilar pengembangan jaringan
inovasi vang diinginkan, khususnya untuk periode waktu 2016-2020,
yang dirinci menurut enam elemen kerangka kebijakan inovasi.

133




Tabel 4.3. Kondisi Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi Kota Pekalongan yang Diinginkan Tahun 2016-2020

Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka
Inwn:i Hebij uknn Inovasi Kebij nhn Inovasi

M:mhnng‘tm kerin;h
umum yang kondusif
bagi pengembangan
inovasi dan bisnis (K1)

Regulasi ptng_embangan Jumlah rcg'ulam
inovasi dan bisnis pengembangan jaringan
inovasi

Pilur Pnngmbnngnn Jaringan Inovasi

Diterbitkannya regulasi teﬂmt deugan pengemhmgan (1) kawasan

teknopolitan batik, (2) kawasan techno park perikanan, dan (3) posyantek

dan wartek, yakni:

a. Peraturan Walikota Pekalongan tentangMaster Plan Pengembangan
Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan.

b. Peraturan Walikota Pekalongan tentang Master Plan Pengembangan
Kawasan Techno Park Perikanan di Kota Pekalongan.

¢. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Kelembagaan Pengelola Kawasan
Teknopolitan Batik Kota Pekalongan.

d. Peraturan Walikota Pekalongan tentang Kelembagaan Pengelola Kawasan
Techno Park Perikanan di Kota Pekalongan

¢. Keputusan Lurah fentang Pembentukan Wartek.

Infrastruktur dasar Jenis dokumenperencanaan

pengembangan inovasi pengembangan jaringan
dan bisnis inovasi

Dukumm permmn |l] kawaaan telmnpnlitan bank. {2||
kawasan techno park perikanan dan (3) posyantek dan wartek yang
dibutuhkan :




i s - R
Kebijakan Inovasi Kebijakan Inovasi SHRSMOARSAL VTSR ANOWAS

» Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Techno Park Perikanan di Kota
Pekalongan Tahun 2016-2020.

+ Rencana Aksi Pengembangan Posvantek dan Wartek di Kota Pekalongan
Tahun 2016-2020,

Memperkuat Kelembagaan Sebaran lembaga I'-' \ cnguuma peranlembaga lithang pemda (Kantor Iﬁaet, Teknologi dan

keterkaitan antara IPTEKIN/ Litbangyasa IPTEKIN/ Litbangyasa Inovasi) dalam pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2)

penyedia dan peagguna kawasan techno park perikanan, dan (3] posyantek dan wartek.

IPTEKIN/Litbangyasa + Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam pengembangan (1) kawasan

(K2) dttkmg:_éli::n batik, (2} kawasan techno park perikanan, dan (3] posyantek
an w

» Terbentuknyadivisi IPTEKIN/Litbangyasa di badan usaha,terutama terkait
dengan pengembangan (1) kawasan teknopolitan b&ﬁkdan (2) kawasan
techno park perikanan.

« Berkontribusinyakelembagaan IPTEKIN/ Litbangyasa penunjang (DRD,
Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Posyantek dan Wartek)
dalam pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2} kawasan techno

g ) .Pﬂl'*perﬂmnan dm{&}pmmkdanwamkim_unm _




Sebaran alokasi anggaran
IPTEKIN/Litbangyasa

Wahana interalksi pelaku Jt:rus wahana interakai

inovasi dan bisnis pelaku jaringan inovasi
Mendorong budaya Pm ‘budaya kreatif- Hﬂdﬂlm budaya
kreatif-inovatif dan inovasi dan kewirausahaan
hisnis (K4) kmmuhm melalui mﬂvaui pendidikan

Kerangka Kebijakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Keranghka
Kebijakan Inovasi Kebijakan Inovasi SO Hqﬁmh“‘“ dacingan TRoves

Hem.ngimtnya. alul:aai hPBDimtuk pmghjmn fp\:neliﬂnnf pcnr.mpnn
IPTEKIN/SIDa, insentif, pelatihan, fasilitasi, hibah bersaing
pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan techno park
perikanan, dan (3) posyantek dan wartek.

« Meningkatnya anggaran perguruan tinggi untuk
Pﬂﬂslﬂ.iian};ndiﬂan!penempan IPTEKIN/Lithangyasa yang terkait
dengan pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, {2) kawasan fechno
park perikanan.

» Dialokasikannya anggaran dari badan usahauntuk
pengkajian/ penelitian / penerapanIPTEKIN/ Litbangyasa pengembangan (1)

kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan techno park perikanan, dan (3)
posyantek dan wartelk.

# Meningkatnya anggaran pengembangan TTG untuk mendukung pemajuan
_ [l}lmwaaantchmpo!ﬂanhaﬂk mmmmpmmm

Mnluasnyasehamnkmﬁtr m@'ga}.ﬁ (1) kawasan
$MT batik, (2) kawasan techno pm‘kpcrﬂcanan, dan (3) posyantek
warte

s:emakin beragmnny‘a wahana mtcraksi b-aa pﬂlaku him{s:.raﬁg terkmt |
dengan pengembangan (1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan techno
pmtperiknnan,rdan [3}_pasg.rantck dmwam:k. __




e | ks fnotus _
Kebijakan In Kebi Pllar Pengembangan Jaringun Inovasi

Model penguatan budaya Hminskﬂtn?& frekuensi pelatihan, pemaganga.ndan studi
inovasi dan kewirausahaan  bandingpengembangan kreativitas-keinovasian dan kewirausahaan yang
melalui pelatihan terkait dengan pengembangan (1) kawasan teknnpnntan ba:ik, (2) kawasan

e . m’-‘hﬂﬂﬂﬂﬂflﬂﬂﬂmﬂﬂﬂ dantal puayamekd

Jenis program reverse brain Berkeml;mm pmgmm mb:mdminunmk pengembangan (1)
3 kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan techno park perikanan, dan (3)

pmgantck r.:'lan wartr:k.
Jenis media kampanye Tamlanggmnyh kampa.njre h'lmraﬂ p-crtaaﬁimn. perikanan dan TTG melalui

inovasi berbagaijenismﬂdiamberhla.

Memperkuat fokus dan §UVTERT Ll G Bi&ang fakua pengembangan Mmguamya ﬁ:-kus pengumhangan [1] kmnraaan tckmpo]im he.tﬂ:, [z;
keterpaduan kebijakan mf.wam d.En bisma jaringan inmra.ai ks.ws.san teefum pcli'i perﬂmnan. dan (3] pﬁﬂ?ﬂﬂl&k dE.l:l wartek.

________

Kelembagaan khusus Jcnis kelﬂnbagaan khusus e Menmglmtmra pm‘an kelembaman khusrus yang bergﬂ‘&k di bidang
jaringan inovasi perbatikan, perikanan dan teknologi tepat guna.
« Terbentuknya forum-forum khusus yang terkait dengan pengnmhmg&n
(1) kawasan teknopolitan batik, (2) kawasan techno park perikanan, dan
(3) posyantek dan wartek.
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Kerangka Kebijukan Elemen Kerangka
Inovasi Kebijakan Inovasi

Menyelaraskan
dinamika global ke
dilam pengembangan
inovasi dan bisnis
daerah [K6)

Sumber : Hasil Analisis (2015).

Indikator Elemen Kerangha
Kebijakan Inovasi

Pilar Pengembangan Jaringan novasi
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4.4. PILAR PENGEMBANGAN TEKNOPRENER

Dalam lima tahun ke depan, pengembangan teknoprener di Kota

Pekalongan masih difokuskan pada :

1

Inkubator bisnis dan teknologi, dimana pengembangannya
difokuskan menjadi pusat rekayasa bisnis untuk menghasilkan
perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) yang memiliki daya
saing, tangguh dan mandiri.

Business development services-provider (BDS-P),dimana
pengembangannya difokuskan menjadi lembaga yang memiliki
kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan
penyediaan layanan pengembangan bisnis KUMKM (koperasi, usaha
mikro, kecil dan menengah).

Unit Produksi Bersama (UPB) SMK Incorporate yang akan
dikembangkan menjadi Koperasi SMK Incorporate, dengan fokus
pengembangan sebagai pusat percepatan pembentukan wirausaha
mandiri melalui peningkatan kemampuan wirausaha di jenjang
sekolah menengah kejuruan (SMK).

Kondisi kualitatif tahun 2016-2020 yang diinginkan untuk pilar

pengembangan teknoprener di Kota Pekalongan dapat diuraikan

menurut enam elemen kerangka kebijakan sebagaimana tampak pada
Tabel 4.4.
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Tabel 4.4. Kondisi Pilar Pengembangan Teknoprener Kota Pekalonganyang Diinginkan Tahun 2016-2020

Indikator Elemen Kerangka Pilar Pengembangan Teknopener

Elemen Kerangka
Keb ijakun Inovasi

Herangka Kebijakan
Kebiiakan Inovasi

Inovasi
K ; 75
Membangun kerangka chulasl pmge:mbangan Jumi&hnmhsl (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2)

inovasi dan bisnis

umum yang kondusif
bagi pengembangan
inovasi dan bisnis (K1)

tor bisnis dan teknu{ngc, [21

mﬁ'asn'ulsturdaﬁar Jenis dokumeng
pengemhang_an inovasi pengmha;ngan tukn{:prennr

dan bisnis
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Inovasi Kebijakan Inovasi Kebijakan Inovasi

Memperkuat Kelembagaan Sebaran lembaga » Menguatnya peran lembaga litbang pemda (Kantor Riset, Teknologi dan
keterkaitan antara IPTEKIN/Litbangyasa IPTEKIN/Litbangyasa Inovasi) dalam pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-
penyedia dan pengguna P, dan (3) SMK Incorporate.

IPTEKIN/Litbangyasa « Meningkatnya peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah

(K2} dalam pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan
(3) SMK Incorporate.

+ Terbentuknya divisi IPTEKIN/Litbangyasa badan usaha, terutama terkait
dengan pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan
(3) SMK Incorporate. :

» Berkontribusinya kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa penunjang(DRD,
Tim Koordinasi PSID, Posyantek dan Wartek) dalam pengembangan (1)
mimbatur biSﬂlS dan telmalng;l, {2} E?BS P dan {3! SMK Inmrparaj:e

Daya dukung | B o . kota yang :

Sebaran alokasi anggaran . Mcmngkamya alnlﬁaai anggaran p-emerintah k—:)tauntuh:

IPTEKIN/ Litbangyasa pengkajian/penelitian / penerapan IPTEKIN/51Da, insentif, pelatihan dan
fasilitasi, serta hibah bersaing dalam mendukung pengembangan (1)
inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate.

- Menmgkatnyaanggamn perguruan tinggi untuk
pengkajian/penelitian /penerapan IPTEKIN/Lithangyasa terkait
pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK
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Heranghka HKebijulan Elemen Kerangka | Indikator Elemen Kerangka

Pilar Pengembangan Teknopener

Inovasi Kebijakan Inovasi l Kebijakan Inovasi

. Mmmmmmmm
pengkajian/ penelitian/ penerapanlPTEKIN/Litbangyasa bagi
mﬁm[llhﬂhﬂrlﬁm&dmﬂnohg,[?]ﬁﬂﬁ-? dnn{31
Incorporate. /

« Dialokasikanya dari ey
-inkubamrbimisdanﬁeimuloﬁ,”

Menumbuhkembangkan Kuniu-aan strategis dan ; Sebamn kemitraan w Meluasnya sebaran lnemitrm strategis untuk pemajuan [1} inkubator bisnis
interaksi, jaringan dan PHIETIe RIS teknoprener dan mknolcgi [2] BDS-P, dan [SIMinmmm

pelayanan inovasi dan
bi: '

pelayanan inovasi dan

bisnis (K3)

Walinita fatsialod DRI | Jenls Wiiiana fiferdless V"7 oAU DT WAL AT D AR IERRA GAD BIRID VIng
inovasi dan bisnis pelaku teknoprener mw pnnmmangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P,

Men ndorong hud'n'l
kreatif-inovatif dan
biznis (K4)

.I undelpmguamnhudaya : Mcninglmnyu_frdmmﬁ_ pelatihan,
~ inovasi dan kewirausahaan mwmm&ﬁmwmmmm
~ melalui pelatihan m%dmmmmmmrmmuw , (2) BDS-P,

142



Herangka Kebijakan Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangka -
ilar Pengembangan Teknopener
Keb kan Inmrus: Hebl. akan Inm;am R & P

"'I\-‘\"‘-.."'-'.-n i EE:I ..L- '11|- _.p‘.: |.
o= SIS St Lt L A S {_ 4 =
Jems pmglwu reverse bram Berkemhang,nya pmgram reverse brain drain untuk pengt::mhangan [1:|

s drain inkubator bmms dan teknulngl, [2} EDS P_dan{&j SMK Incurpurate
Apresias mkw— mwmmarm* fm'; - | & taelibath TR

':J;t:ri-ié mﬁiiﬁ kamparwe ; Terselcnggﬂrénya k&mpan}re mcwam {1] mkubatar b:srus da.n tcl-molug;i [2]
inovasi G o BDS-P dan {3} SMK Inmrpnraxcmeialm herhagmjemsmedia secam_berkala.

1SR RS T TR EL Fokus pengembangan Etdang fnku& pengcmba.ngan Menguatn:.ra fokus pﬂngemhangan { 1] mkuhatnr hianm l:lan teknalngl [2]
g LT T SR el inovasi dan bisnis tel-:nﬂprﬂncr BDS-P dan {3} SMK Inc:urpurate

e LT ettt S Keterpaduan kebijakan ) 1 kerja sama daerah ; ebaran kerja sama
daerah dan pusat-
daerah (K5

Kelembagaan khusus Jenis kelembagaan khusus Menmgkatnya peran kelenzbegaan khusua yang hcrgcrak dalam
pengembangan (1) inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK
mcorpﬂrate

Menyelaraskan = ey

dinamika global ke
dalam pengembangan
inovasi dan bisnis
daerah (K6

‘Sebaran aphkam peaTa Berkembangnya aphka.s:t atandansam 1ntemamunal dalam pengmbenmn [1-]'
sl.andard1sa.s: mtemaslaﬂal inkubatnr bisnis dan teknologi, (2) BDBvP dan {3} SMK Incurp-orate
iy .: - , W 1 T : =

Ketenagakeqaan 1 = Sehara.n sert:i‘:kas: tenaga ' Berkembangnya sernﬁkam tenaga kerja terampll dalam pcngﬂmba.ngan {1}
kerja terampil inkubator bisnis dan teknologi, (2) BDS-P, dan (3) SMK Incorporate,
terutama untuk meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN.
Sumber : Hasil Analisis (2015).
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4.5. PILAR PENGUATAN TEMATIK SISTEM INOVASI

Pengembangan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih menjadi fokus dalam
pilar penguatan tematik sistem inovasi daerah Kota Pekalongan untuk
rentang waktu 2016-2020. Jika pada periode sebelumnya
pembangunan TIK sebagai bagian integral dari pembangunan daerah
ditekankan pada penataan kebijakan, kelembagaan dan pengembangan
sumber daya manusia, kemudian dilanjutkan dengan penerapan
suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi, maka memasuki masa waktu 2016-2020 pengembangan
TIK harus ditekankan pada pemantapan dan perluasan suprastruktur,
infrastruktur dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di

seluruh bidang atau urusan pembangunan daerah.

Di samping TIK, masih ada beberapa tematik sistem inovasi
daerah lainnya vang bisa dikembangkan di Kota Pekalongan. Di
antaranya terkait dengan transportasi, air bersih, energi dan lain-lain.
Tematik-tematik ini tidak diulas secara dalam pilar kelima ini,
melainkan nantinya akan dikaitkan dengan program-program tertentu
vang terdapat di pilar-pilar lainnya.

Seperti apa pemantapan dan perluasan suprastruktur,
infrastruktur dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
tersebut pada periode 2016-2020 ditinjau menurut enam elemen

kerangka kebijakan inovasi, dapat disimak pada Tabel 4.5.
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Tabel 4.5. Kondisi Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi Kota Pekalongan yang Diinginkan Tahun 2016-2020

Kerangia Kebi,jthn & Elemm Hecanﬁm Indikator Elemen Kerangka
: . Kebijakan Inovasi

: _ Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
Ex I : A e

Ui vul0Tiow Regulasi pengembangan  Jumlah regulasi teknologi  Diterbitkannya mgulasl terkait dengan pema.utapan dan perluasan
'\ | inovasi dan bisnis informasi dan komunikasi suprastruktur, infrastruktur dan infostrukturTIK di antaranya :
{TIK) a, Peraturan Walikota Pekalongan tentang e-Pekalongankota.
b. Keputusan Walikota Pekalongan tentang Pembentukan Lembaga /TIM
Pengelola e-Pekalongankota.
Insentif pengembangan Jenis insentif pengembangan Diberikannya insentif dan Imm:dahan cepada pihak swasta,danmasg,raralmi

inovasi dan bisnis =~ TIK yang berprestasi menger “dan bisnis berbasis TIK.

Infrastruktur dasar Jenis dokumen perencanaan Dokumen perencanaan :.aang mrk‘ait dengan

| pengembangan inovasi  pengembangan TIK =~  Rencana Induk e-Pekalongankota.

~ dan bisnis « Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pekalongan

Tﬂhuﬂ 2018-2023.
Ketersediaan database TIK  Data ce isa diakses secara online oleh berbagai pihak.

Kelembagaan Sebaran lembaga ) Menguatnya pcranlﬂmbaga litbang pcmda {Kantor Riset, Teknologi dan

| IPTEKIN/ Litbangyasa IPTEKIN/ Litbangyasa Inovasi) dalam pemantapan dan perluasan suprastmkmr infrastruktur
dan infrastruktur TIK.

 Meningkatnya peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah
dalam pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan
infrastruktur TIK. )

« Terbentuknyadivisi IPTEK]N{' Litbangyasa badan usaha, terutama terkait
‘dengan pemantapan dan perluasan suprastmktur, infrastruktur dan
infrastruktur TIK

. Berkanmbumya kelcmhagaan IPTEKIN/Litbangyasa penunjang(Dewan

Riset Daerah, Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah) dalam

pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur dan

:mfrastrul-:tur ‘.I‘IK*

ot
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Sebaran alokasi anggaran
IPTEKIN/Lithangyasa

mmf”tbﬂnﬁm IPTERIN Litbanayass

Sebaran L:gnntraan strategis
TIK

-mm&asﬁnmur'm

Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi'

Mening}m.ttwa. alnka.s:l anggam.n pemenntah. kotauntuk

pengkajian /penelitian / penerapan IPTEKIN/SIDa, insentif, pelatihan dan
fasilitasi, serta hibah bersaing dalam mendukung pemantapan dan
perluasan suprastruktur, infrastruktur dan infrastruktur TIK.

» Meningkatnya anggaran perguruan tinggi untuk
-pengkajian/penelitian /penerapan [PTEKIN/Litbangyasa terkait
pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur
dan infrastruktur TIK.

» Dialokasikannya anggaran dari pihak badan usaha untulk

_pengkajian /penelitian / penerapan IPTEKIN/ Litbangyasa bagi
pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur
dan infrastruktur TIK.

. leokamkan:,fa anggaran dari masyarakat/LSM untuk
pengembangan,pemantapan dan perluasan suprastruktur, infrastruktur

.da.n jnﬂasmﬂ:tur TK, LS :

Meluasnya sebaran l-mmttrnan strahegis untuk pemantapan dan periuasan

.s];p_‘[‘ﬂ_ﬂ.ﬁ'lﬂ{tur, infrastruktur dan infrastrultur T,




Kerangka Kebijulan

Iﬁﬁﬂm:l:or Elman Eumgkn "

Inowasi

Mendorong budaya

Pmingkazau dﬁ‘uminmam Sehar&n difusi inum TIK

Wahana interaksi pelaku Jenis wahana interaksi
inovasi dan bisnis pelaku TIK

Penguatan budaya kreatif- Model penguatan budaya
inovatifdan inovasi dan kewirausahaan

 kewirausahaan melalui melalui pendidikan

' pelatihan Model penguatan budaya

inovasi dan kewirausahaan
mﬂlalm pelatihan

Model pengelolaan teknologi

Jems program reverse brain

fnmratlf

A Fokus pengembangan 'Ei&aﬁgjféﬁﬁs"pmgembangan

"~ inovasi dan bisnis TIK

Keterpaduan kehuakm_ Sebaran kerja sama daerah
pembangunan inovasi dan untuk Pﬁﬂgﬁmmngan"l‘lfﬁ

. bisnis

Pilax Pengnatnn Tematik Sistem Inovasi

Semaim beragamnya wahana interaksi hagi pelal-r:u inovasi dan bisnis yang
terkait dengan pengembangan, pemantapan dan perluasan suprastruktur,
mﬁ‘astmktur dan mfra.stmktuf TIK

tﬁ':,@,,acknlah me::mngah l:lau aeimlah ﬂaaar

Menmgkamya frekuenm pen}*clﬂnggaraan ﬁelaﬂhan pelatﬂ}an berbasis TIK
bagi aparatur pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, pelajar dan lain-lain.
Bérkhmbaﬁgnya progfam reverse brain drain untuk pemantapan dan
_pcrluasan supr&atrukmr mﬂastrukrur dan infrastruktur TIK.

: : asi inovasi di bidang TIK.

: Se}ﬁ&hn bemgamnya mf:dia kampanye inovasi di bidang TIK.

Scmalun mantapnya ntrUs pengenmangan TIK di Kota Pekalongan :
1. TIK untuk pendidikan berkualitas.

2. TIK untuk pemberdayaan masyarakat.

3. TIK untuk good governance/public service.

= TIK untuk ekannnu ]msau.f
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Eeranghka Kebijnkan

Elemen Kerangka Indikator Elemen Kerangla ! .
Inovasi Kebijakan Inovasi Kebijakan Inovasi Fies Sengpatan TemsHic Msyeny Tuopast

Kelembagaan khusus Jenis kelembagaan khusus  Meningkatnya peran kelembagaan khusus dalam pemantapan dan
X perluasan supra.atn.tk{ur, inﬁ:astmktur dan h&*ﬂﬁmktur TIK.
Menyelaraskan ngkungan =  Sebaran | ' ah Berkembangnya program
dinamika global ke
dalam pengembangnn
inovasi dan bisnis

daerah (K6)

_ Mmﬂﬂa&wmmﬁlﬂibﬂmmtmm )
kerja terampil untuk meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Sumber : Hasil Analisis (2015)




BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI
DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

Merujuk pada hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya,
maka berikut ini dapat dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan
arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan pada
tahun 2016-2020.

5.1. TUJUAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA
PEKALONGAN

Tujuan penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan
untuk rentang masa 2016-2020 adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat implementasi pengembangan infrastruktur,
suprastruktur dan infostruktur dasar sistem inovasi di Kota
Pekalongan.

2. Mempercepat implementasi pengembangan sektor ekonomi yang
menjadi prioritas Kota Pekalongan.

3. Mempercepat keterpaduan pengembangan dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) di Kota Pekalongan.

4. Memacu percepatan penciptaan pelaku bisnis atau pelaku ekonomi
di Kota Pekalongan yang berbasis pada iptekin.

5. Memacu percepatan pemanfaatan I[PTEKIN untuk memenuhi
kebutuhan dasar daerah dan masyarakat Kota Pekalongan.

5.2. SASARAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA
PEKALONGAN

Sasaran Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kota Pekalongan pada
jangka waktu yang sama adalah :
1. Terciptanya ekosistem kreativitas keinovasian dan bisnis yang

kondusif di Kota Pekalongan.
2. Terciptanya sentra industri kecil dan menengah unggulan Kota

Pekalongan yang berdaya saing tinggidan berwawasan lingkungan.
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3. Terwujudnya jaringan inovasi yang optimal dan komunikatif melalui
pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan,
Kawasan Techno Park Perikanan serta Posyantek dan Wartek.

4. Tumbuhnya pelaku bisnis yang kreatif dan inovatif (teknoprener)
berbasis IPTEKIN melalui pengembangan inkubator bisnis dan
teknologi, BDS-P dan UPB SMK Incorporate.

5. Terjadinya pemantapan dan perluasan pemanfaatan TIK dalam
semua aspek pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat
di Kota Pekalongan.

5.3. STRATEGI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA
PEKALONGAN

Strategi Penguatan Sistem Inovasi yang dimaksud di sini adalah
prakarsa strategis yang perlu dilakukan dalam rangka upaya
Penguatan Sistem Inovasi di Kota Pekalongan. Adapun strategi ini
terdiri dari :

1. Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja

kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di Kota Pekalongan

secara bersistem (sistemik dan sistematik) dalam konteks makro
sebagai bagian integral pembangunan daerah. Hal ini dilakukan
melalui pendekatan :

a. Kerangka Kebijakan Inovasi (innovation policy framework) sebagai
pijakan strategis penguatan sistem inovasi daerah dalam jangka
menengah.

b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah penguatan
sistem inovasi daerah (kontekstual).

c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai
tujuan dan sasaran spesifik Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

2. Pengembangan Klaster Industri

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja

kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di daerah secara

bersistemn (sistemik dan sistematik) dalam konteks meso klaster
industri unggulan daerah sebagai bagian integral pembangunan
daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :




a. Kerangka Kebijakan Inovasi (innovation policy framework) sebagai
pijakan strategis pengembangan klaster industri unggulan
daerah dalam jangka menengah.

b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan
klaster industri unggulan daerah (kontekstual).

c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai
tujuan dan sasaran spesifik pengembangan klaster industri
unggulan daerah.

Pengembangan Jaringan Inovasi

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja

kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di daerah secara

bersistem (sistemik dan sistematik) dalam konteks penguatan
kemitraan /kolaborasi, dinamika interaksi, aliran
pengetahuan/inovasi dan manajemen pengetahuan (knowledge
management) sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.

Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

a. Kerangka Kebijakan Inovasi f{innovation policy framework) sebagai
pijakan strategis pengembangan jaringan inovasi daerah dalam
jangka menengah.

b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan
jaringan inovasi daerah (kontekstual).

c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai
tujuan dan sasaran spesifik pengembangan jaringan inovasi
daerah.

Pengembangan Teknoprener

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja

kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di daerah secara

bersistem (sistemik dan sistematik) dalam konteks meso-mikro
pengembangan kelembagaan Pusat-Pusat Inovasi Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (PI UMKM) dan UMKM inovatif dalam kerangka

sistem inovasi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan

daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

a. Kerangka Kebijakan Inovasi (innovation policy framework) sebagai
pijakan strategis pengembangan teknoprener daerah dalam
jangka menengah.

b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan
teknoprener daerah (kontekstual).
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c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai

tujuan dan sasaran spesifik pengembangan teknoprener daerah.
5. Penguatan Tematik Sistem Inovasi

Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki elemen-elemen

penguatan sistem inovasi yang bersifat tematik dan kontekstual

sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Hal ini
dilakukan melalui pendekatan :

a. Kerangka Kebijakan Inovasi (innovation policy framework) sebagai
pijakan strategis penguatan tematik sistem inovasi dalam jangka
menengah.

b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah penguatan
tematik sistem inovasi (kontekstual).

c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai
tujuan dan sasaran spesifik penguatan tematik sistem inovasi
daerah.

5.4. ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KOTA PEKALONGAN

Dalam upaya penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan,
arah kebijakan sebagai kerangka kerja kolaboratif yang merupakan
pijakan bersama para pihak dalam pengembangan sinergitas dan
koherensi kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya
dirumuskan dalam Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) berikut :

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan
bisnis.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembangkan kerangka

umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan bisnis. Adapun

cakupan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis
antara lain meliputi :

a. Peraturan yang mendukung inovasi dan bisnis yang mencakup
seluruh regulasi untuk mendukung inovasi dan bisnis secara
berkelanjutan.

b. Insentif untuk inovasi dan bisnis.

c. Infrastruktur dasar inovasi dan bisnis yang melingkupi seluruh
infrastruktur yang mendukung inovasi dan bisnis, terutama dalam

bentuk dokumen perencanaan daerah yang memuat penguatan
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sistem inovasi dan basis data (database) inovasi dan bisnis yang

memuat seluruh data untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan

bisnis.

2. Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna

IPTEKIN/Litbangyasa.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembangkan atau

memperkuat unsur-unsur lembaga/organisasi yang penting agar

berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi di Kota Pekalongan,
meningkatkan daya ungkit peran IPTEKIN/Litbangyasa yang sesuai
dan spesifik bagi Kota Pekalongan, serta meningkatkan kemampuan
industri, khususnya UMKM, dan masvarakat dalam mengakses dan
memanfaatkan IPTEKIN dan hasil litbangyasa serta
mengembangkannya. Cakupan kelembagaan dan daya dukung

IPTEKIN/Litbangyasa serta kemampuan absorbsi industri dan

masyarakat :

a. Kelembagaan sistem inovasi daerah yang meliputi Tim Koordinasi
Penguatan Sistem Inovasi Daerah, DRD, Balitbangda/Kantor
Ristekin serta seluruh lembaga penelitian, pengembangan dan
rekayasa (Litbangyasa) vang terdapat di Kota Pekalongan, baik di
perguruan tinggi, swasta maupun masyarakat/lembaga swadaya
masyarakat.

a. Daya dukung IPTEK yang mencakup seluruh sumber daya
IPTEK, terutama sumber daya manusia dan sumber daya
finansial.

b. Daya absorpsi industridan masyarakat yang melingkupi
seluruh kapasitas daya absorsi industri dan masyarakat.

. Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi

dan bisnis.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong interaksi produktif

multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi

dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil

IPTEKIN/Litbangyasa yang sesuai dengan potensi terbaik Kota

Pekalongan, mencakup antara lain :

a. Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi (jaringan sistem
inovasi daerah) dalam rangka menumbuhkan lembaga dan

program yang strategis dan inovatif.
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b. Peningkatan difusi inovasi dalam rangka meningkatkan difusi
hasil-hasil inovasi (praktik baik, pengetahuan, kepakaran) dan alih
inovasi.

c. Pengembangan wahana interaksi bagi pelaku inovasi dan bisnis.

. Mendorong budaya kreatif-inovatif.

Tujuan utama kebijakan ini adalah membangun landasan budaya

kreatif-inovatif dan kewirausahaan, menumbuh kembangkan

perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta
memperkuat kohesi sosial di Kota Pekalongan. Cakupannya antara
lain terkait dengan :

a. Penguatan budaya budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan
melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang menggambarkan
sejauhmana kondisi budaya budaya kreatif-inovatif dan
kewirausahaan yang telah diraih melalui jalur pendidikan dan
pelatihan (kewirausahaan, keinovasian, peningkatan kapasitas
sumber daya aparat).

b. Penguatan kohesi sosial yang menggambarkan sejauhmana
inventarisasi, dokumentasi dan sosialisasi teknologi-inovasi
masyarakat (kearifan lokal) serta komponen modal sosial lainnya
yvang dimiliki Kota Pekalongan sebagai sumber inovasi dan
program reverse brain drain.

c. Apresiasi dan kampanye inovasi yang menggambarkan
sejauhmana Kota Pekalongan telah memberikan apresiasi
terhadap karya vang inovatif dan terus mengkampanyekan budaya
inovasi di wilayahnya.

d. Penumbuhan wusaha baru inovatif yang menggambarkan
sejauhmana Kota Pekalongan telah mendorong tumbuhnya usaha
baru yang inovatif melalui pemberian insentif.

. Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan

antardaerah dan pusat-daerah.

Tujuan utama kebijakan ini adalah memantapkan fokus kebijakan

pembangunan daerah yang sejalan, saling melengkapi dan

memperkuat dengan kebijakan pembangunan di daerah lain dan
kebijakan pembangunan di tingkat pusat. Adapun cakupannya
antara lain meliputi :

a. Penetapan fokus kebijakan pembangunan daerah untuk setiap

pilar penguatan sistem inovasi daerah.
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b. Keterpaduan kebijakan antardaerah dan daerah-pusat melalui
pengembangan kerja sama daerah.

c. Pengembangan /penguatan kelembagaan khusus untuk
mempercepat proses terwujudnya fokus dan
keterpaduanxbkebijakan.

. Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan
bisnis daerah.
Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan pengetahuan,
ketrampilan dan kesiapan penentu kebijakan maupun pemangku
kepentingan lainnya di Kota Pekalongan agar semakin dapat
memahami dan menguasai perkembangan global untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemajuan Kota Pekalongan.Hal
ini antara lain mencakup :

a. Lingkungan : sejauhmana prakarsa dan respon terhadap isu
lingkungan yang telah diprogramkan.

b. Standarisasi : hal ini terutama menyangkut sudah ada atau
belumnya penerapan Measurement Standard Test Quality (MSTQ).

c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : sejauhmana program Kota
Pekalongan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat tentang
HKI.

d. Ketenagakerjaan : sejauhmana perhatian Kota Pekalongan pada
aspek ketenagakerjaan.
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BAB VI

FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SISTEM INOVASI

6.1.

DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

FOKUS PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA
PEKALONGAN

Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan penguatan sistem

inovasi daerah seperti telah dikemukakan pada Bab V, maka di bawah

ini dapat diuraikan secara ringkas fokus penguatan sistem inovasi
daerah Kota Pekalongan periode 2016-2020 untuk setiap pilar :
1. Fokus penguatan ekosistem inovasi daerah adalah ;

a.

f.

Penguatan regulasi, kelembagaan dan infrastruktur dasar yang
kondusif bagi pengembangan bisnis dan inovasi.

. Peningkatan daya dukung kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa

dalam penguatan inovasi dan bisnis vang dapat diabsorbsi oleh
aparatur pemerintah kota, pelaku bisnis dan masyarakat.

. Pengembangan kemitraan strategis dan wahana pengembangan

inovasi dan bisnis,

. Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan.

. Pengembangan keterpaduan kebijakan untuk penguatan inovasi

dan bisnis.
Penguatan internal menghadapi dinamika global.

2. Fokus pengembangan klaster industri adalah :

a. Penguatan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kemitraan

strategis, kerja sama daerah, kelembagaan khusus dan
penyelarasan dinamika global untuk pemajuan sentra industri

kecil dan menengah bidang usaha industri perbatikan.

. Penguatan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kemitraan

strategis, kerja sama daerah, kelembagaan khusus dan
penyelarasan dinamika global untuk pemajuan sentra industri
kecil dan menengah bidang usaha industri perikanan.

. Penguatan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kemitraan

strategis, kerja sama daerah, kelembagaan khusus dan
penyelarasan dinamika global untuk pemajuan sentra industri
kecil dan menengah bidang usaha industri pengolahan makanan.
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3. Fokus pengembangan jaringan inovasi adalah :

a.

Pengembangan regulasi, infrastruktur dasar, kelembagaan
IPTEKIN/Litbangyasa, kemitraan strategis, dan penyelarasan
dinamika global untuk pemajuan Kawasan Teknopolitan Batik.
Pengembangan  regulasi, insentif, infrastruktur dasar,
kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa, kemitraan strategis, dan
penyelarasan dinamika global untuk pengembangan Kawasan
Techno Park Perikanan.

Pengembangan kelembagaan IPTEKIN/Litbangyasa, kemitraan
strategis, dan  penyelarasan dinamika global untuk

pengembangan Posyantek dan Wartek.

4. Fokus pengembangan teknoprener adalah :

[+

Pengembangan  regulasi, insentif, infrastruktur dasar,
penumbuhan usaha baru inovatif dan penyelarasan dinamika
global untuk pemajuan inkubator bisnis dan teknologi.
Pengembangan  regulasi, insentif, infrastruktur dasar,
penumbuhan usaha baru inovatif dan penyelarasan dinamika
global untuk pemajuan business development service-provider
(BDS-P).

Pengembangan  regulasi, insentif, infrastruktur dasar,
penumbuhan usaha baru inovatif dan penyelarasan dinamika

global untuk pemajuan SMK Incorporate.

5. Fokus penguatan tematik sistemm inovasi adalah optimalisasi

implementasi TIK dalam bentuk :

a.

b.

6.2.

Penguatan infrastruktur TIK.

Peningkatan e-literacy atau melek TIK.

Penguatan regulasi dan tata kelola TIK,

Penguatan kelembagaan pengembangan
infrastruktur/aplikasi/SIM open source.

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SISTEM INOVASI
DAERAH KOTA PEKALONGAN

Berdasarkan fokus penguatan sistem inovasi daerah pada setiap

pilar di atas, serta merujuk pada nomenklatur program yang diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka di bawah ini dapat

diuraikan program prioritas penguatan sistem inovasi daerah Kota
Pekalongan tahun 2016-2020 sebagai berikut :

1. Program prioritas pada pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

terdiri dari :

a. Program perencanaan pembangunan daerah;

b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;

c. Program pengembangan data/informasi inovasi dan bisnis;

d. Program peningkatan kemampuan teknologi industry;

e. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

f. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;

g. Program pendidikan menengah;

h. Program peningkatan dan pengembangan ekspor;

i. Program pengembangan industri kecil dan menengah;

j. Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah;

k. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi;

1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau;

m. Program pendidikan tinggi;

n. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,

0. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif UKM;

p. Program pengelolaan kekayaan budaya;

q. Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan
budaya;

r. Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi;

s. Program perencanaan pembangunan ekonomi;

Program kerja sama pembangunan;

. Program peningkatan Lkapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah;
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan

besar;
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aa,

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup;

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya
alam dan lingkungan hidup;

Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di
kawasan konservasi laut dan hutan;

Program peningkatan aplikasi standar internasional,

bb. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

. Program prioritas pada pilar Pengembangan Klaster Industri terdiri

dari:

a. Program penataan peraturan perundang-undangan;

b. Program pengembangan industri kecil dan menengah;

c. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial,

d. Program peningkatan kemampuan teknologi industry;

e. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi;

f. Program penataan struktur industry;

g. Program peningkatan dan pengembangan ekspor;

h. Program pengembangan Kkewirausahaan dan keunggulan

i.

1
k.
1.

kompetitif usaha kecil menengah;

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM;
Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi,

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

. Program prioritas pada pilar Pengembangan Jaringan Inovasi terdiri

dari :

a.
b,

o

B

o

Program penataan peraturan perundang-undangan;

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh;

Program pengembangan budidava perikanan;

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
Program pengembangan data/informasi daerah;

Program optimalisasi dan pengembangan pusat riset;

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah;




-
H

o B
!

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan;

Program pengembangan IPTEKIN/Litbangvasa;

Program pengelolaan kekayaan budavya;

Program pengembangan destinasi pariwisata

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan;

m. Program pengelolaan keragaman budaya;

G

@

s

=

X.

¥.
Z.

Program pengayaan bahan ajar pendidikan menengah dan tinggi;
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda;

Program pengembangan nilai budaya;

Program pengembangan sumber daya inovasi daerah;

Program apresiasi dan kampanye inovasi;

Program kerja sama informasi dan media massa;

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif UKM;

Program pengembangan Pusat Inovasi dan Budaya Batik (PIBB);
Program pengembangan pusat inovasi techno park perikanan;
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup;

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
Program penerapan standar internasional dan manajemen mutu;
Program pengembangan HKI;

aa. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

. Program prioritas pada pilar Pengembangan Teknoprener terdiri dari:

a.
b.

SR ™0 ap

Program penataan peraturan perundang-undangan,

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif UKM,

Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif;

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM,;
Program peningkatan difusi hasil IPTEKIN/Litbangyasa;

Program peningkatan kualitas kelembagaan UKM,;

Program pengembangan sumber daya inovasi daerah;

Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi,

Program penerapan standar internasional dan manajemen mutu;
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
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5. Program prioritas pada pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi
terdiri dari :
a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
b. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi;
Program kerja sama informasi dan media massa;
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan
informasi;

a0

Program pengembangan sumber daya inovasi daerah;
Program peningkatan apresiasi dan kampanye inovasi,
Program kerja sama pembangunan,

B Roe

Program penerapan standar internasional dan manajemen mutu;
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
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BAB VII
RENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020

Rencana aksi (action plan) penguatan sistem inovasi daerah Kota
Pekalongan tahun 2016-2020 adalah sehimpunan rencana kegiatan
yang lebih terperinci untuk menerjemahkan sasaran, strategi dan arah
kebijakan penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan tahun
2016-2020 (Bab V) yvang telah diindikasikan dalam fokus dan program
prioritas Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan tahun
2016-2020 (Bab VI).

Sasaran, strategi dan arah kebijakan Penguatan Sistem Inovasi
Daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2020 itu sendiri dirumuskan
berdasarkan kondisi saat ini Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Bab 1i)
yang dilengkapi oleh tantangan dan peluang Penguatan Sistem Inovasi
Daerah (Bab 11I), dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan
kondisi Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang diinginkan hingga
tahun 2020 (Bab 1V).

Di dalam ini, rencana aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota
Pekalongan tahun 2016-2020 disajikan dalam bentuk tabulasi yang
terdiri dari komponen-komponen berikut :

. Sasaran.

. Strategi.

. Arah Kebijakan.

. Indikator Kinerja (Output).

. Capaian Kinerja.

. Program dan Kegiatan.

. Target dan Waktu Pelaksanaan.
. Urusan,

OO0 =1 hon B W N e

. Institusi Penanggung Jawab.
Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1, Tabel 7.2, Tabel 7.3,
Tabel 7.4 dan Tabel 7.5.
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Tabel 7.1.Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 : Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi
Daerah

_ Target dan Waktu Pelaksannan Institusi
Sasaran|Strategl AL oT i l Saat I:{ondisi yoang ; Urusan [Penanggu
s el F Hondis ] 3 '
mmm-m-ﬁ--ﬁ--ﬂn-a-mmmmm
1. ta:m;:ta Emgua.t McngnmbaJumlah Regulasi pe- Dxmkanm Program ; fpen: 2 S
L an ngkan ! ngmbn.ugan : penataan
ﬁcnmtb keranglka pmgembmgn ‘inovasi dan ;
i nmmmdm hmsaudﬂ-; mntmdanbumspmmdﬂug-
ada, tetapi  yangdibutuhkan u.ndmlam
masih diper- j
luka:n regulm;[

Jenis insentif Sudahada  Ditingkatkannya Program Pemberian  5jenis Sjenis  10jenis 10jenis 10 jenis Penanam BPMP2T,

pmgc:mbanga insentif dalam pengurangan/  peningkatan insentif untuk an Modal SKPD
n inovasi dan bentuk pembebasan iklim pengembanga Daerah  terkait
bisnis pemberian pajak daerah dan investasi dan n inovasi dan

bantuan retribusi daerah, realisasi bisnis

modal, dana  pemberian mvestasi

-mm-n '1RKPD, 1RKPD, Perencan Bappeda,
143@# 14Rnnaa 14 Renja- aan  Kantor
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Program dan Kegiatan Target dan Waktu Pelaksanaan Institusi
Sasaran|Strategi S an PN oK Kondisi Saat| Kondisi yaog Urusan [Penangg
. (s 7 2 ¥ b
N O T 7 T = W o 1 s - Tl NS % S O eV e - o € T

Ketersediaan Database Database inovasi Program Pengembanga 1 paket 1 paket 1paket 1paket 1 paket Perencan Bappeda,

database inovasi dan  dan bisnis pengem- n database pembuat mana- mana- mana- mana- A& Kantor
inovasi dan  bisnis belum dikelola secara  bangan data/ inovasidan  -an jemen jemen jemen jemen data Pembang Ristekin
bisnis tersimpan terorganisir dan  informasi bisnis skala struk- data data data {update, unan

secara disajikan secara inovasidan Kota tur {update, [update, ([update, pemeli-

terorganisir  online bisnis Peltalongan  data-  pemeli- pemeli-  pemeli-  harsan,

dan masih sSecara base, haraan, haraan, haraan, keaman-

disajikan terorganisasi pengum-keaman- keaman- keaman- an, peng-

secara manual dan online pulan, an, peng- an, peng- an, peng- organisa-

pengola- organisa- organisa- organisa- sian dan
han dan sian dan  sian dan  sian den  penyaji-an
penyim- penyajian penyaji-an penyaji-an data)

panan data) data) data)
'keturhmi:a IP'EEKI!'UH& ithangyasa
'ﬂm Ekmhagaiptekmf
IFTEKIH;#L [litbang -lmg';lmnganhmdm
'DRD) dan
dan Wartek)
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Target don Waktu Pelaksanaan Institusi

| Arah | Indikator
Kebija Ir.l.mi' Kinerja

Urusan [Penanggu
ng Jawah




Btrategi

Arah
Kebijakan

Indikator
Kinerja

Capaian Kinerja

Progrom dan Kegiatan
Vr.

Target dan Waktu Peloksanaan

Kondisi Saat
Ini

Hondisi yang
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Program dan Hepiatan Tarpget dan Waktu Pelaksanaan Institusi
Mo, [Sesnian I onaiet Baat| Homdlal yisg Urusan [Penan
No. |85 : 2 on na ; f
Kebijakan) Kiners [HonsiSent] Kt et | Promem | kegiten [ 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 200 | og Juwad

T T I [ T S ' Ry N (R o | R [ T B F T i BRI T T L T
w : . . ' _ o
Sebaran Hasil iptekin/ Meningkatnya ngmm Socumlm 3 paket 3 paket 3 pnhet 3 paket 3 paket  Perencan Kantor
absorpsi hasil litbangyasa  daya serap hasil pengem- hasil iptekin/ sosiali- sosiali-sasisosiali-  sosiak- sosiali-sasi aan Ristekin

IPTEKIN/Lith sudah iptekin/lithang- bangan difusi lithangyasa ke sasi sasi sasi Pembang
angyasa dimanfaatkan yasa oleh institusi hasil iptekin/ pemerintahan, unan
oleh pemerintah litbangyasa masyarakat
pemerintah, daerah, pelaku dan pelaku
masyarakat, bisnis dan bisnis
UMEM dan  masyarakat
pelaku bisnis
lainnya
nbinaan 20 IKM/ 20 IKM/" 20 IKM/ 20 IKM/ 20 IKM/ Perindus Dinperind
QINMCR ST Bl A s ;'.'.3.'“.'-_-. P UKM
Menumbu Sebaran Kemitrann Meluasnya Peningkatan Skerja Skerja Skerja  Skerja Skerfa  Pendidik Dindikpor
h- kemitraan  strategis kemitraan 3 ketja sama  sama  sama sama sama SEma an a
kembangk strategis pemajuan strategis untuk menengah  dengan dunia
an dalam inovasi dan  pemajuan inovasi

interaksi, pemajuan bisnis sudah dan bisms
jaringan movasidan dijalin dengan

e bisni o
pdmnan anﬂjdjkl.ﬂ,
INoVAasi dunia usaha,
dan bisnis media massa,
pemerintahan
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Aru.h Ind:katn:vr

: Sebaran Difusi inovasi Semakin

difusi inovasi terjadi di meningkatnya
input (bahan difusi inovasi
baku), proses
(telenilk

Penange
ng Jawab

Program dan Hegiatan Target dan Waktu Pelaksanaan - Institusi
Urusan

Knndis.i Saat I‘.‘.o_ndir_-a yang Program Kegiatan 2017 2019
Diinginkan

m-ﬂ-m-ﬂ--ﬁ--ﬁ--ﬁ--ﬁ--ﬁ-m-ﬁ-

e o SR ) L : ;
Me:mbangun 1 1 jajan‘ng 1_iejar{ng ljejarin,g 1 je.jaring PerdaganDinpisrind
jejaring jejaring gan agkop
dengan UKM
elesportir

'Program Fasilitasi kerja 10 10 \

pengem-  sama fasilitasi fasilitasi
o kum.{u'&.m kerja kblja -

hﬂusm‘kmﬂ lndusﬁ'i s.ama m

Program Fasihtam,r‘ it keria S_k'erjah _S'ke:ja Skerja 5 kerja Pemcnm; Bagian

pentingkatan pembentukan sama  sama sama sama sama ahan Tata

kerja sama  kerja sama Umum  Pemerin-

antarpeme- antardaerah tahan

rintah daerah pada bidang Setda
ekonomi

Program Pe.-ngembanga 5 5 layanan 5 1a}ranan 5 layanan 5 layanan Perindus Dmpermd
peningkatan n dan layanean trizn ngnp
kemampuan pelayanan

teknologi teknologi

industri industri
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; Propram dan Hepiatan Target dan Waktu Pelaksanaan Institusi

Basaran [Strategi ot gt ator Kondisi Saat| Kondisi yang HaEgan R g

e e e e A R R I e

0 T 7 Y e (YOG S [ | - AUSO SEUUPONRS O 7 O % O O O . O B )

produlksi) dan

output
[produk-
prnduk

pelaku pe}akumwammhmamﬁerﬂkn ppnm.om pﬂmm

bisnis el atil dan b:mm ‘a;uk mwm
L1 Lalr r :I I bﬁﬂ.n]k - .
wuap: : -event-event
kebanyakan maupun ruang
dahmhmtuk publik kreatif
[pa.m
forum, lomb‘&,
I-Im‘ﬁan
wem-ﬂ#mt
Pengembanga 2 kali 2 kali 4 kali 4 kali 4kali2  Penanam BPMP2T
n potensi setahun setahun setahun setahun kali an Modal
unggulan setabun  Daerah
daerah :
Mendoron Model Pengem Berkembangnya Program Pangembanga 13 SMK, 13 SMI{ 13 SMK, 13 SMK, 13 SMK Fcnd:.d:.‘lc Dmds]:purr
g budaya penguatan  bangan kandungan pendidikan  n materi mata 11 SMA, 11 SMA. 6 11 3MA, 6 11 SMA, 6 11 SMA, 6 an a
kreatif-  budaya kandungan  kreativitas- menengah  pelajaran 6MA  MA MA MA MA

inovatif  inovasidan  kreéativitas-  keinovasian dan
kewiransahaa keinovasian  kompetensi
n melalui dalam mata  tertentu dalam
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Arah Indikator
Kebijakan| Kinerja

WETIN T VO ) S
=

Model
penguatan
budaya
movasi dan
kewirausahag
n melahni
pelatihan

Mocdel
pengelolaan
telnologi
masyarakat

Institusi

Target dan Waktu Pelaksanaan
Penangg

Hondisi Saat| Kondisi yang LR
B e e | s | ot ] o EE

L e | @ e ] e 1 0l 1y | a2 | (13 | (04 | (135 | (16)

pelajaran atau mata pelajaran
maita kuliah SLTA dan
tertentu di perguruan tnggi
jenjang SLTA
(SMA, SMK)
dan
perguruan
nnggr
gram  Pengembanga SPT SPT  5PT  SPT  5PT
Pelatihan ke- Meningkatnya Program Pelatihan bagi 30 guru 30 guru 30 guru 30 guru 30 guru Pendidik Dindikpor
wirausahaan frelouensi peningkatan  pendidik dan 60  dan 60 dan 60 dan 60 dan 60 an A
dan stuci pelatihan mutua untuk murid  murid murid murid murid
banding kewirausahaan pendidik dan memenuhi SMEK/ SMK/ SMK/ SME/ SMK/
untuk gury, dan studi bandingtenaga standar SMA/M SMA/MA SMA/MA SMA/MA SMA/MA
murid, dosen, untul guru, kependidikan kompetensi A
mahasiswa  murid, dosen, dan studi
dan mahasiswa dan banding

| paket 4 paket 4 paket

Pendirian Berkembangnya 4 paket Kebuday Dinhub-
Musewrmn Batik model i penyusu sosiali-sasisosiali-  sosiali- sosiali-sasi aan parbud
pengelolaan kekayaan pengelolaan  nan sasi sast
teknolog budaya kekayaan kebijaka




. Program dan Hegiatan Target dan Waltu Pelaksanaan Institusi
Sassran|strates! Arah Indikator Kondisi Sast| Hondisi yeng Penangp
Kobijakan| inerja | KondisSuat] KottBivell | program | Kegistan | 2016 | 2017 | 2008 | 209 | 2opo | TR POUCEE

FECEY 0 7 N ) O T - T ¢ O SV - ) NN o S/ MNES TCT T V N YOG 7Y6 CF -  O  H

masyarakat, baik budaya lokal n
di bidang daerah
perbatilan

maupun di luar

perbatilkan

Jenis. PmumukhanBukmbmmn Program. Fasilitasi 1kerja 1kerja 1kﬂuﬂ Kthudaj' Dinhub-
program  curator bt pwns:em Pemﬁmmkm sama mm ﬂﬂm aan  parbud
Jemis agenda Agenda Terlaksananya Prngram Pﬁlaksana.an 3 Paket 3 paknt 3 paket 3 paket 3 paket Perencan Kantor
apresiasi Kreanova dan agenda apresiasi gkahm apramam apresms apresiasi apresiasi apresiasi  apresiasi  aan Ristekin
inovasi Anugerah inovasi secara apresiasi dan inovasi i Pembang
Inovasi, gelar berkala kampanye unarn
TTG, lomba inovasi
inovasi
T e vty Jmamndm 'Madia.mam Te:hkmanra _ Program _thnggamslmkai Epalm
S e . prﬂ;ﬁt}'hmwx med:raiamm | inovasi b ST, __
e g dmlam»imn -secara berkala ' AR 5
Pl : lahmy:;sma
Model Pemberian  Berkembangnya Program Pungem]:anga_ 1 paket 1paket 1paket 1paket 1paket Perencan Bappeda
penumbuhan insentif (baru penumbuhan perencanaan o ekonomi  hibah hibah hibah hibah hibah aan
usaha baru  dalam bentuk usaha baru pembanguna masyarakat bersaing bersaing bersaing bersaing bersaing Pembang
inovatif pemberian inovaiif melalui 0 ekonomi untuk untuk untuk uniulk untuk unan
bantuan model insentif; usaha usaha usaha usaha usaha
modal dan fasilitasi, baru  baru baru baru baru
pemberian pelatihan, inovatif inovatif inovatif inovatif  inovatif
dana sozialisasi dan
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Capnian Hinerja Program dan Kegiatan Tarpet dan Waktu Pelaksanaan Institusi
{4 nerjn &

g, o Diinginkan el i spatan ng Jawab
T O Y O s e W = O O T i N e - o T Y ) G 7l N G - ) S & T
stimulan),  lain-lain
sosialisasi
HKI, pelatihan
dan lain-lain

Memperku Bidang fokus Fokuspe-  Bertambahnya  Program  Penyusun ket  Perencan Bappeda
at fokus  pengembanga ngembangan bidang fokus  p AR FESienmien.) S Eeets
dan n inovasi dan inovasi dan  pengembangan  pem @ pembangunan si . Pembang
_ketupadu h!.ama bisnis adalah mmmdmlhmntkunm ‘ekonomi | unan
‘an perbﬂﬁlcm,
Sebaran kerja Kerja sama Teqalum:,rn ke:qa Program ku]e.l{nnrdmam 3 paket 3 palet pal-:et 3 paket Speket Perencan TKI-CSDI.I'
sama daerah antardaerah sama sama kerja sama  koordi- koordi-  koordi-  koordi-  koordi-  aan Bagian
dan kerja antardaerah, pembanguna pembangunan nasi nasi nasi nasi nasi Pembang Pemerin-
sama dengan  kerja sama n antardaerah unan tahan
pihak ketiga dengan pihak Setda
ketiga dan kerja
sama luar negeri
(terutama dalam
konteks
Masyarakat
Ekonomi

o s i

Fasilitasi kerja 2 fasili- 2 fasili- 2 fasili- 2 fasili- 2 fasili-  Perencan TKKSD/
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Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Toarget dan Waktu Pelaksanaan
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Arah Indikator

Sasaran|Strategi . | - Sant Hondisi yang '
: : E :'.xhl_]akm‘:l Kinerja P’cndls: - Program Keglatan
| Dunp:ﬂuun
@) | (3

| | Capaian Kinerja Program dan Kegintan Target dan Waktu Pelnksanaan Institusi
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Aruh | Indikator
Kebijaknn Kinerja

- ¥ |.- - | 7 E‘.-‘:_.'

|| Besaran | Slralegs Kondisi Saat| Kondisi yang

| 3 i ~ 1
5 - . D:‘Gzr- arm HKepiatan 2D 2018 2019
Ini | Diinginkan

30 UMKM .- 30 UMKM ' '-_IJ S a

paten dan ww mﬂ'm Usaha UKM
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Tabel 7.2.Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalungan Tahun 2016-2020 : Pilar Pengembangan Klaster Industri
Target dan Waktu Peliksanaan m Institusi

Indikator
Sasaran |Strategh Iiﬁhijukm Hondisi Saat Kondisi yang Penanggu
i
=.. m“" Diing lﬂk Progem Hamtetay apas 2940

ng Jn.mh

Tercipta Pengem- Mengembangla Jumlah  Prograr
ayasentr bangan n kerangka  regulasi  regulasi “!“1“‘“ . Pmm“ ; B‘ R [ e Jﬁ 5 ﬁ”
a Klaster umum yang  pengembangatentang : eraturan  peraturan  Pemben- Umum

industri Ind‘um'l bundnm’fbag[ n pembe:

kecil inovasi dan mduﬂtm’ use. Kawasan sentra industri umiangnn Hukum
bisnis ha kecil dan  Minapolitan Setda
{TKM/ UKM)

Jeniz meentif Sudah ada Ditingkarkann Program Fasilitasi bagi 20 IKM/ UKM25 KM/ 30 TKM/ 40 IKM/ 50 IICMf’ Permdustr]‘.‘.lmpe,rmd
pengembangainsentf dalam ya pembenan pengem- IRM f URM UKM UKM UKM UKM ian a,gknrp
n IKM/UKM bentulk berbapai jenis bangan terhadap

pembebasan  insentif dan  industri pemanfaatan

retribusi kemudahan  kecil dan  sumber daya

daerah dan  bagi IKM/UKM menengah

pemberian

berbagai jenis

kemudahan

berusaha
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: Program dan Hegiatan Target dan Waktu Pelaksamaan Institusi
No.|Sasaran Arah Kebijakan ";;fnt“,;:’ Kondis) Seat | Kondist yang T s Urusan [Penanggn
Ini Diinginkan b i ng Jawab

Iﬂlﬁ-_ﬂ--ﬁ--ﬁ--l--ﬁ--ﬂ--ﬂi-m-ﬂﬂ-m
Pembinaan KM a 4 sentra 4 sentra 4 sentra Perindustr Dinperind
IKM dalam -_pm-hatiimn, Mlpar- IKM per- IKM per- IKM per- ian ' ugknp
memperlmar 2 mtm“ﬂm bnhhan, batikan, batikan, batikan,

j'a.dn@n Emm&mmﬂmtm-

Pemberian 10 IKM/ UKM 10 KM/ 10 IKM/ 10 IKM/ 10 IKM/ Perindustr BPMP2T

kemudahan UKM UKM UKM UKM ian
izin usaha
I
Fasilitasi WIEM}ME&M EB' Lﬂd}* Eﬂlﬁhl‘;,u’ SﬂTEM! PmnduwBthPﬂT
KM/ UKM : ;
Pemberian 10 IEM/ UKM 10 IKM/ lﬂ IKM/ 10 IKM/ 10 IKM/ Perindustr Dinperind
fasilitasi ' UKM  UKM UKM UKM  ian agkop
kemudahan M
akses
perbankan
bagi IKM
dokumenpere bangan adukitman pﬂm kebijakan  Pengem- ian HE‘WP
nﬂmnnn ﬂﬂ'-'IILTKM - perencanaan  bangan mﬂuﬂh:ikmil har@n ; mﬂn{

nIKM,:fTJKM da]amRFJMD dan Rencana Iw.'.ild.an menengah Tahun:gﬂlﬁ-
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Capainn Kinorja Progrom dan Kegintan Target dan Waktu Pelaksanaan Institnsi
. StratepiArab LARhar Kondisi Saat | Kondisi yang Urasan |Penangs
Hin ; " 2
sz - Diinginkan FOR R m 29ke mm ng Jowab

mmm““““““-m-mmmmm
dan RKPD  Aksi menengah 2035,
'Renstra dan Bentulndmtn Aksi Pengem-

Ketersediaan Database Database Program Penyediaan 1 paket 1 paket

database IKM/UKM IKM/UKM pengem- sarana mana-jemen Mana- mana- mana- mana- ian aglmp
; : :
data

IKM/UKM  belum dikelola secara bangan informasi data
tersimpan terorganisir  sentra- vang dapat
- secara dan disajikan sentra dinkees
terorganisir  secara online  industri masyaralul
dan masih potensial

Memperkuat  Sebaran Lmbagn Mnrmgkamyn Hmhmp 10 HH)‘ UKM 10 IKH! IE_:_I_EH{ 15 IKM/ 20 IKM/ Perindustr Dinperind
lrmumm uduaul - industri canan  IKM/UKM 15KUB 15KUB 20 KUB

dalam
th::ém di
swastn

: E%EEEEEE g

n
Pengembanga 3 prakar-sa/ 3 naskah 3 unit/ Fcrmdu:trﬂmpcnnd
n unit/divisi/ inisiasi akademis divisi/ ian aghkop
laboratorium  pemben- pemben-  laborato- UEM
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' Gl ek Target dan Waktu Pelnksanaan Institusi
No.|Sasaran |Strategijarah Kebijakan :'I‘I‘{"i:l’!::;:" Kondisi Saut | Kondisi yang | » : el AT Urusan [Penanggu
g ; 1ok ] Dllaghtlean ||~ e | Hepaten 2020 ng Jawab
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iptekin/ tukan unit/ tukan rium
litbangyasa di divisi/ unit/ litbang-
mdustri laborato-rium divisi/ vasa
unggulan litbang-yasa laborato- per-
daerah per-batikan, rium batikan,

per-ikanan  litbang-  per-
dan peng-  yasa per- ikanan
olahan batikan, dan
makanan per-ikanan peng-
dan peng- olahan
olahan  makana
makanan n

Sebaran SDMSDM iptekin/ Meningkatnya Program  Pengembanga 10 SDM 10 SDM 10 SDM msmu: 10 SDM Perindustr Dinperind
i;rrﬂdnf litbang}rm B R L P iptekin/ :puiﬁﬁ i]gﬁﬁﬂni’ ' ian

| 7 f ‘agkop
merintah- l;‘;;mm iptek sistem teknologi m yasa mn Cyasa
bangan
Sebaran Alokasi Menmgkamjra ng;ram Peniguatan 10 Kajian/ 10 0. 10 10 Perindustr Dinperind
alokast anggaran alokasi peningkatan kemampuan peneli-tian  kajian/  kajian/ kajian/ kajian/ ian agkop
an iptekin/ anggaran kapasitas  industri peneli-tian peneli- peneli- peneli- UKM
IPTEKIN/Litb litbangyasa  iptekin/ iptek sistem berbasis Han tian Han
angyasa untuk litbengyasa  produlksi  teknologi
pengerm- untuk '
bangan pengembeangan
TRM /UKW [KM/ UKM

relatif kecil
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' : ; Program dan Kegiatan Target dan Waktu Pelaksanann Institasi
No. Sasaran ﬁtrntegj Arah I{éﬁijnkm h;{di:::t;:r Hondisi Bnat Kondisi yang p ™ ’ 2017 | 2018 Urusan |Penangga
: Ini Diingikan | © PR, SEatan ng Jawab

Sebaran  Hasil smakin : shaml 'S hasil Ehas:ﬂ. 5hasil Shasil Perindustr Dinperind
absorpsi  IPTEKIN/ eningkatnya ps ﬁ'—‘k‘-ﬂ! 1/ iptekin/ iptekin/ ian agkop.
hasil Litbangyasa daa.yaiemp lﬂ&m-ﬂm.puﬂnpblajrmm : h:ﬁhang— I:ttmng- litbang- UKM
IPTEKIN) Lith yang diserap hasil teknologi  teknologi yasa  yasa  yasa Filkes”
angyasa. IKM/UKM dan iptekin /lithang industri industri. ]
3 pelaku bisnis -yasa oleh
lainnya kian IKM;UKM dan
meningkat pelaku I:mmm
] lainnya L
Menumbuh- Sebaran Kemitraan Meluasnya Program Fasilitasi kerja 10 fasilitasi 10 15 15 20 Perindustr Dinperind
kembangkan kemitraan  strategis kemitraan pengem- SAMEA kerja sama fasilitasi fasilitasi fasilitasi fasilitasi ian agkup
interaksi, strategis dengan dunia strategis untuk bangan kemitrasn  kemitra-an  kerja kerja  kega  kerja
jaringan dan  dalam usaha untuk pemajuan industri IKM dengan same sama - Sama  sama
pelayanan pemajuan  pemajuan IKM/ UKM kecil dan  swasta kemitra- kemitra- kemitra-
inovasi dan IKM{UKM  IKM/UKM hingga ke luar menengah an an an
bisnis (terutama Degeri,

perbatikan)  terutama
tersehar di terkait
dalam dan  Masyarakat
hiar Kota Ekonomi
Pekalongan  ASEAN

a- I.Bpéla 10'pe15;- 10 pela- Perindustr Dinperind

:.wm ian agket-P
lon:t logi
Prug:-‘am Pembinaan 3 bidang 3 bidang 3 bidang E'Hdan,g 3 bidang Perindustr Dinperind
penataan  keterkaitan industri mdustri  indusiri industri industri ian agkop
strulctur produlksi
industri industri hula
hingga hilir

Program  Kerjasama 1 kerja sama '-lbkmju'.j- 1kuﬂ’a. 1 lkerja lkm:la. l?@rdagmgbmpaﬂnd
dan lembaga
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| Program dan Kegistan Target dan Wakty Polaksanaan Institusi
INa.| Sasaran |Strategi|Arab i .I?;i::?‘;:r Kondisi Saat | Kondisi yang p Kegiatan 2017 Penanggu
Ini Diinginkan | * B0 RN ng Jawab

il 2 L@l @ ] s ] e e e ] 10 ) ] 12) ] 3 ] ad | as) | (16) |

Jenis wahana Wahana Semakin Program Penveleng- 4 kali 4 kali 4kali dkali 4kali Koperasi Dinperind
interaksi bagi interaksi bagi banyalmya pengem- RATRAn setahun setshun setahun setahun setahun dan
pelaku pelaku wahana bangan promosi Usaha UKM
IKM/UKM  IKM/UKM interaksi bagi sistem produk UKM Kecil
kebanyakan  pelaku pendukung Menengah
dalam bentuk [KM/UKM, usaha bagi
pameran terutama URKM
dalam bentuk
pameran
pmmon dan
Sejenisnyn
Mendorong Model Pendirian ﬁmmbmam Fasilitasi 3 tenant 3tenant 3 tenant 3 tenant 3 tenant Koperasi Dinperind
S | Sl | Smdin | et e TR RIS e o e e
inovatif budaya mm perguruan I.‘m:,yh ﬂnlmhum UKM ~ UKM  Usaha  UKM
an melaiai . Pekalongar), an IKM/UKM. dan f
pendidikan  Prodi Teknik pﬂ‘hﬂﬁlﬂ.
Model Pelatihan ke- Meningkatmya F&ngram Penyelengga- 20 UKM 20URKM 25 UKM 30 UKM 40 UKM Koperasi Dinperind
penguatan  wirausahaan, frekuensi rann pelatihan dan agkop
budaya website /blog, pelatihan bangn.n kewirausahaa Usaha UKM
inovasi dan  desain dan = kewirausahasan kewira- n Keeil
kewirsusaha pengepakan , manajemen usahaan Menengah

an melalui  bagi pelaku  dan pelatihan- dan
pelatihan  IKM/UKM  pelatihan
terkait lainoyn kompetitif
bagi pelaku  UKM
KM/ UKM
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Indikat Coprian Kinoxjn Program dan Kegiatan Target dan Walkta Pelaksanaan
No.|Sasaran|StrategilArah Kebljakan| “E. °00F FRorgielsaat] Kondisl yang {
Ei yang
G Diinginlkan veogEam i Y mmmmm

Institust
Urusan |[Pennaggu
ng Jawanb

-mm-n_-a--a_-a--m-mmm

Berkembangny Program
asentra IKM  pengem-

anbmw

pengelolaan

teknologi KM Bunh'a
industri
potenisial

Berkembangny Program

Pengembanga 1 sentra [KM 1sentra 2 sentra 2 sentra 2 sentra Perindustr Dinperind
HW KM IKH KM KM ian mp

Penyeleng- 2 moti-vator 2moti- 2 moti- 2 moti- 2 moti- Koperm Dmpe:ruﬂ

a program pengem-  garaan vator vator wator vator dan
reverse brain hnngun pembinaan Usaha UKM
drain untuk industri Kecil
pemajuan pemhkuﬂg rumah tangga, Menengah
IKM / UKM usaha bagl  industri kecil R
URM dan industri
mntnaﬂh

meuhﬂgmﬁpﬂket 5 paket Epninﬂ Spaket Epakel Fﬂmmaﬂmtnr

kampanye  website, Immpmye peningkatan -an kampanye Ristekin
inovasi profil/brosur inovasi apresiasi  inovasi di Pm:nbm,gu
dan lain-lain IKM/UKM dan berbagai nan
melalui kampanye media massa
berbagai media movasi dan media
massa dan lidnnya secara
media lainnya berkala
secara berkala
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; -EZM_ Target dan Waktu Pelaksanaan Institusi
' StrategilArah Kebljakan l::;t:;:r Kondisi Sast | Kondisi yung| o HIOR a0t | 2030 Urusan |Penangg
Ini Diinginkan | ~ B egsaten ng Jawab
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Fasilitasi 5 PPBT

n inkubator

Model Pemberian
penumbuhan insentif,
usaha baru  bantuan alat
inovatif dan mesin,

kewirausahan pelatihan,

dan lain-lain  sosialisasi HKI U‘.lﬂtl

dan lain-lain

Bidang fokus Fokus pe- Menguatnyn  Program
pengembangangembangan  fokus pengem-
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Tabel 7.3.Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 : Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi
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Tabel 7.4.Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 : Pilar Pengembangan Tekoprener
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Tabel 7.5.Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 : Pilar Penguatan Tematik Sistem
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Dari Tabel 7.1 hingga Tabel 7.5 di atas, dapat disimpulkan bahwa
penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan selama periode
2016-2020 berkaitan dengan urusan wajib dan urusan pilihan di
bawah ini :

1. Urusan wajib (W) dan urusan pilihan (P} yang berkaitan dengan
Penguatan Ekosistem [novasi :

Pendidikan (W-01)

Perencanaan Pembangunan (W-06)

Lingkungan Hidup (W-08)

Tenaga Kerja (W-14)

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (W-15)

Penanaman Modal Daerah (W-16)

Kebudayaan (W-17)

Pemerintahan Umum (W-20)

Kepegawaian (W-21)

C N I
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j. Perdagangan (P-06)
k. Perindustrian (P-07)
2. Urusan wajib (W) dan urusan pilihan (P) yang berkaitan dengan
Pengembangan Klaster Industri :
a. Perencanaan Pembangunan (W-06)
b. Tenaga Kerja (W-14)
c. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (W-15)
d. Pemerintahan Umum (W-20)
e. Perdagangan (P-06)
f. Perindustrian (P-07)
3. Urusan wajib (W) dan urusan pilihan (P) yang berkaitan dengan
Pengembangan Jaringan Inovasi :
Pendidikan (W-01)
Perencanaan Pembangunan (W-06)
Lingkungan Hidup (W-08)
Sosial (W-13)
Tenaga Kerja (W-14)
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (W-15)
Kebudayaan (W-17)
Pemuda dan Olahraga (W-18)
Statistik (W-23)

A T
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'




J. Komunikasi dan Informatika (W-25)
k. Pariwisata (P-04)
l. Kelautan dan Perikanan (P-05)
4. Urusan wajib (W) dan urusan pilihan (P) yang berkaitan dengan
Pengembangan Teknoprener :
a. Perencanaan Pembangunan (W-06)
b. Tenaga Kerja (W-14)
c. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (W-15)
5. Urusan wajib (W) dan urusan pilihan (P} yang berkaitan dengan
Penguatan Tematik Sistem Inovasi :
a. Perencanaan Pembangunan (W-06)
b. Tenaga Kerja (W-14)
c. Komunikasi dan Informatika (W-25)
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BAB VIII
PENUTUP

8.1. MEEANISME PENGINTEGRASIAN ROADMAP PENGUATAN
SISTEM INOVASI DAERAH KE DALAM RPJMD KOTA
PEKALONGAN

Implementasi penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan
untuk lima tahun ke depan dapat dilakukan melalui pengintegrasian
penguatan sistem inovasi daerah yang terdapat di dalam dokumen
Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun
2016-2020 ke dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan
daerah,yakni dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) fase ketiga tahun 2016-2020 dan dokumen Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan
2020. Pengintegrasian ini sesuai dengan amanah Pasal 5 Peraturan
Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03 dan 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Dalam pengintegrasiannya ke dalam RPJMD Kota Pekalongan
Tahun 2016-2020, muatan penguatan sistem inovasi daerah tercermin
di dalam Visi Pembangunan Jangka Menengah dan secara eksplisit
ditegaskan mulai dari Misi Pembangunan Jangka Menengah.

Visi RPJMD Kota Pekalongan merupakan cita-cita dan harapan
segenap pemangku kepentingan di Kota Pekalongan yang akan
diwujudkan dan sekaligus diperlukan untuk dijadikan sebagai arah
dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 5
tahun yang akan datang Berdasarkan pada segenap kekuatan,
kelemahan, peluang, tantangan, potensi, modal dasar dan berbagai isu
strategis yang dihadapi Kota Pekalongan, maka Visi Pembangunan Kota
Pekalongan Tahun 2016-2020adalah sebagai berikut :

“PEKALONGAN KOTA BATIKYANG INOVATIF, MAJU, MANDIRI DAN
SEJAHTERA"
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Untuk mewujudkan visi di atas, maka salah satu alternatif Misi
Pembangunan Jangka Menengah yang bisa digulirkan ialah
Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat melalui penerapan ilmu
pengetahuan, teknologi dan inovasi guna pengembangan potensi
unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan
kreativitas.

Untuk menjabarkan visi dan misi tersebut, maka perlu didukung
oleh tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sebagaimana
dikemukakan pada bab sebelumnya, strategi yang digunakan untuk
penguatan sistemn inovasi daerah dikembangkan dari pilar-pilar
strategis penguatan sistem inovasi sesuai dengan konteks sasaran.
Sedangkan arah kebijakan, yvang bertujuan untuk merasionalkan
pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan
pelaksanaannya, menggunakan enam elemen Kerangka Kebijakan

Inovasi sesuai dengan konteks sasaran yang akan dicapai.

Adapun mekanisme pengadopsian muatan penguatan sistem
inovasi daerah ke dalam RPJMD Kota Pekalongan dapat dilakukan
melalui salah satu misi.Bagan alurnya dapat dilihat pada Gambar 8.1.

=
B

INDIKATOR

DAMPAK

Penguatan Sistem
Inovasi

CHTCOMIE

ouTPruT

QuUTPUT
KEGLATAN
INPLIT

Gambar 8.1, Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Masuk Melalui
Misi
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Jika penguatan sistem inovasi daerah dimulai dari salah satu Misi
Pembangunan Jangka Menengah, maka akan menjadi loncatan besar
bagi pemimpim daerah serta akan mempengaruhi pengambilan langkah
dan strategi kebijakan di bawahnya. Tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan, serta program dan kegiatan dalam RPJMDKota Pekalongan
Tahun 2016-2020 akan sinkron dengan tujuan, sasaran, strategi dan
arah kébijak&n, serta program dan Kkegiatan penguatan sistem inovasi
daerah dalam Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2016-2020.

Manfaat implementasi penguatan sistem inovasi daerah ke dalam
dokumen perencanaan daerah adalah terpeliharanya konsistensi dalam
menjalankannya. Pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah di
daerah memiliki peluang tidak konsisten mengingat sering bergantinya
unsur pimpinan daerah yang berasal dari partai-partai yang berbeda-
beda. Akan tetapi, hal ini dapat dihindari sejauh unsur-unsur penting
penguatan sistem inovasi daerah itu sudah dapat masuk dalam RPJMD
dimana rakyat di daerah bisa berperan sebagai penjaganya. Artinya,
rakyat melalui perwakilannya harus tahu pentingnya upaya penguatan
sistem inovasi daerah dan menjaganya sebagai salah satu cara untuk

meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah.

8.2. TINDAK LANJUT

Hasil penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 akan diintegrasikan ke dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2016-2020, dan akan sangat baik apabila
diintegrasikan mulai dari level salah satu Misi pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pj. SEKRETARIS DAERAH, WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.
ttd.
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